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ABSTRAK

Nama : Grandy Regel Tuerah
Program Studi  : Magister Perencanaan dan Kebijakan publik
Judul : Analisis Dampak Kebijakan Institusional Pemerintah Pusat

Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi di Kota Batam Sebelum
Penetapannya Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas

Penetapan Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
dimaksudkan untuk melakukan perubahan atau keistimewaan dalam dua aspek .
pelayanan publik. Yang pertama adalah aspek birokrasi baik secara kelembagaan
ataupun operasionalisasinya. Sedangkan yang kedua adalah dalam hal perlakuan
kebijakan fiskal khususnya perpajakan. Melalui kedua perubahan atau keistimewaan
ini, pemerintah berharap investasi di Kota Batam dapat tumbuh pesat, menghasilkan
produk ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan pada akhirnya dapat
mengembangkan wilayah di sekitar zona yang terpilih. Dengan adanya Kebijakan
intervensi pemerintah pusat berupa KPB & PB Batam, mendorong pemerintah untuk
mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menarik minat investor untuk
menanamkan modalnya, salah satu yang utama adalah mempersiapkan kelembagaan
dan segala bentuk infrastruktur fisik daerah.

Kata Kunci : Investasi, infrastruktur, Kebijakan Intervensi

ABSTRACT
Name : Grandy Regel Tuerah
Study Program  : Magister of Planning and Public Policy
Title - Impact Analysis of Government Institutional Policy Toward

Investment Value in Batam Pre Free Trade Zone and Free Port

The endorsement of Batam City as a Free Trade Zone and Free Port is meant to
bring in changes or special treatments in two aspects of public services. The first is
in the bureaucracy, both in its intttutions and operations. The second is in terms of
fiscal policy, especially tax. By these two changes, central government expects that
Batam will have better investment, higher exports and higher employment
absorption, and finally lead to develop the surrounding area. The central government
policy such as Free Trade Zone and Free Port of Batam encourages local
governments to improve facilities for investor to invest their capital, the main
priority of this is institutional arrangement and preparation of infrastructure at Batam
city.

Key word : Investment, infrastructure, intervention policy
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BAB1
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau secara yuridis
menjadi salah satu kawasan yang mengalamt perubahan cukup drastis dalam tahun
2007. Pada tanggal 20 Agustus 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menandatangani tiga Peraturan Pemerintah (PP) untuk masing-masing kawasan
tersebut’, dan menyatakannya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (KPB & PB). Kebijakan Pemerintah yang diambil ini terhitung cukup berani,
karena harus mengubah struktur perundang-undangan yang ada. Sedianya penetapan
sebuah kawasan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, harus
berdasarkan undang-undang (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 jo
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000). Dengan

demikian dibutuhkan persetujuan DPR untuk merealisasikan gagasan tersebut. -

Namun yang terjadi kemudian, Pemerintahan justru mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).® Melalui Perppu ini, ketentuan
penetapan kawasan yang sedianya harus melalui undang-undang, dianulir, dan cukup
dengan menggunakan Peraturan Pemerintah. Meskipun terjadi perdebatan antara
lembaga legislatif dan eksekutif dengan terbitnya Perppu ini, namun akhirnya
tercapat kesepakatan dengan dinyatakannya Perppu ini sebagai Undang-Undang
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 pada tanggal 1
November 2007. Dengan sah dan berlakunya Undang-Undang ini, polemik tentang

! Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Teniang Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Bintan; dan Peraturan Pemerinlah Nomor 48 Tahun 2007 Tenlang Kawasan
Perdapgangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tenlang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
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keberlakuan kebijakan penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
untuk Batam, Bintan dan Karimun, secara yuridis berakhir., Kebijakan tersebut sah

dan dapat diimplementasikan.

Dengan ditetapkan sebagai KPB & PB, maka Kawasan Batam, Bintan dan Karimun

diharapkan dapat menjadi tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang

perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan

perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-

bidang lainnyaa. Untuk dapat mewujudkan tujuan ini, maka dengan penetapan

tersebut akan diberikan sejumlah fasilitas pada hal-hal sebagai berikut:

= Proses perizinan yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan usaha akan
dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan, yang mendapatkan pelimpahan
kewenangan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, proses pengurusan
izin diharapkan cukup ditangani oleh satu badan.

= Pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan
pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai untuk pemasukan
dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas.

Untuk menunjang pelaksanaan KPB & PB ini, Presiden membentuk Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (selanjutnya disebut Dewan
Kawasan) yang Ketua dan Anggotanya ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan
Gubernur dan DPRD.? Dewan Kawasan ini nantinya memiliki tugas dan wewenang
untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasai dan mengkoordinasikan
kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
(selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan).” Badan Pengusahaan Kawasan
sendiri, adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Dewan Kawasan untuk
menjalankan tugas dan wewenang berupa pengelolaan, pengembangan, dan

pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan

? Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2000 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2000.
* Pasal 6 ayal 1 Nomor 36 Tahun 2000 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2000.
3 Pasal 8 ayat 1 Nomor 36 Tahun 2000 jo Perpn Nomor 1 Tahun 2000,

Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Grandy Regel Tuerah, FT Ul, 2008.



fungsi-fungsi ditempatkannya wilayah tersebut sebagai KPB & PB.° Untuk itu
Badan Pengusahaan Kawasan mendapatkan kewenangan untuk membuat ketentuan-
ketentuan sendiri, namun tentunya peraturan yang ditetapkan oleh Badan
Pengusahaan Kawasan tetap harus sesuai dengan kerangka peraturan perundang-

undangan yang berlaku.”

Dengan memperhatikan dan membaca ketentuan-ketentvan di atas, setidaknya
penetapan sebuah kawasan sebagai KPB & PB dimaksudkan untuk melakukan
perubahan atau keistimewaan dalam dua aspek pelayanan publik. Yang pertama
adalah aspek birokrasi baik secara kelembagaan ataupun operasionalisasinya.
Sedangkan yang kedua adalah dalam hal perlakuan kebnakan fiskal khususnya
perpajakan, Dengan penetapan KPB & PB, maka di kawasan tersebut akan terbentuk
sebuah lembaga yang memiliki kewenangan cukup besar dan mengkoordinasi semua
proses yang terkait dengan birokrasi konvensional. Hal ini karena segala
kewenangan yang selama ini dimiliki oleh birokrasi konvensional akan
didelegasikan kepada lembaga baru ini, yattu Badan Pengusahaan Kawasan,
Lembaga ini pula yang akan mengatur dan melayani pemberian izin untuk semua
keperluan yang ada. Dalam hal perpajakan pun ada perubahan, yaitu transaksi
perdagangan di kawasan yang ditetapkan sebagai KPB & PB tidak lagi dikenakan
bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas
barang mewah, dan pembebasan cukai.® Melalui kedua perubahan atau keistimewaan
ini, pemerintah berharap dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan
international yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat membert pengaruh
dan manfaat besar bagi Indonesia berupa penanaman modal baik asing maupun
dalam negeri (investasi). Ultimate Goal-nya adalah agar dalam Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, investasi dapat tumbuh pesat,
menghasilkan produk ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,
penerimaan negara meningkat, yang pada akhirnya dapat mengembangkan wilayah

di sekitar zona yang terpilih akibat dari multiplier effect yang ditimbulkannya,

¢ Pasal 8 ayat 2 Nomor 36 Tahun 2000 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2000.
7 Pasal 8 ayat 3 Nomor 36 Tahun 2000 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2000..
% pasal I dan Pasal 11 ayat 4 Perpu Nomor 1 1ahun 2020 jo UU Nomor 36 (zhun 2000,
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Sehingga sektor riil menjadi hidup yang akan memacu dan mendorong pertumbuhan

ekonomi.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan sebagian wilayah
Provinsi Kepulauan Riau sebagai KPB & PB menjadi sangat penting bagi
Pemerintah Republik Indonesia karena dalam era globalisasi’ saat ini dimana batas
nonfisik suatu negara dan antar negara menjadi bias, sedang menghadapi persaingan
yang ketat dari beberapa negara seperti RRC dan India serta negara-negara tetangga
seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam dalam menarik investasi yang merupakan
kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi
Batam yang secara administratif merupakan wilayah yang berada di Provinsi
Kepulauan Riau, status KPB & PB merupakan upaya penyempurnaan dari status
Batam yang telah mengalami evolusi sejak awal pengembangannya. Selain itu,
peraturan perundang-undangan tersebut juga merupakan bentuk kepastian hukum
dan menjadi babak baru dalam manajemen pengelolaan kegiatan investasi di
provinsi ini khususnya dalam meningkatkan daya tarik daerah dan mencegah
relokasi investasi yang akan mengganggu iklim investasi di wilayah-wilayah tersebut
serta untuk mengembangkan wilayah tersebut sesuai potensinya. Hal ini mengingat
Batam (dan juga Bintan dan Karimun) cukup memilikt keunggulan kompetftif,
komparatif dan nilai strategis yang membedakannya dari wilayah lain di Indonesia,
satu diantaranya karena jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan
Singapura. Harus diakui bahwa perkembangan cukup pesat yang telah terjadi di
Provinsi Kepulauan Riau dan Batam khususnya selain dikarenakan letaknya yang
berada di jalur pelayaran dunia juga dikarenakan oleh faktor Singapura yang telah

menjadi pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi asia dan dunia.

® Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengemukakan bahwa globalisasi berintikan keterbukaan (openrness)
telah mengaburkan batas-batas tradisional, baik dari sckior industri, ckonomi maupun negara (Yanto
Bashri (cd). Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prisma Pemikiran Prof. DR. Dorodjatun
Kuntjoro Jakui, Jakara : Predna Media, 2003). Sedangkan pengertian globalisasi yang dikermuikakan
oleh Fuad Hasan pada hakekatnya adalah proses yang ditimbulkan olch suvalu kegiatan atan prakarsa
yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan (nation-hood) dan kenegaraan
(nation-hood) (Fuad Hasan. Studium Generl. Jakana : Pustaka Jaya, 2000, Hal.142)
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Adapun dasar pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan —

kebijakan tentang KPB & PB di Batam, Bintan dan Karimun mengacu pada produk

peraturan perundang-undangan yang secara diskriptif dijelaskan pada Gambar I.1.

' Undang-Undang {UL7} Nomor 3 Tahun 1970 PERPPU Nomer 2 Tahun 2000
Tenlang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lacrah Perdsgangan ™ Tentang K Perdagangan Bebas dan
Brbas dan Pelabuhan Bebas H Pelabuhan Bebas Sabang
(Ditetaphon Pada Tanggol 27 Moret Tahun 1970) : (Ditetnphan Pada Tonggal 1 Seplember 2000)
¥

Pernturan Pemeriniah Penggantl Undsng-Undang
(PERFFL) Nomer 1 Tahun 2000
Teutang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
{Dltetapkan Padn Tanggal 1 Scptember 2000)

¥

UU Nomor 37 Tahun 2000
Tenlang Penctapan Pecppu Nomer 2 Tahun 2000 Tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
mrenjadi Undang-Undang
(Pitelapkan Pade Tanggal 21 Desernber 2000

Undang-Undang (UL)) Nomor 36 Tahun 2000
Tenlang Penclapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan
Pondogangan Bebas dan Pelabuhan Bebad paenfad: Undeng-

. Undang
(Dritetnphon Pada Tangeal 21 Desember 2000)

PersctuJusn Kerongka antorn
Pemerinlah Republik Indonesin den P intah Republik
Singapura Tentang Kerja Sama Ekonomi di Pulaw Balam,
Binlan dan Karimun
{Ditandatangan] Pada Tanggal 25 Junl 2006)

K

h 4

Peraluran Pemerintah Penggant Undang-Undang
{T'ERFFU) Nomor 1 Tohun 200%

Tentang Perubahan Aras Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2000 Tenlang Penetapan Peraturan Pomennlah Pengganti
Undang-Undang Momer 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pclabuhan Bebas Menjadi Undang-

Undang
(Ditetaphan Pada Tangpal 4 Junl 2007)

Peraturan Pemerinioh (PP) Nomor 46 Tahun 2007
Tentang K Prrdaganpan Bebas & Pelabuhan Bebas Bartam
(Ditclopkon Poda Tonggal 20 Agustus 2007)

Pernturan Pemeriniah {(PF) Nomer 47 Tahun 2007

Te g K Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Binfan
(Ditetaphkan Pada Tanggal 20 Agusius 2007) .

b 4

v

Undang-Undang (UL} Noraor 44 Tohun 2007
Tentang Penetapan Peraturan Pemeriniah Pengpanti
Undang-Undang Wemer 1 Tahun 2007 Tentang P

Peraturon Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2007

Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Temang
Penclspan Peraluran Pemerintah Pengganli Undang-
Undang Nomer 1 Tahun 2000 Tenlang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuben Bebes hcnjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Diletapkan Pada Tanggal 1 November 2007)

v

L

Derdasarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PERFFU) Nomar 1 Tahun 2000
Presiden menetapkan Dewan kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas di dacrah, ysng selanjutnya discbut
Dwwan Kawasan

I. Peraturan Presiden Namor 30 Tahun 2008 Tenlang
Dewan Nasional Kewasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Ditetapkan Tanpgal 7 Mei 2008,

2 Kepwiuson Preslden Nomor 9 Tahup 2008 Tentang
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas on Pelabuhan
Bcebas Balam Ditelapkan Tanggal 7 Mei 2008,

3. Kepulwan Prestden Nomer 10 Tahun 2908 Tentang
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Bintan. Diitelapkan Tanggal 7 Mei 2008.

4. Keputusan Presiden Nomor [1 Tahun 2068 Tentang
Dewan Kawnwan Perdagangan Bebes dan Pelabuhan
Bebas Kaimun Dilctapkan Tangpal 7 Mci 2008.

Tenlang Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhn Bebas Kartmun
{(DMtelapkan Pada Tangea! 20 Agustuy 20{47)

Berdavarkan
Peraturan Pemerinuh Pengganli Undang-Undang
{PERPPU) Nomior | Tohun 2000
Paxal 7 Avat (1)
[ewan K bentuk Dadan Pengusahaan K
Perdagangan Bebas dan Pelabuban Bebas yang selanjutnya
discbut Badan Pengusah

1. Peraturan Keha Dewan Kawatan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Debas Datam Nomeor 3 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Badan Pengusal Knwasan
Perdagangan  Brbas  dan Pelebuhan  Bebas  Balam.
Ditelapkan Tanggal 25 Scplember 2008.

2. Pernturan Kewa Dewan Kawasan Perdagangan Bebas
den Pelabuhan Bebas Hintan Nomor | Tahun 2008
Tenlang Pembenlukan Dadan Pengussh Ka n
Perdagangan Bebas dan  Pclabuhen Debas Binlan
Ditetapkan Tanggal 23 Agusius 2008,

3. Peraturan Ketba Dewan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhon Bebas Karimun Nomor 2 Tehen 2008
Tentang Pembeniukan Badan  Pengusahaan  Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  Karmun.
Ditetapkan Tanggal 23 Agustus 2008,

Gambar I.1. Urutan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sumber : Diolah dari berbagai sumber
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Penetapan Batam sebagai KPB & PB merupakan satu dari sekian banyak
intervention policy yang telah diberlakukan di Batam. Intervention policy,
sebagaimana dimaknai oleh Muladi dan Andrinof Chaniago (2003), merupakan
tindakan rekayasa yang disengaja atau direncanakan melalui instrumen perundang-
undangan, kebijakan dan pengalokasian sumberdaya pemerintah pusat. Dalam
tulisan in, intervention policy di Kota Batam berupa kebijakan institusional atau
kelembagaan yang telah diterapkan sejak awal pengembangannya. Dengan
intervention policy berupa KPB & PB Batam, maka kegiatan pada bidang investasi
di Kota Batam diharapkan akan lebih kompetitif, investor friendly, dan terintegrasi
secara nasional sehingga investasi dapat menjadi variabel yang sangat penting dalam
menggerakkan perekonomian nasional umumnya dan Kota Batam pada khususnya.
Suatu negara atau daerah yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, salah satunya karena ditunjang oleh besarnya aliran investasi ke negara atau
daerah yang besangkutan. Dalam hal ini keterlibatan dunia usaha (sektor swasta)
tidak lagi bersifat komplementer dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah,
sehingga saat ini peranan sektor swasta menjadi sangat penting dan strategis. Di sisi
lain pemerintah pada berbagai level, dapat dipastikan tidak akan sanggup
menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapinya, seperti
tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur dasar, dan lain
sebagainya, jika hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber darl anggaran

pemerintah.

Kota Batam yang sejak awal pengembangannya telah diset secara terencana sebagai
daerah tujuan investasi dengan basis kegiatan industri. Penelitian dalam tesis int
akan menganalisis perkembangan Kota Batam yang telah mengalami evolusi sejak
ditetapkan sebagai basis logistik bagi kegiatan operasional PN Pertamina pada tahun
1970 hingga akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas pada tahun 2007. Analisis institusional secara diskriptif akan
dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan intervensi pemerintah pusat yang telah
diterapkan di Kota Batam dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan nilai investasi dan

pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, terutama sejak Batam ditetapkan sebagali
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Kotamadya. Selain itu, secara kuantitatif penelitian inl juga akan melihat pengaruh
dari ketersediaan infrastruktur daerah (jalan, listrik dan air bersih) dan ketersediaan
tenaga kerja terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam. Dari sini
diharapkan dapat menghasilkan model terbaik bagi Kota Batam terutama bentuk
kelembagaan yang dapat menunjang status Kota Batam saat ini sebagai Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

L.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis
secara diskriptif kebijakan institusional di Kota Batam terhadap pertumbuhan nilai
investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Hal ini dimaksudkan untuk
mencari model Batam ke depan pasca penetapannya sebagai KPB & PB, sehingga
dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan investasi di Kota Batam.
Secara sederhana, terdapat dua manfaat penting investasi, yaitu : pertama, sebagai
penggerak perekonomian baik daerah maupun nasional. Untuk menggerakkan
perekononiian diperlukan modal (capital) yang pembiayaannya dapat dipercleh dart
berbagai sumber, misalnya pendapatan dan belanja pemerintah, investasi, tabungan
atau dengan privatisasi aset-aset negara. Namun diantara sumber-sumber tersebut,
yang paling mudah, praktis dan efektif adalah investasi baik dalam negeri maupun
luar negeri. Karena bertambahnya investast akan secara langsung menggerakkan
perekonomian dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Investasi domestik di Indonesia masth cukup sulit untuk diandalkan dikarenakan
sumber-sumber pembiayaan dari perbankan nasional yang masih terbatas. Kedua,
investasi berperan sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha kecil

dan menengah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapan agar Kota Batam menjadi daerah tujuan investasi berbanding terbalik
dengan fenomena yang terjadi, yang menunjukkan adanya tren menurun dari
pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 1.2.

dimana tren pertumbuhan nilai investasi yang terjadi cenderung menurun.
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PERKEMBANGAN DAN TREN PERTUMBUHAN NILAI
INVESTASI KOTA BATAM, TAHUN 1985 - 2007
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Gambar I.2. Grafik Nilai dan Tren Pertumbithan Investasi

di Kota Batam Tahun 1985 — 2007
Sumber : OPDIPB dan telah diolah kembali

Lebih jauh, penelitian ini didasari pada kenyataan bahwa aliran investasi dalam
jumlah yang besar ke suatu daerah tergantung pada seberapa besar daerah tersebut
memiliki keunggulan kompetitif, komparatif seita daya tarik menurut persepsi
investor. Keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya saing investasinya sangat
tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam berbagai hal, sehingga sangat
penting bagi Pemerintah Kota Batam dalam merumuskan kebijakan tata kelola
ekonomt khususnya yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, peningkatan
kualitas pelayanan publik, perbaikan kondisi makroekonomt daerah, pengembangan
sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas. Hal ini menjadi
sangat penting untuk diperhatikan, karena dari hasil penelitian Komite Pemantauan
Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang bekerjasama dengan The Asian
l'oundation pada tahun 2007 menunjukkan hasil yang kurang baik bagi Kota Batam
dan Kabupaten / Kota lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana

yang terlihat dani Tabel 1.1
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Tabel I.1. Peringkat daerah berdasarkan Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah

.. Indeks Tata Kelola .
Kabupaten / Kota Provinsi Ekonomi Daerah Ranking

Kota Blilar JATIM 76,0 1
Kab. Magetan JATIM 75.4 2
Kola Prabumuiih SUMSEL 74.7 3
Kab, Musi Banyu Asin | SUMSEL 743 4
Kab. Jermbrana BALI 73.7 5
Kab. Bintan KEPRI 63.6 100
Kota Tanjung Pinang KEPRI 62.1 122
Kab. Lingga KEPRI 61.4 128
Kola Batam KEPRI 60.1 154
Kab. Natuna KEPRI 539.6 160
Kab. Karimun KEPRI 56.6 198

Sumber : KPPOD, Survey of Businesses in 243 Regencies / City in Indonesin, 2007

Tata kelola ekonomi daerah sebagai salah satu bagian dari fungsi pemerintahan di
daerah dalam menjalankan otonomi daerah, merupakan tata kelola pemerintahan
daerah dalam memberikan pelayanan terhadap aktivitas ekonomi bagi pelaku usaha ~
di tiap daerah. Hasil survey terhadap 243 Kabupaten / Kota ini memberikan
gambaran bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi dari Kota Batam dan
Kabupaten / Kota lain yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menjadi
sangat serius untuk diperhatikan mengingat Batam, Bintan dan Karimun telah
ditetapkan Pemerintah sebagai KPB & PB, sehingga harus memiliki dan
meningkatkan daya tarik investasi terhadap daerahnya, guna mencapai ultimate goal

dari penetapannya sebagai KPB & PB.

Kebutuhan investasi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong
pemerintah melakukan berbagai upaya, berupa penyediaan fasilitas produkst dan
infrastruktur seperti penyediaan lahan, kawasan industri, sarana dan prasarana
transportasi, listrik, komunikasi, penyediaan air bersth, perbaikan kelembagaan yang
bertanggung jawab atas tumbuh dan berkembangnya investasi di daerah,
penyempurnaan kebtjakan fiskal terutama perpajakan dan lain-lain. Hal ini juga

sejalan dengan keinginan dari para investor. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh
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KPPOD (2007, h.2) dan menghasilkan indeks tata kelola ekonomi daerah,
berdasarkan kajian literatur dan pengalaman KPPOD dalam melakukan penelitian
lapangan, maka dihasilkan 9 (sembilan) indikator utama penentu kinerja pelayanan
pemerintahan terhadap aktivitas usaha di daerah, yaitu : (1} Akses terhadap lahan
usaha dan kepastian usaha; (2) Perizinan usaha; (3) Interaksi pemda dengan pelaku
usaha; (4) Program pengembangan usaha; (5) Kapasitas dan integritas kepala daerah;
(6) Biaya transaksi di daerah; (7) Pengelolaan infrastruktur fisik daerah; (8)
Keamanan dan resolusi konflik; dan (9) Peraturan Daerah. Sedangkan variabel-
variabel indeks tata kelola ekonomi daerah dari masing-masing indiator tersebut
dapat dilihat pada Lampiran 1 tulisan ini. Setiap indikator tersebut dinilai
berdasarkan beberapa variabel penilaian. Bobot indikator yang dihasilkan dalam
studi ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.2, menunjukkan perbandingan
derajat pentingnya satu indikator terhadap indikator lainnya dalam tata kelola
ckonomi daerah. Bobot tersebut merupakan penilaian dari 12,187 responden pelaku
usaha dart 243 Kabupaten / Kota dari 15 Provinsi, termasuk Provinsi Kepulauan

Riau.

BOBOT INDIKATOR TATA KELOLA EKONOMI DAERAH (%)

0O Akses Lerhadap Lahan Ussha dan Kepastian

4p 1.0 e Usahu { 14,0%)

@ Perizinan Usaha (5,5%)

3 Interakn Pemdi dm Pelaku Ussha (10,0%)

O Prowran NMengembangan Usaha (14,B%)

| Kapasitas dm [ntegritas Bupali / Walikota
{2,0%)

O faya Tranmks & Dacrah (2,9%)

B Pengeloluan Infrastrubrur Fisik Daerak

(13,5%)
0O Keamanan dan Resoled Konllik (4,0%)

B Peraturan Dacrah (1,0%)

Gambar 1.3, Indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Bobot Peniliannya
Swmber : KPPOD

Dart persentase bobot yang dihasilkan menunjukkan bahwa ketersediaan dan

pengelolaan infrastruktur fisik merupakan faktor yang dianggap paling penting oleh

Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Grandy Regel Tuerah, FT Ul, 2008.



11

responden dalam tata kelola ekonomi daerah dan sangat menentukan kinerja pelaku

usaha.,

Dengan demikian perfanyaan penelittan yang ingin diajukan dalam tesis ini adalah

sebapai berikut:

1. Bentuk kebijakan institusional pemertntah pusat apa saja yang telah diterapkan di
Kota Batam sejak awal pengembangannya?

2. Apakah kebijakan institusional pemerintah pusat tersebut berpengaruh terhadap
peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam?

3. Apakah kebijakan pemerintah menetapkan otonomi daerah yang mulai
dimplementasikan pada tahun 2001 berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai
investast di Kota Batam

4. Apakah faktor-faktor infrastruktur (jalan, listrik dan air bersih) dan ketersediaan
tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam selama
1982-20067

1.3. Tujuan Fenelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara diskriptif kebijakan-kebijakan

institustonal terhadap pertumbuhan nilai investasi Kota Batam melalui studi literatur

dari pengalaman Batam sendiri sebagai daerah yang telah mengalami evolusi

sebelum menjadi KPB & PB. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas,

dilakukan pengumpulan data nilai investasi, nilai PDRB atas dasar harga konstan

dan ketersediaan infrastruktur daerah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap

investasi di Kota Batam. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis secara diskriptif terhadap kebijakan institusional yang telah
ditetapkan pemerintah pusat di Kota Batam

2. Menganalisis pengaruh kebijakan-kebijakan institustonal tersebut terhadap
pertumbuhan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam

3. Menganalisis pengaruh kebtjakan pemerintah menetapkan otonomi daerah yang
mulai dimplementasikan pada tahun 2001 terhadap pertumbuhan nilai investasi

di Kota Batam
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4. Menganalisis besarnya pengaruh faktor-faktor infrastruktur (jalan, listrik dan air
bersih) dan ketersediaan tenaga kerja dalam mempengaruhi pertumbuhan

investasi di Kota Batam selama 1982-2006

1.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah:

a. Ada pengaruh positif dari kebijakan-kebijakan intervensi pemerintah dalam
meningkatkan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam

b. Ada pengaruh negatif dari kebijakan otonomi daerah terhadap pertumbuhan nilai
investasi di Kota Batam, yang mulai dtimplementasikan pada tahun 2001

c. Ada pengaruh positif dari ketersediaan infrastruktur (jalan, listrtk dan air bersth)
dan ketersediaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota

Batam selama 1982-2006
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1.5. Kerangka Berpikir

Dengan penerapan KPB & PB di Kota Batam

Provinsi Kepulauan Riau maka diharapkan

% Investasi tumbuh pesat,

> Menghasitkan produk ekspor,

#» Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,

> Penerimoan negara meningkat,

# Mengembangkan wilayah di scluruh wilayah
Provinsi Kepulauan Riav akibat dari multipher
cffect yang ditimbulkennya,

¥ Sektor riil menjadi hidup yang akan memacu

13

-~

Sebelum penctapannya scbagai KPB &

PB, {nkia yang lerfjadi menunjukkan :

1, Tren pertumbulian investasi di Kota
Baolam cenderung menurun

2, Koln Baam belum memiliki daya wenk
investasi dan 1ota kefola ckoroni
daerah sebaik daerak lain di Indoresia

dan mendorope pertumbuhan ekonomi.

|

yang masuk ke daerah 1ersebut

PERMASALAIAN

Daya tarik investasi dacrah sangat dipengacuhi oleh tota kelola ckonomi daerah menurut persepsi investor, Kebijakan instimsionat
yang telah ditetapkan di Kota Batam betum menjadikannya sebagai dacrah tujuan investasi dilihat dan pertumbuhan nilai investasi

v

Batam

TUJUAN PENELITIAN

Menganalisis secara diskniptif techadap kebgjzkan-kebijaknn institusional pemerintah pusat di Kota Batam
2,  Menganalisis pengaruh dari kebljakan-kebijakan institusional penerintah pusal lerhadap pertumbuban nilai investasi di Kota

3. Menpganalisis pengaruh dari kebijakan pemerintah pusar menetapkan otonomi daerah yang mulai dimplemeniasikan pada lahun
2001 1erhadap pertumbuhar nilai investasi di Kota Batam
4. Mengeahei hesamya pengaruh faklor-faktor infrastrukrur (jalan, listrik dan air bersih) dan ketersediaan 1enaga kegja 1erhadap
pertmbuhan investasi di Kota Batam selama 1982-2006

h 4
SUMBER DATA

Primer / Sckunder 2.

IIPOTESA

Terdapal hubungan amara kebijakan instilusional pemerintah
pusal tethadap pertumbuhan nilal investasi daemah ¢i Kora
Balam

Terdapat hubungan anlara  kebijakan pemerintah  pusat
menetapkan olonomi dacrah yang mula dimplementasikan
pada 1nhun 2001 terhadap pertumbuban nilai investas di Kota
Batam

Terdapat hubungan antara ketersediaan infrastruklor (jalan,
listrik dan air bersib) dan kelersediaan tenaga ketfa lerbadap
pertumbukan nilai investasi di Kota Batam

METODOLOGE
Analisis Diskniptif dan
Regresi Data Timeseries

V1

h

— ANALISIS DAN PENGUJIAN o’

h 4

DISKRIPTIF DAN KUANTITATIF
{5PESIFIRASI MODEL, ESTIMASI MODEL
DAN EVALUASI MODEL)
Ekonoemte, Statstik dan Ekonomelrika

h 4

KESIMPULAN & SARAN
Siralegi Dan Kebijakan
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1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Berist latar belakang penelitian dan permasalahan yang akan diteliti. Masalah dan
tujuan penelitian yang dirumuskan merupakan tema penelitian. Untuk memudahkan
pemahaman dan ruang lingkup penelitian, disusun beberapa pengertian, Sistematika

penulisan menggambarkan alur pikir penelitian

Bab 2 : Institusional Kota Batam
Berisi studi literatur tentang Batam kekinian sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan

Riau yang telah mengalami evolusi hingga ditetapkan sebagai KPB & PB.

Bab 3 : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan beberapa teori mengenai investasi ditinjau dari teon ekonomi dan dari
faktor non ekonomi serta studi empiris sebelumnya. Referensi yang berkaitan dengan
obyek penelitian didapat dari text book, journal, paper, report atau hasil dari

browsing melalui internet

Bab 4 : Metodologi Penelitian
Berisi hipotesis penelitian yang akan diuji berdasarkan data yang diperoleh dengan
metode pengumpul data. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis diskriptif

dan uji regresi data.

Bab 5 : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Kota Batam
Berisi hasil analisis institusional di Kota Batam, estimasi dan pembahasan pengaruh

variabel-variabel independen yang signiftkan terhadap investasi di Kota Batam.

Bab 6 : Kesimpulan, Saran dan Implikasi
Berist kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisa pada Bab 5 dan saran berupa
strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan dan dianggap penting dalam mendorong

peningkatan investasi di Kota Batam.
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BAB I1
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DI BATAM

Catatan panjang telah mewarnai perjalanan sejarah perkembangan Batam jauh
sebelum pemerintah RI masuk dan mulai mengembangkan Batam. Eksistensi
pemerintah dimulai sejak pemerintah menetapkan Batam sebagai basis logistik dan
operasional PN Pertamina pada tahun 1970, Sejak saat ini pemerintah secara
terencana mulai mengembangkan Batam yang secara geografis memiliki potensi
besar dalam meningkatkan perekonomian nasional dan regional. Perjalanan Batam
sejak awal pengembangannya oleh pemerintah, dalam tinjauvan yuridis formal, akan
menjadi bahasan dalam bab ini. Peran pemerintah dalam pengembangan dan
pembangunan Batam akan dilthat dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat
pemerintah khususnya dalam hal kelembagaan dan perlakuan yang diberikan sebagai
konsekuensi atas kebijakan pemerintah tersebut. Di sisi lain, peran dan faktor
Singapura dalam mempengaruhi perekonomian Batam akan menjadi bagian akhir

bab ini dalam melihat perkembangan kelembagaan di Batam.
It.1. Evolusi Batam Menuju KPB & PB Dalam Tinjanan Yuridis Formal

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan Batam, Bintan dan
Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB & PB)
sebagai bentuk kebijakan intervensi pemerintah merupakan upaya menarik investasi
batk asing maupun dalam negeri bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat di tingkat regional maupun nasional. Keberadaan KPB &
PB Batam saat ini menjadi akhir perjalanan sejarah dan pengalaman yang dialami
Pulau Batam yang dibentuk sebagai suatu kawasan yang diberikan perlakuan khusus,
utamanya dari sist kelembagaan maupun status wilayah. Hal int menunjukkan bahwa
Pulau Batam tumbuh dan berkembang karena faktor infervention policy yang sangat

terencana dilakukan oleh pemerintah, dengan dampak positif dan negatifnya.
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II.1.1. Periode Awal Pengembangan Batam

Awalnya Batam hanyalah suatu wilayah yang berbentuk kecamatan dan berada
dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dan
Pemerintah Daerah Tingkat I Riau. Pemerintah Daerah Tingkat I Riau sendiri
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (UU Darurat
19/1957) tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor
61 Tahun 1958 (UU 61/1958) tentang Penetapan Undang—Undang Darurat Nomor
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau sebagal Undang-Undang. Dalam peraturan perundang-
undangan tni, dijelaskan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah
daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau dan
Kotapraja Pekanbaru. Hingga tahun 1970, pengembangan dan pembangunan di
Batam dibawah tanggung jawab adninistratif Pemerintah Daerah Tingkat II
Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau. Namun pemerintah pusat
melihat adanya potensi ekonomi di Batam sehingga perlu untuk dikembangkan
secara baik dan terencana bagi pembangunan nasional umumnya dan regional di
kepulauvan riau khususnya, sehingga pemerintah pusat mulai memberikan perhatian

lebih dalam pengembangan Batam

Perlakuan khusus yang diberikan pemerintah di tahun 1970 berawal dari kebijakan
pemerintah berupa Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 (Keppres 65/1970)
tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam, yang ditetapkan pada
tanggal 19 Oktober 1970. Saat ini Pulau Batam mulat dikembangkan sebagai basis
logistik dan kegiatan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina
di kawasan lepas pantai (offshore). Seiring dengan sektor perminyakan yang sedang
naik daun karena menguatnya harga minyak di pasar dunia pada awal tahun 1970-an,
Pertamina pun menikmati keuntungan yang berlipat. Seperti yang ditulis oleh Karma
(1979) bahwa mulai tahun 1968 hingga 1973, hasil produksi minyak rata-rata naik
17,8 persen, dengan nilai ekspor pada tahun 1972 bernilai Rp. 964,9 Juta dan pada
tahun 1973 naik menjadi 1,70 milyar atau naik 76,2 persen. Pulau Batam yanpg
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berada di jalur perdagangan internasional dinilai tepat sebagai basis logistik dan
kegiatan operasional untuk industri minyak dan gas bumi. Hal yang sama juga
disampaikan oleh Muliono (2001) bahwa jika Pulau Batam berhasil menjadi
pangkalan operas! dan logistik bagi kegiatan eksploitast dan eksplorasi minyak lepas
pantai, maka Pertamina dapat menghemat biaya karena biaya pangkalan di Pulau
Batam lebih murah dibandingkan di Singapura, sehingga biaya pangkalan di Batam
tersebut akan diserap pasar dalam negeri dan dapat menghemat devisa serta

menghidupkan perekonomian dalam negen.

Selain penegasan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan proyek-
proyek di Pulau Batam hanya dibatasi untuk proyek yang ada hubungannya dengan
kedudukan Pulau Batam sebagai basis logistik dan operasionil bagi kegiatan yang
berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, Keppres
65/1970 juga disertai dengan penunjukan Direktur Utama PN Pertamina sebagai
penanggung jawab proyek pembangunan Pulau Batam. Dan dalam kedudukannya
tersebut, Direkiur Utama PN Pertamina bertanggung jawab langsung kepada

Presiden.

Sebelum Keppres ini ditetapkan, pada tahun yang sama tepatnya pada tanggal 27
Maret 1970, Pemerintah telah lebih dahulu menetapkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1970 (UU 3/1970) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sebagai suatu daerah yang berdekatan dengan
Singapura, maka terbitnya undang-undang ini mengindikasikan adanya suatu
rencana besar pemerintah pusat di kawasan Pulau Batam, yang perlu diberikan
perhatian dan perlakuan khusus, semisal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, mengingat Singapura sendiri telah lebih dahulu menjadi Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dengan tetap mengembangkan sektor minyak bumi dan gas yang telah menjadi salah
satu industri pilihan di Batam, satu tahun kemudian pemerintah menetapkan
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 (Keppres 74/1971) tentang Pengaturan
Pulau Batam sebagai Daerah Industri. Penetapan Keppres 74/1971 yang
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ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 1971 ini dilakukan sebagai upaya
pemerintah mendorong Pulau Batam agar dapat berkembang menjadi salah satu
daerah industri yang maju karena kedekatannya dengan jalur pelayafan internasional,
Penetapan Pulau Batam sebagai daerah industri diikuti dengan ditetapkannya
wilayah Batu Ampar sebagai entreport partikulir sebagaimana ketentuan dalam
Reglement A Ordonansi Bea. Darmawan (2005) mendefinisikan entrepot partikulir
sebagai gudang yang disediakan di pelabuhan-pelabuhan untuk menyimpan barang-
barang sebelum dikirim atau disalurkan. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk
memfasilitasi kegiatan-kegiatan di Pulau Batam sebagai basis logistic dan
operasionil bagi kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi
minyak dan gas bumi. Hal penting lain yang tertuang dalam Keppres ini adalah
dibentuknya Badan Pimpinan Daerah Industri Batam (Badan Pimpinan), yang
merupakan Badan Pengusaha (aufhority) Daerah. Sehingga fungst untuk
mengkoordinir dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dalam bidang pembangunan

proyek-proyek di daerah industri, tidak lagi melekat pada PN Pertamina.

Badan Pimpinan Daerah Industri Batam (Badan Pimpinan) yang dibentuk dengan
Keppres ini memiliki struktur kelembagaan yang terdin dari seorang ketua, seorang

wakil ketua dan sekretariat, sebagaimana dijelaskan pada Gambar II.1.

PRESIDEN
|

KETUA BADAN PIMPINAN WAKIL KETUA BADAN
DAERAH INDUSTRI PULAU ¢~ PIMPINAN DAERAH INDUSTRI
BATAM PULAU BATAM

SEKRETARIAT BADAN
PIMPINAN DAERAH INDUSTRI
PULAU BATAM

Keterangan: ——— Garis Wewenang
------------ Garis Koordinasi

Gambar I1.1. Struktur Kelembagaan Badan Pimpinan Daerah Industri

Pulau Batam Bedasarkan Keppres 74/1971
Sumber : Keppres 74/1971, diolah kembali
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Ketua dan Wakil Ketua Badan Pimpinan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
sehingga bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedang tugas yang harus
dilaksanakan Badan Pimpinan, sebagaimana tertuang dalam Keppres 74/1971 Pasal
5 sebagai berikut :

Badan Pimpinan memiliki tugas @ (1) Merencanakan dan mengembangkan
pembangunan industri serfa prasarana yang diperlukan di Daerah Industri
Pulau Batam berdasarkan status rencana induk yang disetujui oleh Presiden; (2)
Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang digjukan oleh para
pengusaha indusiri serta mengajukan kepada instansi-instansi yang berwenang
guna memperoleh persetujuan / izin sesuai dengan peraturan yang berlatu; dan
(3) Mengawasi pelaksanaan proyek-proyek industri yang dibangun agar dapat

berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan rencana.

Untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, Badan Pimpinan diberi kewenangan-
kewenangan, sebagaimana bunyi Keppres 74/1971 Pasal 6 sebagai berikut :

Badan Pimpinan mempunyai wewenang untuk : (1) Mengadakan hubungan
dengan semua instansi pemeriniah tingkat pusal atau daerah serta pengusaha-
pengusaha yang ada hubungannya dengan pengembangan daerah industri
tersebut; dan (2) Mengkoordinir kegiaian pejabat-pejabat dari instamsi—instansi
pemeriniah yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek-

proyek di daerah industri tersebut.

Dengan tugas dan wewenang seperti yang diberikan diatas, kendali pengembangan
dan pembangunan Pulau Batam masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga
segala urusan yang bersifat birokrasi masih harus diselesaikan di Jakarta, oleh

lembaga dan pejabat yang berkedudukan di Jakata juga.
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I1.1.2. Peride Pembangunan dan Peran OPDIPB

Mengingat pentingnya faktor kelembagaan dan status wilayah dalam melaksanakan
pengembangan Pulau Batam, pada tanggal 22 Nopember 1973 pemerintah kembali
menetapkan kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 (Keppres
41/1973) tentang Daerah Industri Pulau Batam. Dengan penetapan Keppres 41/1973
ini, seluruh wilayah Pulau batam dinyatakan sebagai daerah industri dengan sebutan
Daerah Industri Pulau Batam. Sejalan dengan penetapan status Pulau Batam sebagal
daerah industri, dibentuk juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap
pengembangan Pulau Batam, yang mana nama dan struktur kelembagaannya sama
sekali berbeda dengan struktur Badan Pimpinan yang ditetapkan dengan Keppres
74/1971. Pada Keppres 41/1973 ini pembinaan, pengendalian dan pengusahaan
Daerah Industri Pulau Batam diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan kepada
tiga lembaga, yaitu : a) Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam; b) Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB), dan c¢) Perusahaan
Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam. Adapun tugas-tugas dan
Badan Pengawas Daerah Industrni Pulau Batam, sebagaimané. bunyi Keppres 41/1973
Pasal 3 Ayat (1) adalah :

Badan Pengawas Daerah Industri Pulan Batam mempunyai tugas sebagai
berilut : (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan
oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB); (2}
Mensinkronisasikan  kebijaksanaan  instansi-instansi  pemerintah  yang
berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam; dan (3) Memberikan
petunjuk-petunjuk  pelaksanaan kepada OPDIPB mengenai pengembangan
Pulau Balam sebagai daerah industri sesuai dengan kebijaksanaan wumum

pemerintah di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam
bertanggung jawab kepada Presiden, karena itu pengangkatan dan pemberhentian
Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Industi Pulau Batam
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dilakukan oleh Presiden. Sedangkan tugas Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam (OPDIPB) sebagaimana bunyi dalam Keppres 41/1973 Pasal 4 Ayat (1)
adalah :

QOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB} adalah
penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah
Industri Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berifut : (1)
Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai suatu
Daerah Industri; (2) Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan
pengalih-kapalan (transhipment) di Pulau Batam,; (3) Merencanakan kebutuhan
prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya;
(4) Menampung dan meneliti permohonan izan usa-usaha yang diajukan oleh
para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-insiansi  yang
bersanghutan; (5) Menjamin agar lata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa
yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam
dapat berjalan lancar dam tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan

minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.

Dalam melaksanakan tugasnya, OPDIPB bertanggung jawab kepada Presiden,
dengan menerima dan mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan Dewan
Pengawas Daerah Industri Pulan Batam. Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua
dan Wakil Ketua OPDIPB dilakukan oleh Presiden. Sedangkan Sekretaris OPDIPB
diangkat dan diberhentikan oleh Ketua OPDIPB, begitu pula dengan Anggota Tim
Asistenst OPDIPB juga diangkat dan diberhentikan oleh Ketua OPDIPB namun atas
usul Menteri / Kepala Departemen yang bersangkutan.

Secara struktural hubungan kelembagaan antara Badan Pengawas Daerah Industri
Pulau Batam dan OPDIPB dapat didiskripsikan pada Gambar I1.2.
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PRESIDEN
BADAN PENGAWAS DAERAH OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH
INDUSTRI PULAU BATAM INDUSTRI PULAU BATAM
KETUA/ ANGGOTA:
MENTERI NEGARA EKONOMI,
! T W,

KEUANGAN DAN INDUSTRI / KETUA N

KEPALA BAPPENAS

ANGGOTA :

MENTERI DALAM NEGER, SEKRETARIS

MENTERI KEUANGAN, MENTERI TAR

PERDAGANGAN, MENTER!

PERINDUSTRIAN, MENTERI TIM ASISTENSI

PERHUBUNGAN, KEPALA BKPM, DEPKEU (Biljen Pajak Dan Ditjcn Bea

GUBERNUR PROPINST RIAU Cukai), DEPHUB (Ditj¢n Hubla),
DEPDAG (Ditjen Perdagangan),
DEPNAKERTRANSKOP (Ditjen
Pembinaan & Pengpunaan Naker),
DEPDAGRI (Ditjen Agraria) DAN
DEPKEH (Ditjcn Imigrasi)

Keferangan: ———— Gars Wewenang
------------ Garis Koordinasi

Gambar II.2. Struktur Kelembagaan Badan Pengavwas Daerah Industri

Pulau Batam dan OPDIPB Bedasarkan Keppres 41/1973
Sumber : Keppres 4171973, diolah kembali

Pada Keppres 41/1973 ini, pemerintah juga mulai memisahkan fungsi regulator dan
operator bagi pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Sebagai regulator,
personel Badan Pengawas Daerah Industn Pulau Batam adalah para pejabat
pemerintah pusat, yang notabene adalah menteri-mentert yang berkedudukan di
Jakarta. Sedangkan operatornya adalah OPDIPB dan sebuah Perusahaan Perseroan
Pegusahaan Daerah Industri Pulau Batam, yang memiliki tanggung jawab untuk
menyelenggarakan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam. Operator dalam
bentuk Perusahaan Perseroan ini dibentuk sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara,
dengan nama PT. Persero Batam', Perusahaan ini menyatakan satu Visi baru sebagai

pedoman kedepan yaitu sebagai perusahaan jasa logistik & pengelolaan kawasan

! Hal ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl, 1847 : 23 jo Peraturan Pemerintah
Nomaor 12 Tahun 1969, dan pembentukan perscroan tersebul diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 1973.
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industri terkemuka. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, maka PT.
Persero Batam mengemban misi yang harus dilaksanakan, yaitu menyediakan
pelayanan secara profesional dalam pengelolaan jasa penunjang kepelabuhanan
(Bongkar Muat, Pergudangan, Cusfoms Clearance), [reight Forwarding dan

diatas, sebagaimana terdapat dalam wiww. barant. go.id maka :

PT. Persero Batam didirikan dengan tujuan yang dirumuskan sebagai berikut :
(1) Melaksanakan pembangunan danwatau melaksanakan pembiayaan
pembangunan prasarana dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan tntuk
menunjang kegiatan-kegiatan indusitri, arus lalu lintas barang dan perdagangan,
serfa sarana prasarana pelabuhon lawt dan wdara; (2) Merencanakan,
membangun dan mengusahakan kawasan industri dan sarana-sarana lain yang
diperlukan bagi penanaman modal di daerah Industri Pulau Batam, dan (3)
Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dom tujuan tersebut
diatas dan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-
luasnya, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Badan lainnya yong

sefenis dengan keperluan perusahaan serta ﬁeraturan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan penetapan Pulau Batam sebagai daerzh industri, maka
dilakukan pengaturan tentang penggunaan lahan di Pulau Batam. Peruntukan dan
penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-
bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan
pelaksanaan pembangunan pulau batam, harus didasarkan atas status rencana tata-
guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industn. Hal-
hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah Daerah Industn
Pulau Batam lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang agraria. Untuk itu, Menteri
Dalam Negeri memberikan pelimpahan wewenang kepada Ketua OPDIPB atas hak
pengelolaan seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam. Hak pengelolaan
tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam Keppres 41/1973 Pasal 6 Ayat (2) sub b,
yang berbunyi :
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Hak Pengelolaan tersebut memberi wewenang kepada Ketua OPDIPB untuk :
(1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan ianah tersebul; (2}
Menggunakan tanah tersebut untuk keperiuan pelaksanaan tugasnya; (3)
Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan
hak pakai sesuai dengan ketentuan pasal 41 s/d pasal 43 Undang-Undang Pokok
Agraria; dan (4) Menerima uang pemasukan / ganti rugi dan uang wajib

lahunan.

Atas hak pengelolaan tersebut dan dengan kewenangan yang diberikan kepada
OPDIPB, apabila diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi
pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri, maka atas usul OPDIPB
wilayah-wilayah tertentu didalam Daerah Industri Pulau Batam dapat ditetapkan
sebagai wilayah-wilayah usaha bonded warehouse, sebagaimana dimaksudkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 (PP 20/1972) tentang Bonded
Warehouse, Adapun sebagai penyelenggara untuk pengurusan dan pengusahaan
wilayah-wilayah usaha bonded warehosue di Daerah Industri Pulau Batam dilakukan

oleh Perusahaan Perseroan Pegusahaan Daerah Industn Pulau Batam.

Dengan penetapan Keppres 41/1973 ini, perbedaan perlakuan yang dilakukan
pemerintah pusat terhadap pulau batam semakin terencana. Selain menetapkan status
daerah industri bagi seluruh wilayah Pulau Batam, pemerintah juga mengatur tentang
kelembagaan yang baru, dimana fungst regulator dan operator dipisahkan dengan
menempatkan personel dari pemerintah pusat pada Badan Pengawas Daerah Industr
Pulau Batam dan Qtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB).
Dalam kaitan dengan kelembagaan, maka diatur pula tugas dan wewenang
personeinya. Dan sebagai daerah yang sudah diberi status sebagal daerah industr

maka periakuan terhadap penggunaan lahan juga diatur.

Setelah Pemerintah membuka peluang untuk menjadikan wilayah-wilayah tertentu di
dalam Daerah Industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha bonded warehouse, pada

29 juni 1974 Pemerintah malah secara legal formal menetapkan tiga wilayah di
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Pulau Batam sebagai donded warehouse melalui Keputusan Presiden Nomor 33
Tahun 1974 (Keppres 33/1974) tentang Penunjukan dan Penetapan Beberapa
Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Pulau Batam. Ketiga wilayah
ditetapkan sebagai wilayah usaha bonded warehouse di Pulau Batam adalah wilayah
Batu Ampar (340 Ha), wilayah Sekupang (2.645 Ha) dan wilayah Kabil (320 Ha).
Bonded Warehouse, sebagaimana definisi yang tertuang dalam PP 20/1972 Pasal 1
Ayat (1) yang berbunyi :

Bonded Warehouse ialah suatu sarana institusionil dalam bidang perekonomian
dan perdagangan yang mempunyai wilayah pengusahaan tertentu dalam daerah
pabean Indonesia, sebagai suatu fempat unink menyimpan, wmenimbun,
meleiakkan, mengemas dan atau mengolah yang berasal dari : (a) luar daerah
pabean Indoneasia, tanpa terlebih dahulu dikenaken pungutan bea, cukai, pajak
dan atau pungulan negara laimya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan
untuk tujuan impor; (b) luar daerah pabean Indonesia, dengan tidak dikenakan
pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan negara lainnya jika baremg-
barang tersebut dikeluarkam untuk tujuan re-ekspor tanpa diolah terlebih dahulu
di dalam Bonded Warehouse; (c) dalam daerah pabean Indonesia, tampa terlebih
dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan alau punguian negara lainnya

sampai barang-barang tersebut dikeluarkan uniuk tujuan ekspor.

Sedangkan Wilayah Usaha Bonded Warehouse, sebagaimana dinyatakan dalam PP
20/1972 Pasal 1 Avat (2) adalah :

Suatu wilayah dalam Bonded Warehouse dimana terdapat usaha dan kegiatan
penyimpanan, penimbunan, peletakan, pengemasan dan atau pengolahan

barang-barang.

Dengan diberikannya status Bonded Warehouse pada ketiga wilayah ini akan
meningkatkan nilai tambah bagi Pulau Batam sebagai daerah industri. Karena
Bonded Warehouse memiliki fungsi-fungsi pengembangan wilayah, sebagaimana

tertuang dalam PP 20/1972 Pasal 2 yang berbunyi ;
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Bonded warehouse berfimgsi sebagail suatu tempat untuk : (1) mengembangkan
tata-niaga perdagangan barang dalam rangka perdagangan internasioal
umumnya; (2) mengusahakan kelancaran arus barang, baik dari luar negeri
untuk tujuan impor atau re-ekspor maupun dari dalam negeri untuk fujuan
ekspor, dengan atau tanpa diolah terlebih dahulu; (3) mendekatkan kedndukan
barang dari luar negeri ke daerah konsumennya; (4) menyimpan barang ekspor
untuk tujuan yang berhubungan dengan pemasarannya; (5) memungkinkan
diadakannya pengolahan atas barang, meninggikan mutu dan menambah

nilainya, sebelum barang tersebut dipasarkan.

Selain memberikan harapan yang lebih baik, pembertan status bonded warehouse
juga menimbulkan permasalah baru. Mengingat sebelumnya wilayah Batu Ampar
diberikan status entreport partikulir, maka di kawasan ini dan juga kawasan yang
ditetapkan sebagal bonded warehouse, telah terjadi kegiatan industri dan
pergudangan. Permasalahannya adalah di dalam kawasan-kawasan tersebut dan
pulau batam secara keseluruhan, juga terdapat penduduk yang telah menetap,
sehingga terjadi kegiatan perdagangan dan pemukiman, Tidak ada upaya dari
pemerintah, terutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk mengatur
dan memisahkan penduduk dari kawasan yang berstatus bonded warehouse.
Sehingga sejak penetapan status bonded warehouse, kawasan-kawasan industri telah
bercampur dengan daerah pemukiman masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan
pemerintah yang tertuang dalam Keppres 33/1974 imi kembali menunjukkan

perhatian dan perlakuan khusus yang diberikan bagi Pulau Batam.

Mengingat pentingnya pengaturan dan penggunaan lahan di Pulau Batam seiring
dengan tumbuhnya industri-industri dan bertambahaya jumlah penduduk di Pulau
Batam, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Febuart 1977
menetapkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 (SK
Mendagri 43/1977) tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri
Pulau Batam. Walau pengaturan pengelolaan dan penggunaan tanah ini terlambat

dibuat, karena ditetapkan setelah tiga tahun dari penerapan beberapa kawasan di
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Pulau Batam sebagai bonded warehouse, tapi paling tidak memberikan penegasan
bahwasannya Pulau Batam tersebut memang dipersiapkan sebagai suatu kawasan
khusus, sehingga memang diperlukan pengaturan tentang pengelolaan dan
penggunaan lahan yang khusus pula. Hal ini juga semakin mempertegas keberadaan
OPDIPB sebagai penguasa dan pengelola di Pulau Batam untuk mengatur
penggunaan lahan karena OPDIPB diberi hak pengelolaan atas seluruh areal tanah
vang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan pulau-pulau Janda
Berhias, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Pulau Kasem Kabupaten
Kepulauan Riau dan Propinsi Riau. Namun, hak pengelolaan atas seluruh areal tanah
tersebut disertal dengan syarat dan ketentuan, seperti yang tertera dalam SK

Mendagri 43/1977, yang berbunyi ;

(1) Hak pengelolaan diberikan untuk jangka wakiu selama tanah yang dimaksud
dipergunakarn  unfuk kepentingan penerima hak dan lerhitung sejak
didaftarkannya pada Kamtor Sub Direktorat Agraria sefempat; (2) Hak
pengelolaan diberikan kepada penerima hak untuk dipergunakan sebagai
pengembangan daerah industri, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, pelernakan,
perikanan dam lain-lain usaha yang berkaitan dengan itu; dan (3) Apabila diatas
areal tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan tersebut masin terdapat
tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat, maka pembayaran ganti ruginya
wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh penerima hak, demikian pula

pemindahan penduduk ke tempat pemukiman bari.

Selain itu, atas hak pengelolaan seluruh areal tanah yang telah dikeluarkan sertifikat
tanda bukt: haknya, maka seperti yang tertera juga dalam SK Mendagri 43/1977,
OPDIPB sebagai pemegang haknya diberikan wewenang untuk :

(1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan lanah  lersebut; (2)
Menggunakan ftanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; (3)
Menyerahken bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan tersebut kepada pihak

ketiga dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan
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dalam peraturan perundangan Agraria yang berlaku; dan (4) Menerima uang

pemasukan / ganti rugi dan uang wajib tahunan dari pihak ketiga tersebut.

Seiring dengan perlakuan khusus yang diberikan terhadap Pulau Batam, pada tahun
1977 ini juga, pemerintah secara nasional juga melakukan penyempurnaan terhadap
kebijakan penetapan suatu wilayah atau kawasan sebagai bonded warehouse. Pada
tanggal 23 Juli 1977, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1977 (PP 31/1977) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1972 tentang Bonded Warehouse. Hal penting yang berubah adalah definisi dari
bonded warehouse. Pada PP 31/1977 Pasal 1 Ayat (2) sub a dan b terdapat
penambahan dan pengurangan beberapa kata dan definisi bonded warehouse
sebelumnya, sehingga secara keseluruhan dalam PP 31/1977 im bonded warehouse

didefinisikan sebagat :

Sarana institusionil dalam bidang perekonomian dan perdagangan dalam
daerah pabean Indonesia yang mempunyai wilayah pengusahaan tertentu dan
ketentuan-kefentuan khusus di bidang pabean, impor, ekspor, lalu lintas
devisa/barang dan penanaman modal, sebagai suatu tempat uniuk menyimpan,
menimbun, meletakkan, mengemas dan atau mengolah yang berasal dari : (a)
luar daerah pabean Indoneasia, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea,
cukai, pajak dan atau pungutan negara lainnya sampai barang-barang fersebut
dikeluarkan untuk tujuan impor; (b) luar daerah pabean Indonesia, dengan tidak
dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan negara lainmya jika
barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor atau re-ekspor; (c)
dalam daerah pabean Indonesia, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea,
cukai, pajak dan atan pungutan negara lainnya sampai barang-barang tersebut

dikeluarkan untuk tujuan ekspor.

Pengertian Wilayah Usaha Bonded Warehouse juga mengalami perubahan sehingga
dalam PP 31/1977 ini, Wilayah Usaha Bonded Warchouse didefinisikan menjadi

suatu wilayah dalam bonded warehouse dimana terdapat usaha dan kegiatan
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penyimpanan, penimbunan, peletakan, alih kapal (transhipment), pengemasan dan

atau pengolahan barang-barang.

Penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperbaiki pengertian
bonded warehouse, sebenarnya tidak merubah substansi dart penerapan bonded
warehouse di Batam, karena pengertian bonded warehouse yang dijelaskan dalam
PP 20/1972 maupun PP 31/1977 sama sekali berbeda dengan pengertian bonded
warehouse yang dikenal di dunia internasional. Karena biasanya bonded warehouse
berada di dekat pelabuhan atan bandara, hanya sebagai tempat penyimpanan
sementara barang impor tanpa dikenakan bea, cukai ataupun pajak sampai barang
tersebut dire-ekspor. Intinya bonded warehouse hanya sebagai tempat penyimpanan
sementara, bukan tempat pengolahan. Tetapi realitas yang terjadi di Daerah Industri
Pulau Batam, sebagaimana disampaikan oleh Muliono (2001) menunjukkan adanya
kegiatan manufaktur sekalipun disebut berstatus bonded warehouse. Namun
lanjutnya, realitas yang terjadi ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku di Indonesia yang menjadi dasar pemberian status. Permasalahannya terletak

pada judul yang tidak sesuai dengan isi.

Keberadaan PP 31/1977 Jo PP 20/1972 yang mengatur tentang bonded warehouse
ternyata memiliki banyak persamaan subtansi dengan UU 3/1970 ientang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, seperti tidak
adanya pengenaan terlebih dahulu terhadap bea, cukai maupun pajak terhadap
barang-barang yang disimpan, ditimbun, diletakkan, dialthkapalkan (franshipment),
dikemas ataupun diolah. Selain adanya persamaan subtansi juga terdapat perbedaan
pada hubungannya dengan daerah pabean. Jika Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas berada terpisah dari daerah pabean Indonesia tapi bonded

warehouse berada di dalam daerah pabean indonesia.

Jika pada tahun 1974 pemerintah hanya menetapkan tiga wilayah di Pulau Batam
sebagai bonded warehouse, maka pada tahun 1978 pemerintah kembali memberikan
perlakuan khusus terhadap Pulau Batam. Pada tanggal 24 Nopember 1978, melalui
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 (Keppres 41/1978) Pemerintah
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menetapkan selurubh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Bonded
Warehouse. Dengan diberlakukannya Keppres ini maka Keppres 33/1974 yang
hanya menetapkan tiga wilayah di Pulau Batam sebagai bonded warehouse,
dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya pemerintah menetapkan seluruh Daerah

Industri Pulau Batam sebagat wilayah usaha bonded warehouse.

Tidak lama setelah itu, perubahan demi perubahan di Pulau Batam masih terus
dilakukan. Pada tanggal 18 Desember 1978, Pemerintah menetapkan Keputusan
Presiden Nomor 45 Tahun 1978 (Keppres 45/1978) tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
Perubahan yang subtantif yang terjadi adalah berubahnya struktur kelembagaan di
Daerah Industrt Pulau Batam, terutama struktur kelembagaan Badan Pengawas

Daerah Industri Pulau Batam, Hal ini dapat dilihat pada gambat 11.3.

PRESIDEN
DADAN PENGAWAS DAERAH OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH
INDUSTRI PULAU BATAM == INDUSTRI PULAU DATAM
KETUA/ ANGGOTA:
MENTERI NEGARA EKONOM], KETUA  freeer WAKIL
KEUANGAN DAN INDUSTRI/ KETUA
KETUA BAPPENAS
ANGGOTA :
MENTERI DALAM NEGERI, SEKRETARIS
MENTERI KEUANGAN, MENTERI
PERDAGANGAN, MENTERI
PERINDUSTRIAN, MENTERI TIM ASISTENSI
PERHUBUNGAN, MENTAMBEN, DEPKEU (Ditjen Pajak Dan Ditjen Dea
MENPU, MENNEG WASBANG & LH, Cukai), DEPHUB (Ditjen 1lubla),
DIRUT PERTAMINA, KEPALA DEPDAG (Ditjen Perdaganpan),
BKEM, GURERNUR PROPINSI DEPNAKERTRANSKOP (Ditjen
RIAU Pembinaan & Pengpunaan Naker),
DEPDAGRI (Ditjen Agraria) DAN
DEPKEH (Ditjen Imigrasi)

Garis Wewenang
"""""" Garis Koordinasi

Keterangan :

Gambar 11.3. Struktur Kelembagaan Badan Pengawas Daerah Industri

Pulau Batam dan OPDIPB Bedasarkan Keppres 45/1978
Sumber ; Keppres 45/1978, diolah kembali
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Perubahan personel dari Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam ini tentu saja
sangat erat kaitannya dengan fungsi koordinasi, integrast dan sinkronisasi dalam
memperlancar pelaksanaan pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan
OPDIPB.

Di sisi lain, perkembangan yang terjadi di Pulau Batam dalarmn memberi kontribusi
cukup besar bagi Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dan Daerah Tingkat I Riau,
membuat pemerintah meningkatkan status pemerintahan di dua daerah yang berada
di di wilayah administratif Daerah Tingkat I Kepulauan Riau. Peningkatan status
yang pertama adalah untuk wilayah Tanjung Pinang, melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 1933 (PP 31/1983) tentang Pembentukan Kota Administratif
Tanjung Pinang. Yang kedua adalah meningkatkan wilayah Kecamatan Batam
menjadi Kotamadya Batam. Penetapan status ini berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 1983 (PP 34/1983) tentang Pembentukan Kotamadya Batam di
Wilayah Daerah Tingkat I Riau. Dengan penetapan PP 31/1983 dan PP 34/1983 ini
maka di wilayah kepulauait riau terdapat Daerah Tingkat IT Kepulauan Riau, Kota

Administratif Tanjung Pinang dan Kotamadya Batam.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 (PP 34/1983) yang ditetapkan
pada tanggal 7 Desember 1983, pulau batam yang secara administratif berada di
kecamatan Batam dan bagian dari Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, ditingkatkan
statusnya menjadi Kotamadya Batam. Wilayah Kotamadya Batam dikepalai oleh
seorang Walikotamadya yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau, dan terdiri
dari 3 Kecamatan (Kec. Belakang Padang, Kec. Batam Barat dan Kec. Batam
Timur). Karena bersifat kotamadya, maka pola organisasi pemerintahan wilayah
Kotamadya Batam dan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat wilayah
Kotamadya Batam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Walikotamadya Batam
sendmri diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negert
Sipit (PNS) dan Sekretaris Wilayah Kotamadya Batam diangkat oleh Menteri Dalam
Negeri juga dari PNS. Dengan dibentuknya Kotamadya Batam diharapkan dapat

menjalankan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
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dan kemasyarakatan di wilayahnya. Walikotamadya Batam diberi wewenang dalam
hal wrusan pemerintahan umum dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
pemerintah atau gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Selain itu, sebagaimana PP

34/1983 Pasal 10 yang berbunyi :

Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam mempunyai fungsi @ () Membina dan
mengarahkan pemerintahan dan pembangunan dengan perkembangan social
ekonomi dan industri di wilayahnya; (2) Memberikan pelayanan bagi
pengembangan daerah industri dan penyesuaiannya dengan perkembangan
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riagu, dmm (3) Meningkatkan dan
menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan

perkembangan kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya di wilayahnya.

Dengan terbitnya PP 34/1983 ini maka di Pulau Batam terdapat dua lembaga formal
yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengeiola Pulau Batam, yaitu
OPBIPB yang dibentuk langsung oleh pemerintah pusat dan Kotamadya Batam yang
merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Riau. Disint terlihat bagaimana
pemerintah dalam sistem pemerintahan yang sentralistik memiliki kekuasaan besar
untuk mengatur suatu daerah termasuk untuk membuat keadaan di svatn daerah
memiliki dua penanggung jawab dalam urusan pengambilan keputusan. Keberadaan
OPBIPB dan Kotamadya Batam tentunya sedikit banyak akan membuat tumpang
tindihnya pengambilan keputusan di Pulau Batam. Menyadari hal tersebut,
pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984
(Keppres 7/1984) yang mengatur hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan
OPBIPR.

Keppres 7/1984 yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 23 Januari 1984 ini
menegaskan bahwasannya Otorita Pengembangan Daerzh Industni Pulau Batam
(OPDIPB) adalah penanggung jawab pelaksanaan pengembangan pembangunan
daerah industri Pulau Batam berdasarkan rencapa yang ditetapkan OPDIPB.
Sedangkan Walikotamadya Batam adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan

dalam art? memimpin pemerintahan, membina kehidupan masyarakat di segala
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bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan Daerah
Industri Pulau Batam. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-
besarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kehidupan masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam, harus diadakan kerjasama
yang sebaik-baiknya antara OPDIPB dengan Pemerintah Kotamadya Batam
sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan
tanggung jawab masing-masing, sebagaimana yang tertulis dalam Keppres 7/1984

Pasal 4 yang berbunyi :

Kerjasama antara OPDIPB dan Pemerintah Kotamadya Batam, diatur sebagai
berikut : (1) Rencana Induk pengembangan daerah industri Pulau Batam
ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua OPDIPB; (2) Pengembangan kawasar
daerah industri Pulau Batam dilaksanakan oleh OPDIPB berdasarkan Rencana
Induk; (3) Izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan
industri diselenggarakan secara fungsional oleh instansi yang bersanghuian,
kecuali izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan daerah
industri yang menurut ketentuan dilimpahkan kepada OPDIPB; (4) OPDIPB
membanitu keancaran pemasukan sumber pendapatan daerah dan Negara yang
berhuibungar dengan bidang tugasnya; (3) Pemerintah Kotamadya Batam dan
Instansi  Pemerintah lainnya membantu mewujudian tercapainya tujuan
pemerintah untuk mengembangkan daerah industri Pulau Batam dengan
memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan pemerintah don perizinan; dan
{6) Walikotamadya Batam bersama OPDIPB secara periodik mengadakan rapat
koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya guna mewujudkan sinkronisasi
program. Sejauh mengenai pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana dan
Sasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan daerah industri

Pulau Batam, koordinasi tersebut dilaksanakan oleh OPDIPB.

Walaupun telah terdapat pengaturan tentang tugas dan wewenang masing-masing,
namun keberadaan dua lembaga yang memiliki tanggung jawab pengelolaan
terhadap wilayah dan daerah yang sama, tetap membuka peluang terjadinya tumpang

tindih dalam pelaksanaannya. OPDIPB yang memiliki kewenangan yang sangat luas
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untuk mengelola Pulau Batam dalam rangka menarik investor dalam menanamkan
modalnya di Pulau Batam. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan dual
Junctions, yaitu (2) sebagai fungsi pemerintahan, berupa pemberian izin, pelayanan
masyarakat, pertanahan dan sebagainya, atas dasar pendelegasian berbagai
kewenangan pemerintah pusat atau departemen tehnis terkait; (b) sebagai fungsi
pembangunan, dimana OPDIPB mengelola sarana dan prasarana seperti bandara,
pelabuhan laut, listrik, air minum, rumah sakit dan lain-lain dalam rangka
mempertahankan daya saing sebagai kawasan industri, kegiatan alih kapal,
perdagangan dan pariwisata. Dengan demikian tejadi pemisahan antara fungsi
pemerintahan dan kemasyarakatan yang diemban oleh Kotamadya Batam dan fungsi

pembangunan yang dijalankan oleh OPDIPB.

Namun, dengan sistem pemerintahan saat itu yang masih sentralistik, kemungkinan
tergadinya tumpang tindih dapat diminimalisir. Keberadaan OPDIPB sebagai
lembaga yang dibentuk dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat masih
memiliki pengaruh yang kuat terhadap kewenangan yang dimilikinya, dibandingan
kewenangan pemerintah kotamadya. Salah satu hasil dari pengaturan kerjasama
antara OPDIPB dan Pemerintah Kotamadya Batam adalah tersusunnya Rencana
Induk Batam, yang dilakukan oleh Lembaga Teknologi Universitas Indonesia.
Hingga kini, menurut Muliono (2001) Rencana Induk yang disusun pada tahun 1985
dan direvisi pada tahun 1991 oleh lembaga yang sama, tidak menunjukkan
perubahan subtansial dalam hal fungsi Daerah Industri Pulau Batam. Daerah Industri
Pulau Batam tetap direncanakan sebagai kawasan industn, pariwisata, perdagangan

dan alih-kapal (transhipment).

Upaya pemerintah untuk mendorong Daerah Industri Pulau Batam menjadi kawasan
berbasis industri mengundang banyak pihak untuk melakukan kegiatan industri di
Daerah Industri Pulau Batam. Kegiatan industrialisasi yang pesat membutuhkan
ekspansi kawasan, sehingga pemerintah kembali mengambil kebijakan dengan
menetapkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 (Keppres 56/1984) tentang
Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan
Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse. Dengan penetapan
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Keppres 56/1984 int pada tanggal 18 September 1984 maka terjadi perluasan
kawasan industri di luar Pulau Batam dan membuat wilayah kerja OPDIPB diperluas
sampai ke pulau-pulau seperti Janda Berias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan
Moi-Mot. Kelima Pulau int juga ditetapkan sebagat Wilayah Usaha Bonded

Warehouse Daerah Industri Pulau Batam.

Hingga akhir tahun 1984, setelah mengalami berbagai perkembangan, Pulau Batam
dan lima pulau disekitarnya berstatus kawasan industri dan juga sebagai wilayah
usaha bonded warehouse Daerah Industri Pulau Batam. Disamping itu terdapat pula
wilayah Kotamadya Batam. Namun wilayah kerja Daerah Industri Pulau Batam dan
Kotamadya Batam tidaklah sama. Dan berikutnya, untuk penyebutan Pulau Batam
dan pulau-pulau sekitarnya yang termasuk wilayah usaha bonded warehouse, dalam
tulisan ini disebut Daerah Industri Pulau Batam. Setelah menjalani keadaan selama
dua tahun tanpa ada intervensi kebijakan, pada tanggal 6 Mei 1986 Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 (PP 22/1986) tentang
Kawasan Berikat. Salah satu pertimbangan pemerintah menetapkan suatu daerah
menjadi suatu kawasan berixat adalah untuk mengembangkan perdagangan luar
negeri dan dalam negeri serta mengembangkan produksi dalam negeri dalam rangka
meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan terbitnya PP 22/1986 ini, maka PP20/1972
tentang Bonded Warehouse sebagaimana diubah dengan PP 31/1977 serta peraturan-
peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-
ketentuan yang selama ini berlaku khusus untuk Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitamya yang dinyatakan sebagai
Kawasan berikat (Bonded Zone). Hal ini lagi-lagi menunjukkan kembali adanya
perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah di Daerah Industri Pulau Batam
karena secara nyata tertulis untuk dilakukan pengecualian di Daerah Industri Pulau

Batam,

Daerah Industri Pulau Batam tidak pernah secara tegas dinyatakan dalam peraturan
perundang-undangan sebagai suatu Kawasan Berikat, pasca dikeluarkannya PP
22/1986 ini, Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah bahwasannya

penetapan suatu wilayah sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) dan setiap
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perubahannya, termasuk perluasannya, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Dengan memperhatikan kondisi seperti ini, maka dapat dikatakan, bahwa Daerah
Industri Pulau Batam yang ditetapkan sebagai Bonded Warehouse melalui Keppres
33/1974 dan peraturan perundang-undangan berikutnya, dengan sendirinya berubah
status menjadi Kawasan Berikat (Bonded Zone). Padahal secara subtansial, Bonded
Warehouse dan Kawasan Berikat (Bonded Zone) sangat berbeda, sehingga penetapan
peraturan perundang-undangan tentang kawasan berikat terkesan hanya merubah

judul dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bonded warehouse.

Kawasan Berikat (Bonded Zone), sebagaimana tertuang dalam PP 22/1986, yang
kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (PP
14/1990), didefinisikan sebagai :

Suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabecn Indonesia yang di
dalamnya diberlalulem ketentuom khusus di bidang pabean, yaitu terhadap
barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah
pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungﬁtan bea, cukai
dan / atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikelvarkarn untuk
tujuan impor, ekspor, atau re-ekspor. Di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone)
dapat dilakukan kegiatan pengolahan (processing) dan / atau penyimpanarn

barang (warehousing).

Penetapan Peraturan Pemerintah ini tidak serta merta menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang timbul di Daerah Industri Pulau Batam. Apalagi PP 14/1990 Jo
PP 22/1986 ini tidak secara tegas mengatur bahwasannya ketentuan-ketentuan
khusus dalam hal kepabeanan hanya diberikan untuk kegiatan manufaktur dan
logistik, sehingga terjadi peluang kegiatan lain diluar kegiatan manufaktur dan
logistik juga menerima perlakuan-perlakuan khusus dalam hal kepabeanan. Dengan
kondisi Pulau Batam saat itu, dimana kawasan industn telah berbaur dengan
kawasan pemukiman dan perdagangan, maka penetapan Daerah Industri Pulau
Batam sebagai kawasan berikat tidak sesuai lagi dengan definisi tentang kawasan

berikat, termasuk definisi kawasan berikat yang dikenal di dunia internasional. Hal
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ini dikarenakan didalam kawasan berikat Daerah Industri Pulau Batam juga terjadi
kegiatan pemukiman dan perdagangan. Sehingga, secara yuridis formal Daerah
Industri Pulau Batam dinyatakan sebagai kawasan berikat, namun fakta yang telah
tegadi di Daerah Industni Pulau Batam telah terjadi kondisi yang layak disebut
sebagai kawasan perdagangan bebas (free frade zone). Hal ini ditunjang pula bahwa
seluruh kegiatan di Daerah Industni Pulau Batam juga mendapat fasilitas fiskal
berupa pembebasan dari PPN dan PPnBM, walaupun bukan untuk kegiatan industri

dan logistik yang berorientast ekspor.

Perkembangan Daerah Industrt Pulau Batam selanjutnya tidak bisa terlepas dari
perkembangan Indonesia secara keseluruhan. Dengan sistem pemerintahan yang
sentralistik, kepentingan dan intervensi pemerintah pusat terhadap suatu daerah
tentunya sangat kuat, khususnya dalam menetapkan kebijakan yang akan diterapkan
di Daerah Industri Pulau Batam, Walaupun tidak terjadi perubahan kepemimpinan
negara, hamun setiap perubahan kabinet, turut serta merubah struktur kelembagaan
dan personel yang mengisi OPDIPB. Hal ini terjadi juga pada tahun 1989, tepatnya
pada tanggal 24 Nopember 1989, pemerintah menetapkan dua Keputusan Presiden.
Pertama, Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 (Keppres 58/1989) tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri
Pulay Batam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45
Tahun 1978. Dengan terbitnya Keppres 58/1989 ini, struktur kelembagaan Badan
Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Indusin
Pulau Batam (OPDIPB) mengalami perubahan dari struktur sebelumnya, seperti
yang dapat dijelaskan pada Gambar 11.4.
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PRESIDEN
BADAN PENGAWAS DAERAIL | OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI
INDUSTRI FULAU BATAM PULAU BATAM

KRTUA/ ANGGOTA:

MENTERI NEGARA EKONOM], WAKILKETUA

KEUANGAN DAN INDUSTRI / KETUA  |[=---- MENTERI MUDA

KETUA BAPPENAS PERINDUSTRIAN

ANGGOTA

MENTERI DALAM NEGERI, T )

MENTERI KEUANGAN, MENTERI

PERDAGANGAN, MENTERI KEPALA KEPALA ASISTEN

PERINDUSTRIAN, MENTERI SATUAN SATUAN KETUA

PERHUBUNGAN, MENTAMBEN, PO LM

MENPU, MENNEG WASBANG & LH,

DIRUT PERTAMINA, KEPALA

BKPM, GUBERNUR PROFINSI

RIAU _ TIM ASISTENSI .
BEPKEU (Diljen Pajak Dan Cigjen Bea Cukar), DEPHUB (Diljen
Hubfa), DEPDAG (Thtjen Perdagangan),
DEPNAKERTRAMNSKOP, Ditjen Pembinaan & Penggunann
Maker), DEPDAGRI (Diljen Agrana) Dan DEPKEH (Diyen
Imigrasi)

Keterangan : -——— (aris Wewcnang
IETTITTILTY Gﬁ.l’iS Kmrdinasi

Gambar I1.4, Struktur Kelembagaan Badan Pengawas Daerah Industri

Pulau Batam dan OPDIPB Bedasarkan Keppres 58/1989
Sumber : Keppres 58/1989, diolah kembali

Perubahan yang terjadi, diantaranya pada Tim Asistensi OPDIPB. Dengan terjadinya
perubahan anggota pada Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam maka
anggota Tim Asistenst OPDIPB juga mengalami perubahan, karena anggota Tim
Asistensi OPDIPB diangkat dan diberhentikan oleh Ketua OPDIPB atas usul
Menteri yang duduk sebagai Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau
Batam. Kemudian, perincian tugas dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Industri
Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas Daerah Industri Pulan
Batam. Sedangkan perincian tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja di
lingkngan OPDIPB ditetapkan oleh Ketua OPDIPB setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

pendayagunaan aparatur negara.
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Keppres kedua yang ditetapkan bersamaan pada tanggal 24 Nopember 1989 dan
berkaitan dengan Daerah Industri Pulau Batam, adalah Keputusan Presiden Nomor
59 Tahun 1989 (Keppres 59/1989) tentang Menteri Muda Perindustrian ditunjuk
sebagat Wakil Ketua OPDIPB. Hal int terkait dengan struktur kelembagaan
OPDIPB, dimana kedudukan Menteri Muda Perindustrian otomatis sebagat Wakil
Ketua OPDIPB.

Perkembangan Batam terus berlanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun
1992 (Keppres 28/1992) tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah
Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat.
Penetapan Keppres 28/1992 ini sebagai tindak lanjut dari PP 14/1990 Jo PP 22/1986
tentang Kawasan Berikat, dan menjadi dasar ditetapkannya Keppres yang mengatur
tentang status Daerah Industri Pulau Batam ini. Dengan Keppres 28/1992 yang
ditetapkan pada tanggal 19 Juni 1992 ini, Pemerintah melakukan ekspansi spasial
wilayah industri, yaitu dengan menetapkan perluasan wilayah linglkungan kerja
Daerah Industri Pulau Batam sebagat wilayah usaha kawasan berikat (bonded zone)
dengan memasukkan Pulau Renipang (16.583 Ha), Pulau Galang ( 8.000 Ha) dan
Pulau Galang Baru (3.200 Ha) yang pada saat itu berada di dalam teritori Kabupaten
Kepulauan Riau, sebagai wilayah kerja OPBIPB. Dengan kata lain, Wilayah
lingkungan kerja Daerah Industt Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam
Keppres 41/1973 ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang, sehinga
wilayah kerja OPBIPB diperluas menjadi Barelang (Batam-Rempang-Galang).
Pemerintah juga membuka peluang untuk beberapa pulau kecil tertentu di sekitar
Pulau Rempang dan Pulau Galang yang secara teknis diperlukan bagi perencanaan
dan pengembangan Pulau Rempang dan Pulau Galang, untuk ditetapkan dengan
Keppres sebagai bagian dari wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam.
Pulau-pulan yang ditambahkan sebagai wilayah lingkngan kerja Daerah Industri
Pulau Batam sekaligus merupakan wilayah usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Daerah Industri Pulau Batam, Penyusunan rencana pengembangan wilayah Pulau
Rempang dan Pulau Galang sebagai wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau
Batam dilaksanakan sebagai satu kesatuan dan dalam rangka penyempurnaan

Rencana Induk Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang ditetapkan oleh
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Presiden. Rencana Induk Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang
dimaksud adalah seperti disusun oleh Lembaga Teknologi Universitas Indonesia
pada tahun 1985 yang kemudian direvisi pada tahun 1991. Sampai dengan tahun ini,
setidaknya terdapat enam perubahan Rencana Induk dan pengembangan Pulau

Batam, sebagaimana tertera dalam Tabel I1.1,

Tabel 11.1. Master plan pengembangan Pulau Batam dan sekitarnya

Pencliti / Penyusun Rencana

No Induk Pulaa Batam Tabun Hasil

1. | Pertamina bersama-sama 1972 Keberadaan Pulan Batam dijadikan
Konsultan Asing seperti Nisso sebagai aktifitas eksplorasi dan eksploitasi
Iwai (Jepang) dan Bechiel minyak, sckaligus jalar distribusinya ke
Corporation (AS) pasar dunia.

2. ! Konsultan Crux (AS) 1977 Menggeser  omentasi  pengembanpan

Batam dengan menitikberatkan pada
sektor indusiri dan penunjangnya, berikut
rencana pembangunan prasarana dasamya.
3. | Dircktorat Jenderal  Cpla 1979 Model Master Plan jangka panjang hingga

Karya, Perencanaan  dan 2004, vyang menctapkan zona-Zona
Pengembangan Wilayah strategis uniuk pengembangan Batam.

4. | Konsultan PRC dan Konsultan { 1983/1984 | Penalaan kota didesain kembali agar tetap
Lokal Atelicr 6 mendnkung konstrksi awal Pulau Batam

sebagai  Bonded Warehouse dan
diletapkan pula bentuk Kola Batam
sebagai pusat pemerintahan, perdagangan
dan kcpialan sosial budaya lainnya,

5. | Lemtek Universilas Indonesia | 1983/1986 | Revisi alas hasil observasi yang iclah
dilakukan pada tahun 1979.

6. | Lemick Universitas Indoncsia 1991 Revisi Akhir secara kesclurihan

Bekerja sama dengan
Konsulian Lokal Alelier 6

Sumber : Otorita Pengembangan Daerah Indusiri Pulay Batam

Setelah penetapan Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagai bagian dari Daerah
Industri Pulau Batam, penggunaan dan peruntukan lahan di kedua pulau tersebut
juga harus menjadi perhatian pemerintah. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk
memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur
lebih lanjut dan membuat kebijakan lanjutan mengenai pengelolaan dan pengurusan
tanah di dalam wilayah Pulau Rempang dan Pulau Galang, termasuk usaha-usaha
pengamanan, penguasaan, pengalihan dan pemindahan hak atas tanah. Karena itu
Ketua BPN mengeluarkan Surat Keputusan KETUA BPN Nomor 9-VII-1993 yang

mengatur tentang pengelolaan dan pengurusan tanah di Daerah Industri Pulau
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Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau disekitarnya. Hal ini perlu dilakukan untuk
tetap menjaga dan menunjang komitmen pemerintah untuk menjadikan Barelang
sebagai kawasan industrt dan mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan dan

pengelolaan lahan di luar untuk kepentingan industri.

Dengan status sebagai kawasan berikat (bonded zone) dan wilayah yang sudah
diperluas hingga ke Pulau Rempang dan Pulau Galang, pemerintah melaiui OPDIPB
kemudian membangun 6 {enam) buah jembatan yang menghubungkan Pulau Batam,
Pulau Rempang dan Pulau Galang sehingga menjad: satu kesatuan wilayah. Keenam
jembatan ini mulai dibangun pada bulan Oktober 1993 dan selesat secara

keseluruhan pada akhir bulan Januari 1998.

Perkembangan Batam berikutnya berjalan seiring dengan perkembangan nasional,
mengalami perkembangan yang dinamis pada bidang perekonomian, termasuk
bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.
Dengan membuka diri terhadap perkembangan dunia intermasional, pemerintah
menilai bahwa peraturan perundang—hndangan kepabeanan yang selama ini berlaku
sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam
hubungannya dengan perdagangan internasional. Pada tanggal 30 Desember 1995,
pemerintah menetapkan dua peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-
Undang yang sangat terkait dengan pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan,
khususnya di kawasan berikat, termasuk di Daerah Industri Pulau Batam. Peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah tersebut adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 (UU 10/1995) tentang Kepabeanan dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 (UU 11/1995) tentang Cukai. Kedua Undang-Undang
tersebut mulai berlaku efektif pada 1 April 1996, Dengan terbitnya peraturan
perundang-udangan ini memberikan batas yang jelas dan kewenangan bagi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya khususnya di

Kawasan Berikat. Dalam UU 10/1995 Pasal 44 Ayat (1) disebutkan bahwa :

Dengan persyaratan tertentn, suatu kawasan, lempat, atan bangunan dapat

ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Berikat untuk : (a) menimbun barang
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guna diimpor untuk dipakai atau diekspor atau diimpor kembali; (b) menimbun
dan/atau mengolah barang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai; (c)
menimbun dan memamerkan barang impor; atan (d) menmimbun, menyediakan

untuk dan menjual barang impor kepada orang tertentu.

Dapat dikatakan bahwa dalam UU 10/1995, kawasan berikat digolongkan sebagai
salah satu bentuk dari tempat penimbunan berikat. Sedangkan tempat penimbunan
berikat sendiri dalam UU 10/1995 ini didefinisikan sebagai bangunan, tempat atau
kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun,
mengolah, memamerkan, dan / atau menyediakan barang untuk dijual dengan

mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Hal ini tentunya sedikit banyak merubah status Daerah Industri Pulau Batam, yang
dengan PP 14/1990 Jo PP 22/1986 menjad: Kawasan Berikat, kini dengan UU
10/1995 secara tersirat Daerah Industri Pulau Batam memiliki status sebagai Tempat
Penimbunan Berikat. Hal in1 kemudian semakin dipertegas dan diperjelas dengan
aitetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 (PP 33/7996) tentang
Tempat Penimbunan Berikat pada tanggal 4 Juni 1996, yang kemudian dirubah dan
diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (PP 43/1997).
Terbitnya Peraturan Pemerintah ini memunculkan definisi baru bagt Kawasan
Berikat, sebagaimana yang dijelaskan dalam PP 43/1997 Jo PP 33/1996 Pasal 1 yang
berbunyi

Kawasan Berikat dalah suatu bangunan, tempat, ataw kawasan dengan batas-
balas tertentu yang di dalamnya dilakvkan kegiatan usaha industri pengolahan
barang dan bahan, hkegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran,
pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan
asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia

lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Secara subtansial definisi ini tidak berbeda dengan definisi yang terkandung pada PP
1471990 Jo PP 22/1986. Terbitnya Peraturan Pemerintah ini, maka banyak hal yang
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akan terjadi dengan Daerah Industri Pulau Batam ke depan. Selain menyatakan
bahwa dengan berlakunya PP 43/1997 Jo PP 33/1996 int maka PP 22/1986
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 14/1990, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dengan kondist seperti ini, maka status Daerah Industn Pulau Batam sebagat
Kawasan Berikat (Bondet Zone) kehilangan dasar hukumnya. Hal ini dikarenakan
status Daerah Industri Pulau Batam sebagai Kawasan Bertkat (Bonded Zone)
berdasarkan 14/1990 Jo PP 22/1986, yang kemudian diikuti oleh Keppres 28/1992.
Dengan begitu, Daerah Industri Pulau Batam semakin jelas berstatus sebagai Tempat
Penimbunan Berikat, suatu status yang lebih luas daripada Kawasan Berikat (Bornded
Zone).

Perubahan lain yang bakal terjadi dengan Daerah Industri Pulau Batam ke depan
adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 PP 43/1997 Jo PP 33/1996, yang
menyatakan bahwa barang atau bahan impor yang dimasukkan ke Tempat
Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa: (a) penangguhan bea masuk; (b}
pembebasan cukai; (c) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
Selain itu, untuk penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke tempat penimbunan
berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN, dan PPnBM. Begitu pula
untuk pemasukan barang kena cukal vang berasal dari dalam daerah pabean
indonesia lainnya dibebaskan dan pengenaan cukai. Namun yang paling
kontroversial adalah bahwa barang atau bahan yang mendapatkan fasilitas
sebagaimana dimaksud, bukan merupakan barang untuk dikonsumsi sendiri di
tempat penimbunan berikat yang bersangkutan. Artinya bahwa barang-barang
tersebut juga bisa merupakan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat
yang tinggal dan menetap di dalam Daerah Industri Pulau Batam. Hal int, lagi-lagi
memberikan sinyal bahwa sesungguhnya kondisi yang terjadi di Daerah Industri
Pulau Batam bukanlah kawasan berikat tetapi adalah femomena dari Kawasan

Perdagangan Bebas (fiee trade zone).

Setelah dua tahun berjalan, terjadi kondisi yang berbeda dengan apa yang telah
berlaku di Daerah Industri Pulau Batam. Memasuki tahun 1998, dengan kondisi
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bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi, dan sejalan dengan itu pula
terjadi peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ
Habibie. Jika pada tahun 1997, disaat akhir masa kekuasaan Presiden Soeharto,
krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat Pemerintah Indonesia
mengundang IMF (International Monetary Fund) untuk membantu Indonesia
mengatasi krisis ekonomi. Hingga lahirlah memorandum antara pemerintah RI
dengan IMF atau lebih dikenal dengan Memorandum of Lconomic and Financial
Policies, yang untuk pertama kali ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 1997,
Berikutnya, seperti yang ditulis oleh Muliono (2001) terhitung sampai dengan tahun
2000, terdapat 15 dokumen sebagai bagian dari Memorandum of Fconomic and
Financial Policies antara Pemerintah RI dan IMF, dan diantaranya berhubungan
langsung dengan Daearah Industri Pulau Batam. Daftar Memorandum of Economic
and Financial Policies antara Pemerintah RI dan IMF selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran I1.1.

Kondisi makro nasional saat itu dan adanya infervention policy pasca keluarnya
~-Memorandum of Economic and Financial Policies antara Pemerintah RI dan IMF
berdampak pula pada perkembangan Daerah Industri Pulau Batam, Banyak
kebijakan-kebijakan baru yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan
kelembagaan maupun kebijakan perpajakan di Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini
dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 (PP 39/1998)
tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. PP
39/1998 ini ditetapkan pada 9 Maret 1998. Penetapan Peraturan Pemerintah ini
dengan dilatarbelakangi oleh Leffer of Imtent Pemerintah RI kepada IMF yang
tertuang dalam Memorandum of Economic and Financial Policies dan
ditandatangani Presiden Soeharto pada tanggal 15 Januari 1998, sebagaimana

terlampir dalam Lampiran I1.2.

Pajak Pertambahan Nilai pada prinsipnya dikenakan di dalam Kawasan Berikat
(Bonded Zone) Daerah Industn Pulau Batam sebagai Daerah Pabean. Namun,

mengingat Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam merupakan
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daerah yang mempunyai potensi besar untuk berkembangnya kegiatan ekspor
sebagai kegiatan ekonomi berprioritas tinggi dalam skala Nasional, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (UU 8/1983)
tentang Pajak Pertambahan Nilal Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
(UU 11/1994), yang memungkinkan pemberian fasilitas perpajakan kepada daerah
pabean maka pemerintah merasa perlu memberikan kemudahan pada Kawasan
Berikat (Bornded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dalam pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan barang
kena pajak dan/atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang
kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak
dari luar daerah pabean. Kemudahan tersebut diberikan hanya terbatas kepada
pengusaha / perusahaan kena pajak yang melakukan kegiatan menghasilkan barang
kena pajak untuk diekspor. Sedangkan kegiatan yang bukan untuk menghasilkan
barang kena pajak untuk diekspor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Fasilitas-fasilitas ini, apabila diberikan kepada
para pengusaha / perusahaan yang berstatus sebagai Pengusaha Dalam Kawasan
Berikat (PDKB), maka konsekuensinya PDKB ini harus membatasi lahan dan lokasi
perusahaannya dengan jelas, seperti dengan pagar. Dan bisa dibayangkan yang akan
terjadi kemudiaan di Daerah Industri Pulau Batam adalah banyaknya kawasan-
kawasan yang berpagar, dan di tiap-tiap pintu gerbangnya dijaga oleh banyak
petugas dari Ditjen Bea dan Cukai, yang bertugas mengawasi dan mengesahkan
prosedur-prosedur yang harus dilalui PDKB. Banyaknya kawasan-kawasan yang
berpagar ini akan menyebabkan kodisi di Daerah Industrt Pulau Batam menjadl
semrawut karena kegiatan industri dan logistik di Daerah Industri Pulau Batam ini

sudah terlanjur bercampur dengan sektor-sektor lain.

Pemberlakuan PP 39/1998 memang memberikan keringanan bagi pengusaha dan
perusahaan industri berorientasi ekspor. Namun bagi penduduk dan masyarakat yang
tinggal dan menetap di Daerah Industri Pulau Batam, pemberlakuan PP 39/1998 ini
akan menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini

tentunya sangat berat dirasakan oleh masyarakat, yang selama bertahun-tahun terlena
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dengan barang-barang yang bebas PPN dan PPnBM. Konsekuensi berikutnya adalah
meningkatnya biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat, sehingga masyarakat
yang bekerja di perusahaan-perusahaan sektor industri menuntut peningkatan gaji
pada pengusaha dan perusahaan yang notabene mendapatkan fasilitas kemudahan
dari sektor perpajakan tersebut. Tuntutan penyesuaian gaji, sebagai bahasa halus
untuk naik gaji, sangat erat kaitannya dengan produktifitas, sehingga akan menjadi
pertimbangan para pengusaha dan perusahan untuk merelokast usahanya dari Daerah
Industri pulau Batam jika produktifitas perusahaan tersebut menurun. Kondisi
kontraproduktif ini akan mengurangi daya tarik Daerah Industri Pulau Batam yang

telah di-sefting sebagai salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia.

Pada tahun 1998 ini, setelah kendali pemerintahan beralih kepada Presiden BIJ.
Habibte, masih menurut Muliono (2001) untuk pertama kalinya pemerintah Presiden
B.J Habibie menyampaikan surat kepada IMF berupa Second Supplementary
Memorandum of Economic amd Financial Policies, pada tanggal 24 Juni 1998,
sebagaimana terlampir dalam Lampiran I1.3. Dalam suratnya ini Presiden BJ.
Habibie menyampaikan bahwa penghapusan pengecualian perlakuan’ PPN dan
PPnBM telah dilakukan oleh Pemerintah RI melalui PP 39/1998. Namun, kebijakan
yang seharusnya dilaksanakan mulai tanggal 1 April tersebut tak kunjung

dilaksanakan di Daerah Industri Pulau Batam.

Selanjutnya, pemerintah merestrukturisasi kelembagaan di Daerah Industri Pulau
Batam, dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998 (Keppres
94/1998) tentang Perubahan atas Keppres Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah
Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keppres Nomor 58 Tahun 1989. Keppres yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 1998
ini, selain merubah nama Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam menjadi
Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam, juga merubah struktur
kelembagaannya. Struktur Dewan Pembina Daerah Industrt Pulau Batam, tidak lagi
seperti struktur Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam. Namun dalam
menjalankan tugasnya, Dewan Pembina Daerah Industri Pulan Batam tetap

bertanggung jawab kepada Presiden, karena ketua dan anggota Dewan Pembina
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Daerah Industrt Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tugas
Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam secara subtansial tidak banyak
berubah dari tugas sebelumnya. Sebagaimana Keppres 94/1998 Pasal 3 Ayat (1)
yang berbunyi :

Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berilul

(1) Melakukenn pembinaan terhadap pelaksanaan  kebijaksanaan
pengembangan dan pengendalian pembangunan pulau batam yang dilakukan
oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulaun Batam; (2)
Mensinkronisasikan  kebijaksanaan instansi-instansi  pemerintah  yang
berhubungan dengem pengembangan pulamg batam; dan (3) Memberikan
petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada Qtorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam mengenai pengembangan pulau batam sebagal daerah indusiri

sesuai dengan kebujaksanaan umum pemeriniah di bidang pembangunan.

Sedangkan OPDIPB mengemban tugas-tugas, sebagaimana yang tertuang dalam
Keppres 94/1998 Pasal 4 yang berbutiyi :

Otorita Pengembongan Daerah Industri Pulan Batam (OPDIPB) yang
bertanggung jawab atas pengembangan dan pertumbuhan Daerah Industri
Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Mengembangkan dan
mengendalikan pembangunan pulau batam sebagai suatu daerah industri; (2)
Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi
prasarana dan fasilitas lanilla; (3) Mengembangkan dem mengendalikan
kegiatan pengalin-kapalan (transhipment) di pulau batam, (4) Menampung dan
meneliti permohonan izan usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta
mengajukannya lepada instansi-instansi yang bersangkutan; dan (5) Menjamin
agar lalacara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam
mendirikan dan mejalankan usaha di pulan batam dapat berjalan lancar dan
tertib, segala sesuatunya wuntuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha

menanamkan modalnya di pulau batam.
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Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari OPDIPB memperoleh dan memperhatikan
bimbingan dari Menteri Perindustnian dan Perdagangan untuk bidang teknis
operasional dan Mentert Negera Sekretaris Negara untuk bidang administrast

keuangan.

Selain itu, struktur kelembagaan OPDIPB juga mengalami perubahan, sebagaimana

dapat dijelaskan dalam Gambar 11.5.

PRESIDEN
DEWAN PEMRINA DAERAH  |_.___ OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI
INDUSTRI PULAU BATAM PULAU BATAM
KETUA / ANGGOTA:
MENPERINDAG KETUA
WAKIL KETUA / ANGGOTA ;
MENSESNEG T I
ANGGOTA :
MENKEU, MENHUS, DEPUTI DEPUTI
MENPARSENIBUD, MENDAGR], ADMINISTRAS!] PENGAWASAN
1 MENAKER, MENKOP&PKM, DAN. DAN
MENPU, MENHUTBUN, PERENCANAAN PENGENDALIAN
MENDIKBUD, MENSOS,
MENTAMBEN, MENNEG PV,
MENNEG LH / KABAPEDAL,
MENNEG PERUMAHAN & DEPUTI
PERMUKIMAN, MENNEG RISTEK / OPERAS!
KA BPPT. MENNEG AGRARIA /
KA BPN DAN GUBERNUR RIAU
TIM ASISTENSI
Pefabat - Pebal  don DEPKEU, DEPHUB,
DEPPERINDAG, DEPNAKER, DEPDAGRI, DEPKEH,
KANTOR MENNEG AGRARIA 7 BI'N

Kelerangan : ——— Garis Wewenang
"""""" Garis Koordinasi

Gambar I1.5. Struktur Kelembagaan Dewan Pembina Daerah Industri

Pulau Batam dan OPDIPB Bedasarkan Keppres 94/1998
Sumber : Keppres 94/1998, diolah kembali

Dalam menjalankan tugasnya, OPDIPB tetap masih bertanggung jawab kepada
Presiden. Ketua (jabatan setingkat eselon IA) dan Deputi (jabatan setingkat eslon IB)
OPDIPB diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan Anggota Tim
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Asistensi OPDIPB diangkat dan diberhentikan oleh Ketua OPDIPB atas dasar

penugasan Menteri yang bersangkutan.

Pada tahun 1999, masih menurut Muliono (2001) Pemerintah Indonesia kembali
menyampaikan Suplementary Memorandum of Ecoomic and Financial Policies,
Fifth Review Under The EXxtended Arrangement, pada tanggal 14 Mei 1999,
sebagaimana terlampir pada Lampiran II.4. Memorandum kali ini menguraikan
rencana Pemerintah Indonesia untuk menetapkan wilayah Barelang (Batam-
Rempang-Galang) sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
berdasarkan UU 3/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas. Namun, kajian yang disusun untuk maksud tersebut
belum selesai hingga dua bulan, dan hal int membuat Pemerintah Indoesia kembali
mengirtmkan Suplememtary Memorandum of Ecoomic and Fiinancial Policies, Sixth
Review Under The FExtended Arrangement, pada tanggal 22 Juli 1999, yang
menyebutkan bahwa kajian untuk meninjau status bebas pajak di wilayah Barelang
akan diselesaikan pada 31 Agustus 1999, sebagaimana terlampir dalam Lampiran

I1.5. Namun kajian ini sepertinya tidak pernah dilakukan hingga akhir tahun 1999.

I1.1.3. Periode Otonomi Daerah dan Peran Pemerintah Kota Batam

Pada tahun 1999 ini juga, Indonesia memasuk: babak baru dalam kepemimpinan
nasional dan sistem pemerintahan. Kepemimpinan nasioal berganti dari B.J Habibie
kepada Abdurrahman Wahid. Dan tidak lama setelah itu, sistem pemerintahan
Republik Indonesia berubah dari sentralistik menjadi desentralistik atau lebih dikenal
dengan nama Otonomi Daerah. Secara yuridis, dasar-dasar otonomi daerah
dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU 22/1999) tentang
Pemerintah Daerah, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 (UU 32/2004).

Seiring dengan ditetapkannya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah,
penyebutan Daerah Tingkat I Kepulavan Riau berubah menjadi Kabupaten
Kepulauan Riau. Terbitnya UU 22/1999 juga menandakan masuknya Indonesia ke
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era otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
desentralisasi ini pula yang mengatur tentang pemekaran daerah/wilayah, Kebutuhan
desentralisasi pada level lokal tersebut pada dasarnya merupakan upaya menciptakan
stabilitas politik, khususnya bagi negara-negara multi etnik, seperti Indonesia. World
Development Repori (2000) menyebutkan bahwa tujuan dasar desentralisasi
sesungguhnya adalah “to maintain political stability in the face of pressure jfor
localization”. Argumen ini, sebagian dapat menjelaskan konteks politik
desentralisasi dan gejala pemekaran daerah di Indonesia. Dalam UU 22/1999 Pasal 5
disebutkan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonoms,
potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan

pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Ketentuan Pasal 5 tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
129 Tahun 2000 (PP 129/2000) tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria
Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Dalam PP 129/2000 Pasal 2
disebutkan bahwa tujuan pemekaran daerah adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan
pelayanan masyarakat, (2) Percepatan pertumbuhan demokrasi; (3) Pércepatan
pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (4) Percepatan pengelolaan
potensi daerah; (5) Peningkatan keamanan dan ketertiban, dan (6) Peningkatan

hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan ni, tujuan pemekaran memang tidak tunggal karena didalam
tujuan tersebut terdapat aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu,
ketika tujuan itu diturunkan dalam syarat-syarat pembentukan, muncul kriteria-
kriteria sebagat berikut : {a) Kemampuan ekonomi (PDRB, PADY; (b) Potensi daerah
(lembaga kevangan, sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi &
komunikasi, pariwisata, ketenagakerjaan); (¢) Sosial budaya (tempat ibadat, institusi
sosial budaya, sarana olah raga); (d) Sosial politik (partisipasi dalam berpolitik,
organisasi kemasyarakatan); (e) Jumlah penduduk; (f} Luas daerah; dan (g)
Pertimbangan lain (keamanan ketertiban, sarana pemerintahan, rentang kendali,

minimal 3 kecamatan/kabupaten). Ketentuan ini sekarang mengalami perubazhan.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004) tentang

Pemerintahan Daerah, di dalam pasal 5, disebutkan bahwa :

Syarat pembentukan daerah adalah sebagai berikut : (1) Syarat Administratif :
persetujuan DPRD dan Bupati kabupaten induk (untuk pemekaram kabupaien)
atan persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Mendagri
(untuk pemekaran provinsi); (2) Syarat Telmis : kemampuan ekonomi, potensi
daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, Inas daerah periahanan
keamanan, dan faktor lain yang memunghinkan lerselenggaranya otonomi
daerah; dan (3) Syarat Iisik : paling sedikit 5 kabupatewkota untuk provinsi
atau paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupatentkota, lokasi calon

ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Syarat-syarat ini tentu membutuhkan penjabaran lebih detail dan operasional yang
akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Persyaratan yang rejatif
mudah tampaknya mendorong beberapa daerah untuk memekarkan diri. Namun,
tentu saja pemekaran daerah bukai semata-mata hanya pemenuhan syarat
administratif Dalam realitasnya, pemekaran juga bukan semata-mata keinginan
mendorong lebih jauh pertumbuhan ekonomi lokal ataupun peningkatan pelayanan
publik. Dalam proses pemekaran, selalu terdapat alasan-alasan politik, seperti
ketidakpuasan daerah terhadap pusat, konflik dan ketegangan antar elite lokal hingga
perebutan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sayangnya, masalah politik tersebut sering menjadikan pemekaran sebagai solusi.
Sehingga, proses pemekaran kurang mendasarkan pada kebutuhan obyektif
pengembangan ekonomi lokal. Fitria Fitrani dan kawan-kawan (2005),
mengidentifikast motif pemekaran pada empat faktor yaitu 1) administrative
dispersion, 2) preference for homogeneity, 3) fiscal spoils, dan 4) bureucratic and
political rent seeking. Dengan prespektif ini dapat dipahami mengapa terjadi ledakan
pemekaran daerah pasca UU otonomt, termasuk pemekaran yang terjadi di wilayah

Provinsi Riau.
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Realitas yang terjadi seperti diatas, tefjadi juga di Provinsi Riau. Kabupaten
Kepulauan Riau sebagai bagian dari Provinst Riau turut mengalami pemekaran,
Memperhatikan perkembangan dan kemajuan Kotamadya Batam dan Propinsi Riau
pada umumnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sebagai
upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan
kemajuan dimaksud pada masa mendatang serta memperhatikan perkembangan
jumlah penduduk, luas wilayah, potenst ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan
meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kotamadya Batam, maka
pemerintah membentuk Kota Batam, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 (UU 53/1999) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Dengan
ditetapkannya UU 53/1999 ini pada 4 Oktober 1999, maka Kotamadya Batam yang
dibentuk dengan PP 34/1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah
Propinst Daerah Tingkat I Riau, berubah statusnya menjadi Kota Otonom. Pasca
penetapan UU 53/1999 i, di wilayah kepulauan riau terdapat 4 (empat) daerah
otonom yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kota Batam dan 1 (satu) Kota Administratif Tanjung Pinang.

Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam UU 53/1999 Pasal 10 berasal dari
Kotamadya Batam yang melipuit wilayah : (1) Kecamatan Belakang Padang; (2)
Kecamatan Batam Barat, dan (3) Kecamatan Batam Timur. Selain itu ditambah
dengan sebagian wilayah Kabupaten Kepulanan Riau yang terdiri atas : (1) sebagian
wilayah Kecamatan Galang, yang meliputi Desa Rempang Cate, Desa Sembulang,
Desa Sijantung, Desa Karas dan Desa Pulau Abang; dan (2) sebagian wilayah
Kecamatan Bintan Utara, yang meliputi sebagian wilayah Desa Galang Baru (Pulan
Air Raja dan Pulau Mencaras) dan Desa Subang Mas. Sehingga secara keseluruhan
Kota Batam ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi : (a) Kecamatan
Batu Ampar; (b) Kecamatan Nongsa; (c) Kecamatan Galang; (d) Kecamatan Sungai

Beduk; (e) Kecamatan Bulang; (f) Kecamatan Belakang Padang; (g} Kecamatan
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Sekupang; dan (h) Kecamatan Lubuk Baja. Secara teritorial, Kota Batam
mempunyai batas wilayah di sebelah utara dengan Selat Singapura, sebelah timur
dengan Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Bintan di Kabupaten
Kepulauan Riau, sebelah selatan dengan Kecamatan Senayang di Kabupaten
Kepulauan Riau dan sebelah barat dengan Kecamatan Moro dan Kecamatan
Karimun di Kabupaten Karimun. Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah,
Pemerintah Kota Batam wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Penetapan Tata Ruang Wilayah Kota Batam ini
harus dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dart Tata Ruang Wilayah
Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Batam
dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya
mengikutsertakan OPDIPB. Status dan kedudukan OPDIPB yang mendukung
kemajuan pembangunan nasional dan daerah, sehubungan dengan UU 22/1999 perlu
disempurnakan, Selain itu hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan
OPDIPB yang sebelumnya diatur dengan Keppres 7/1984, perlu diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 Ayat (3) UU 53/1999 ini harus segera diterbitkan selambat-lambatnya dua
belas bulan sejak tanggal diresmikannya Kota Batam. Hal ini berarti bahwa
setidaknya sampat dengan tanggal 4 Oktober 2000, sudah harus terbit Peraturan
Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan
OPDIPB. Namun, hingga saat ini belum pernah ada Peraturan Pemerintah ataupun
peraturan perundang-undangan dalam bentuk lain, yang menegaskan hubungan kerja

antara Pemerintah Kota Batam dan OPDIPB.

Pasca penetapan UU 22/1999 dan UU 53/1999 dan untuk malaksanakan tata-kelola
pemerintahannya, Kota Batam diberi kewenangan yang sangat luas dan kuat sebagai
daerah otonom yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk
kewenangan-kewenangan wajib kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menguatnya status dan wewenang
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pemerintah daerah di Kota Batam dan belum adanya batas kewenangan yang jelas
antara kedua lembaga formal tersebut dapat menimbulkan konflik diantara
keduanya, mengingat kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan dan dasar hukum

untuk mengelola Daerah Industri Pulau Batam.

Kehadiran Pemerintah Kota Batam sebagai pemerintahan otonom di pulau ini
menggerus kewenangan penuh yang dimiliki OPDIPB dalam mengelola
pembangunan Batam. Tercatat 11 kewenangan pusat yang dialihkan ke daerah
termasuk kewenangan mengelola lahan, perdagangan, pariwisata, yang selama ini
dipegang oleh OPDIPB sebagai representasi pusat. Salah satu konflik yang timbul
adalah dalam hal pengelolaan lahan. Sejauh ini masalah lahan masih menjadi bidang
garapan OPDIPB, Hal ini mengingat bahwa wewenang OPDIPB mencakup wilayah
-wilayah yang termasuk dalam kawasan berikat, yang notabene hampir mencakup
seluruh daerah Pulau Batam, Rempang, Galang dan beberapa pulau kecil lainnya.
Hal ini menyebabkan keberadaan Pemerintah Kota Batam yang bertugas menangani
semua kepentingan warga termasuk masalah status tanah dan kepemilikan menjadi
rancu. Pada urusan ini keberadaan pemerintah Kota Batam menjadi tidak bérarti.
Dalam konteks ini kemudian melahirkan begitu banyak persoalan yang sulit diatasi

dan meninggaikan masalah diatas masalah.

Memasuki tahun 2000, saat pemerintahan dibawah kendali Presiden Abdurrahman
Wahid, setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan yang merubah kondisi
dan perlakuan yang diberikan kepada Daerah Industri Pulau Batam. Namun sebelum
peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, tepatnya pada tanggal 20 Januari
2000, Muliono (2001) juga menyatakan bahwa dalam Memorandum of Economic
and Financial Policies, Medium-Term Strategy and Policies for 1999/2000 and
2000, sebagaimana Lampiran 11.6. pemerintah menyampaikan dua hal yang agak
aneh dan bertentangan. Di satu sisi pemerintah akan memulai kajian komprehensif
tentang kemungkinan berlakunya bebas pajak di  wilayah Barelang dan
menghilangkan semua hambatan yang menunda penyelesaian kajian. Tapt disisi lain,
dalam memorandum yang sama, pemerintah juga bermaksud untuk memungut PPN

di Batam mulai tanggal 1 April 2000. Hal ini tentunya membuat kondist dan keadan
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di Daerah Industri Pulau Batam menjadi dilematis. Keinginan untuk membuat kajian
penetapan Daerah Industri Pulau Batam berstatus Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, yang berkonsekuensi bebas PPN dan PPnBM akan berbenturan
dengan rencana kebijakan pemerintah sendiri yang justru ingin memungut PPN di
Daerah Industri Pulau Batam terhitung tanggal 1 April 2000. Selain itu, adanya
memorandum tanggal 20 Januari 2000 ini menegaskan bahwasannya kajian untuk
meninjau status bebas pajak di wilayah Barelang akan diselesaikan pada 31 Agustus
1999, sebagatmana yang tertulis dalam memorandum tanggal 22 Juli 1999, tidak
pernah dilaksanakan.

Kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000
(PP 45/2000) tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.
Penundaan ini terjadi karena dilatarbelakangi adanya penolakan dari masyarakat di
Daerah Industni Pulau Batam atas kebijakan pemerintah untuk memungut PPN
terhitung mulai tanggal 1 April 2000. Fenolakan masyarakat ini berakibat pada
terganggunya iklim investast di Daerah Industni Pulau Batam sehingga menjadi
perhatian serius dari pemerintah. Akibatnya pemerintah menyatakan penundaan
pemungutan PPN di Daerah Industri Pulau Batam hingga 1 Januari 2001 pada
Memorandum of Economic and Financial Policies tanggal 17 Met 2000,
sebagaimana Lampiran {I.7. Penundaan ini kemudian dipertegas pemerintah melalui

PP 45/2000 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2000.

Seperti juga yang terjadi di masa pemerintahan sebelumnya, saat terjadi perubahan
kabinet ataupun perubahan kepemimpinan nasional, juga berakibat pada berubahnya
struktur kelembagaan pemerintahan di tingkat pusat, sehingga mempengaruhi
struktur kelembagaan yang terdapat di daerah, termasuk OPDIPB. Pada masa
pemerintahan Abdurrahman Wahid, struktur kelembagaan baik Dewan Pembina
Daerah Industri Pulau Batam maupun OPDIPB mengalami perubahan, dengan
ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000 (Keppres 113/2000)
tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor Tahun 1973 Tentang
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Daerah Industr Pulau Batam. Keppres yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2000
ini, merubah personel dari Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan Tim
Asistensi OPDIPB. Namun hubungan kerja antara Dewan Pembina Dearah Industri
Pulau Batam dengan OPDIPB secara subtantif tidak mengatami perubahan, begitu

pula hubungan kedua lembaga tersebut dengan Presiden.

Sedangkan tugas dari Dewan Pembina Daerah Industn Pulaw Batam sedikit
mengalami perubahan, sebagaimana terdapat dalam Keppres 113/2000 Pasal 1,

sehingga secara keseluruhan :

Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas (1) Melakukan
pembinaan  terhadap pelaksanaan  kebijaksanaan pengembangan dan
pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; (2) Mengkoordinasikan
kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengembangan
Pulau Batam, dan (3) Memberikan bimbingan dan arahan kepada Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau
Batam sebagai Daerah Industri sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah

Pusat di bidang pembangunan.

Selain itu pemerintah juga merevisi tugas yang harus dilaksanakan oleh OPDIPB,
namun tidak menyentuh pada hal yang subtantif Secara keseluruhan, masih dalam

Keppres 113/2000 Pasal 1 yang berbunyt ;

QOPDIP yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah
Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Mengembangkan
dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai suatu daerah indusiri;
(2) Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi
prasarana dan fasilitas lainnya; (3) Mengembangkan dan mengendalikan
kegiatan pengalih-kapalan (transhipment) di Pulau Batam; (4} Menampung dan
menefiti permohonan izin usaha yong diajukan oleh para pengusaha seria

mengajukan kepada instansi-insiansi yang bersanghkutan; dan (3) Menjamin
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agar lata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam
mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan
tertib, segala sesuatunya wntuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha

menanamkan modalnya di Pulau Batam.

Dalam mengembangkan pertumbuhan Daerah Indusiri Pulau Batam serta dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari, OPDIPB tetap menerima dan memperhatikan
bimbingan dan arahan yang diberikan oleh Dewan Pembina Daerah Industn Pulau
Batam. Adapun struktur kelembagaan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres ini,

dapat dijelaskan pada Gambar IL6.

PRESIDEN
DEWAN PEMBINA DAERAIL | ,,.. OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI
INDUSTRIE PULAU BATAM PULAU BATAM
KETUA/ ANGGOTA:
MENPERINDAG KETUA
ANGGOTA :
MENTERI PERMUKIMAN DAN 1 )
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN
GUBERNUR RIAU DEPUTI DEPUTI
ADMINISTRASE PENGAWASAN
DAN DAN
PERENCANAAN PENGENDALIAN
DEPUTI
OPERASI
TIM ASISTENSI
Pejabal - Pejabat  setempal yang berasal dori  unsur
DEPPERINDALG, DEPKEU, DEPKIM Dan
PENGEMBANGAN WILAY AH
Kelerangan : ———  Garis Wewenang

..... «==err Garts Koordinasi

Gambar I1.6. Struktur Kelembagaan Dewan Pembina Daerah Industri

Pulau Batam dan OPDIPB Bedasarkan Keppres 113/2000
Sumber : Keppres 113/2000, diolah kembali
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Perubahan lain yang terjadi dengan ditetapkannya Keppres 113/2000 ini adalah
berpindahnya kedudukan dan kantor pusat OPDIPB ke Pulau Batam. Jika
sebelumnya Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan OPDIBP
berkedudukan dan berkantor di Jakarta, namun pasca penetapan Keppres int, hanya
Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam yang masih berkedudukan di Jakarta,
hal ini mengingat bahwa pejabat-pejabat yang duduk di Dewan Pembina Daerah

Industri Pulau Batam adalah para Menteri terkait,

Penundaan berlakunya PP 39/1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam hingga 1 Januari 2001, membeni kesempatan kepada
pemerintah untuk mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam pada kondisi yang
lebih ideal, terutama dalam mempersiapkan produk-produk hukumnya. Pada masa
persiapannya ini, tanggal 1 September 2000 pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 (Perppu 1/2000)
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Secara bersamaan
pemerintah justru menetapkan Sabang, dan bukan Daerah Industri Pulau Batim,
sebagat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 (Perppu 2/2000)
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Harapan
masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam untuk memiliki status yang lebih jelas
dan ideal, hingga tahun 2000 ini belum juga dapat terealisast. Berbagai kajian dan
peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Daerah Industri Pulau Batam
belum juga meyakinkan pemerintah untuk segera menetapkannya sebagai suatu

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pada Perppu 1/2000 int pemerintah menyatakan definisi Kawasan Perdagangan
Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah
dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Cukai. Dengan pelabuhan bebas
yang ditetapkan berupa pelabuhan laut dan bandara udara. Di dalam Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabubhan Bebas dilakukan kegtatan-kegiatan di bidang
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ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan,
pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang
pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Selain itu
pemerintah juga menegaskan bahwasannya batas-batas KPB & PB baik daratan
maupun perairannya ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan KPB & PB.
Artinya, untuk menetapkan suatu daerah atan wilayah sebagai suvatu KPB & PB
diperlukan suatu proses politik, karena pengesahan UU memerlukan persetujuan
DPR, yang berisi oleh partai-partai politik. Hal ini juga berlaku pada Sabang, yang
masih memerlukan kekuatan hukum yang lebih kuat untuk menjadi KPB & PB,
karena saat ini Sabang masih berlandaskan pada Perppu 2/2000.

Dari sist kelembagaan KPB & PB, Presiden menetapkan Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah yang telah ditetapkan, yang
selanjutnya disebut Dewan Kawasan. Ketwa dan Anggota Dewan Kawasan
ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur bersama-sama DPRD, dengan masa
kerja Ketua dan Anggota Dewan KPB & PB selama 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa®jabatan. Kemudian Dewan Kawasan
membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan. Kepala dan Anggota Badan
Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan, dan Badan Pengusahaan bentanggung
jawab kepada Dewan Kawasan. Masa kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan
selama 5 (Jima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu} kali masa jabatan.
Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala,
dan Anggota Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua

Dewan Kawasan. Hubungan antar lembaga ini dapat dijelaskan melalui Gambar I11.7.
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PRESIDEN

DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS

KETUA
ANGGOTA

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELARBUHAN BEBAS

KETUA
WAKIL KETUA
ANGGOTA

Garis Wewenang
............ Garis Koordinasi

Kelerangan ;

Gambar 11.7. Struktur Kelembagaan Dewan KPB & PB dan

Badan Pengusahaan KPB & PB Bedasarkan Perppu 1/2000
Sumber : Perppu 1/2000, diolak kembali

KPB & PB mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha /
kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi,
transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi,
pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Sebagaimana Perppu 1/2000 Pasal 9 Ayat (2)

yang menyatakan bahwa :

Fungsi-fungsi dimaksud meliputi : (1) Kegiatan manufaktur, rancang bangun,
perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan,
pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri,
pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan dan peningkatan mutu,; dan (2)
Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air,
prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar vdara,
bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan

sarana lainnya.
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Untuk menjalankan fungsi-fungsi KPB & PB maka Dewan Kawasan mempunyai
tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. Sedangkan Kepala Badan
Pengusahaan mempunyat tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan,
pengembangan, dan pembangunan KPB & PB sesuai dengan fungsi-fungsi KPB &
PB. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan KPB & PB, Badan Pengusahaan
mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak
bertentangan dengan Perppu 1/2000 ini serta peraturan perundang-undangan lain
yang berlaku. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengpganti Undang-Undang
ini maka UU 3/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas dinyatakan tidak berlaku,

Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, Perppu 1/2000 yang harus menjadi Undang-
Undang agar penerapan KPB & PB di daerah yang akan ditetapkan menjadi KPB &
PB memiliki landasan hukum yang kuat, disetujui oleh DPR. Pada tanggal 21
Desember 2000 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000
(UU 36/2000) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
menjadi Undang-Undang. Secara bersamaan pula DPR dan Pemerintah menyepakati
untuk menetapkan Sabang sebagat daerah pertama di Indonesia yang memiliki status
KPB & PB. Hal ini setelah DPR menyetujui Perppu 2/2000 ditetapkan menjad:
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 (UU 37/2000) tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang,.

Namun, pasca penetapan UU 36/2000, tidak ada perubahan yang berarti terjadi di
Daerah Industri Pulau Batam. Status Daerah Industri Pulau Batam sarna sekali tidak
terpengaruh karena memang tidak ada dasar hukum yang menjadikan Daerah
Industri Pulau Batam menjadi KPB & PB. Kondisi dan kehidupan di Daerah Industri
Pulan Batam masih seperti sebelum penetapan UU 36/2000, seperti daerah yang
diberlakukan sebagai kawasan perdagangan bebas tapi tanpa dasar hukum yang

tegas. Belum segera ditetapkannya Daerah Industri Pulau Batam menjadi KPB &

Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Grandy Regel Tuerah, FT Ul, 2008.



62

PB, sejalan dengan keinginan pemerintah yang akan segera memungut PPN dan
PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam, seperti amanat dann PP 39/1998 yang
tertunda pelaksanaannya melalui PP 45/2000. Seharusnya terhitung tanggal 1 Januari
2001, telah terjadi pemungutan PPN dan PPnBM di Daeraﬁ Industri Pulau Batam.
Namun, keinginan Pemerintah untuk mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam
menjadi KPB & PB di satu sisi dan adanya intervensi IMF supaya Pemerintah
memungut PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam di sisi yang lain,
mengharuskan pemerintah segera melahirkan satu kebijakan baru untuk Daerah

Industri Pulau Batam.

Yang terjadi kemudian, bukannya mulai memungut PPN dan PPnBM di Daerah
Industri Pulau Batam terhitung 1 Januari 2001, pemerintah malah kembali
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 (PP 13/2001) tentang
Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998
Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. PP
13/2001 yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2001 ini mengindikasikan keinginan
dan keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam
sebagai KPB & PB. Penundaan ini berlaku hingga tanggal 31 Desemer 2001. Praktis
tidak ada hal isttmewa yang terjadi di Daerah Industri Pulau Batam sepanjang tahun
2001, selain menunggu aksi pemerintah selanjutnya yang akan memungut PPN dan
PPnBM di Daerah Industri Pulav Batam terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002,
sebagaimana amanat PP13/2001. Tentunya dalam posisi menunggu penerapannya,

pemerintah terus mempersiapkan Daerah Industn Pulau Batam menjadi KPB & PB.

Namun di lingkungannya yang lebih luas, pemerintah pada tanggal 21 Juni 2001
meningkatkan status Kota Administratif Tanjung Pinang menjadi daerah otonom,
melalut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 {(UU 5/2001) tentang Pembentukan
Kota Tanjung Pinang. Setelah Tanjung Pinang menjadi Kota Otonom, wilayah
kepulauan riau terdapat 5 (lima) daerah otonom yang terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten

dan 2 (dua) Kota. Hal ini tentunya telah memenuhi persyaratan untuk dibentuknya
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suatu provinsi, khususnya pada syarat fisik yang mengharuskan terdapat 5

kabupaten/kota untuk menjadi satu provinsi.

Di tingkat nasional, krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional berakibat
tejadinya peralihan dan penyerahan kekuasaan di Republik ini. Presiden
Abdurrahman Wahid yang sudah tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat,
membuat MPR RI mencabut mandatnya kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan
menyerahkannya kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Ternyata
pemerintahan dibawah kendali Prestden Megawati Soekamoputn juga
memperlihatkan keinginan dan keseriusannya pada perkembangan Daerah Industri
Pulau Batam. Di saat seharusnya pemerintah mempersiapkan segala sesuatu untuk
menerapkan pemungutan PPN dan PPnBM di Daerah Industrt Pulau Batam terhitung
tanggal 1 Januari 2002, pemerintah malah kembali menunda pemungutan PPN dan
PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini terjadi setelah pemerintah di
penghujung tahun 2001, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2001 menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 (PP 85/2001) tentang Penundaan
Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Penundaan ini berlaku hingga
tanggal 30 Juni 2002. Artinya, lagi-lagi pemerintah diharapkan dapat memungut
PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam mulai terhitung mulai tanggal 1
Juli 2002. Dan ini juga berarti Pemerintah memiliki waktu yang lebih lama lagi
untuk memperstapkan Daerah Industri Pulau Batam sebagai KPB & PB.

Keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan Daerah Industri Pulau Batam sebagai
KPB & PB, terlihat dari upaya-upayanya mempersiapkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang KPB & PB di Daerah Industri Pulav Batam. Sehingga dalam
rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan sebagai respon positif
atas aspirasi yang berkembang di masyarakat, pemerintah untuk keempat kalinya
kembali menunda penerapan PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam,
dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 (PP 40/2002)
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tentang Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Di dalam
PP 40/2002 yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2002 im, pemerintah menyatakan
bahwa penundaan ini akan berlaku hingga berlakunya Undang-Undang tentang KPB
& PB Batam atau paling lambat sampai 31 Maret 2003. Hal ini akan menimbulkan
intepretasi bahwa penerapan PPN dan PPnBM memang pada akhirnya tidak akan
pernah berlaku di Daerah Industri Pulau Batam, jika KPB & PB Batam ditetapkan
dengan Undang-Undang. Dan jika pemerintah serius mempersiapkan Daerah Industri
Pulau Batam menjadi KPB & PB maka penetapannya seharusnya juga tidak akan
memakan waktu lebih dari tanggal 31 Juli 2003.

Penundaan demi penundaan yang dilakukan pemerintah terhadap pemberlakuan
pemungutan PPN dan PPnBM di Daerah Industi Pulau Batam, termyata tidak
berbanding lurus dan sejalan dengan penyegeraan penetapan Daerah Industri Pualau
Batam sebagai KPB & PB. Buktinya, memasuki tahun 2003, status Daerah Industri
Pulau Batamn tidak mengalami perubahan yang berarti, baik sebagai KPB & PB atau
sebagai daerah yang sama dengan daerah lain di Indonesia yang diberlakukan PPN
dan PPnBM. Pemungutan PPN dan PPnBM yang sedianya harus dilaksanakan pada
tanggal 1 juli 2003, sebagaimana amanat PP 40/2002, malah kembali ditunda
pelakasanaannya oleh Pemerintah. Pada tanggal 27 Maret 2003, Pemerintah kembali
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 (PP 20/2003) tentang
Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di
Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Kali ini penundaan
pemungutan PPN dan PPnBM di Daearah Industn Pulau Batam diberlakukan hingga
tanggal 31 Desember 2003. Artinya, dengan seringnya tegadi penundaan, harapan
masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam untuk segera memiliki status sebagat
KPB & PB masih terbuka meskipun RUU tentang KPB & PB Batam juga tak
kunjung ditetapkan.
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Dalam kondisi PPN dan PPnBM yang tertunda terus di Daerah Industri Pulau Batam,
menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPN dan PPnBM juga
bakal berkurang, Namun, secara kontraproduktif terjadi perkembangan yang positif
di Provinsi Riau khususnya dari wilayah kepulauan riaunya. Perkembangan ini
membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membentuk Provinsi Kepulauan
Riau, sebagai provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Riau. Hal ini
diimplementasikan pada tanggal 25 Oktober 2002 saat persyaratan untuk
dibentuknya suatu provinsi, khususnya pada syarat fistk yang mengharuskan terdapat
5 kabupaten/kota untuk menjadi satu provinsi telah dapat dipenuhi, pemerintah
bersama-sama DPR menyetujui dan menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2002 (UU 25/2002) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Dalam UU
25/2002 i, secara administratif dan teritorial, Kota Batam sebagai daerah otonom
merupakan bagian dan termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Di
pertengahan tahun 2003, pemekaran wilayah Kepulauan Riau kembali terjadi.
Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan dan dibentuk Kabupaten Lingga,
sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 (UU 31/2003) tentang
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau.

11.1.4. Periode Pemberlakuan PPN dan PPnBM

Di tengah harapan masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam menanti penetapan
daerahnya sebagai KPB & PB, pemerintah malah benar-benar menetapkan
pemberlakuan pemungutan PPN dan PPnBM di Daerah Industri Pulau Batam dan
tanpa penundaan lagi. Hal ini terjadi dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2003 (PP 63/2003) tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industr
Pulau Batam. Dengan sah dan berlakunya PP 63/2003 pada tanggal 31 Desember
2003, maka sebagaimana penjelasan dalam PP 63/2003 Pasal 2, yang berbunyt :

Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas :  (a) Penyerahan Barang
Kena Pajak Kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut
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digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor; don (b)
Impor Barang kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang
Kena Pajak tersebut digunakan uniuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang
diekspor;

Diluar dar ketentuan diatas, penyerahan jasa kena pajak di/ke/dari Kawasan Berikat
(Bonded Zone) Daerah Industm Pulau Batam, maka berstatus terutang Pajak
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengenaan terhadap
perlakuan ini akan dilakukan secara bertahap, sebagaimana yang tertuang dalam PP
63/2003 Pasal 4 yang berbunyi :

Pengenaan pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana dimaksud, dilakukan ketentuan sebagai berikut: (1) Untuk
lahap pertama, lerhitung mulai 1 Januari 2004, Pajak Pertambahan Nilai
daw/atau Pajak Penjualam atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau
penyerahan Barang Kena Pajak berupa : (a) Kendaraan bermotor, berupa
segala jenis kendaraan bermotor baik beroda 2 (dua) atau lebih; (b) Rokok dan °
hasil tembakau lainnya; dan (c) Minuman yang beralkohol. (2) Untuk tahap
kedua, terhitung mulai tanggal | Maret 2004, Pajak Pertambahan Nilai
dan/afau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau
penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang-barang elektronik, berupa
segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun
listrik; dan (3) Uniuk tahap selanjuinya, penetapan jenis Barang Kena Pajak
dan‘atan Jasa Kena Pajak yang akan dikenakan Pajak Periambahan Nilai
dan/atanw Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain Barang Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, dilakukan dengan

Keputusan Menteri Kenangan paling lama setiap 6 (enam) bulan.

Dengan berlakunya PP 63/2003 ini, maka atas pemanfaatan barang kena pajak tidak
berwujud dari luar daerah pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean

di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dikenakan
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Pajak Pertambahban Nilai. Kondisi seperti ini memberi penjelasan yang tegas bahwa
harapan masyarakat di Daearh Industri Pulau Batam untuk mendapatkan status
daerahnya menjadi KPB & PB untuk sementara dihilangkan, dan belum tahu kapan

dapat terealisast,

Sejalan dengan mulai dipungutnya PPN dan PPnBM sebagaimana amanat PP
63/2003, penerimaan pajak dari Kota Batam pun meningkat. Sebelum penerapan PP
63/2003 penerimaan pajak dari Kota Batam cenderung menurun. Pada Tahun 2001,
penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp. 62.172,92 Juta, tapt di tahun 2002
penerimaan PPN dan PPnBM menurun sebesar 0,42% menjadi Rp. 61.914,88 Juta.
Namun setelah pemberlakuan PP 63/2003, penerimaan PPN dan PPnBM cenderung
meningkat tajam, Sebagaimana Gambar II.8 yang menunjukkan besarnya
penerimaan pajak penghasilan, PPN, PPnBM dan Pendapatan atas Pajak Lainnya,
tampak bahwa PPN dan PPnBM pada tahun 2003meningkat menjadi Rp. 141.749,71
Juta atau naik 128,94%. Penerimaan PPN dan PPnBM kembali naik 28,32% di tahun
2004 menjadi Rp. 181.891,46 Juta. di Kota Batam, penerimaan pajak pada tahun
2003 meningkat 5,70%, berikutnya di tahun 2004 meningkat 11,98%. Namun di
tahun 2005 terjadi penurunan. Hal in: terjadi karena di Batam teiah berdiri Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Madya, yang sebagian penerimaan pajak di Kota Batam
untuk Wajib Pajak Besar dilakukan di KPP Madya tsb.

REALISASI PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA BATAM

. ¢ OPajak
1,000,000.00 { Penghasilan
o 800,000.00
“ 5 EPPNDAN
2 60000000 % 1’Pn BM
2 5l o
400,000.00 TS ©
& E = O Pendopatan
200,000.00 | S E ﬁ:_ns Pajak
e innya
2002

Gambar II.8. Grafik Penertmaan Pajak dari Kota Batam, 2001 — 2005

Stmber : KPP Pratama Baram
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Masa pemerintahan Presiden Megawati berakhir di tabhun 2004 dan selama masa
pemerintahannya, Presiden Megawati tidak pernah merubah struktur kelembagaan di
Daerah Industri Pulau Batam, Pada pesta demokrast pemilihan umum di pertengahan
tahun 2004, terpilih pasangan pemimpin nasional yang baru, Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kombinasi antara birokrat
yang berlatar belakang militer dengan seorang yang berpengalaman di dunia usaha
diharapkan dapat memberi harapan baru bagi tumbuh dan berkembangnya
perekonomian di Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Paling tidak
upaya untuk menjadikan Daerah Industd Pulau Batam menjadi KPB & PB masih
dibuka kesempatannya. D1 awal masa pemerintahan, seperti juga vang terjadi di
beberapa masa pemerintahan sebelumnya, adanya perubahan kepemimpinan
nasional juga berakibat pada perubahan struktur kabinet. Dan hal ini berdampak
pada struktur kelembagaan yang terjadi pada Daerah Industri Pulau Batam, dimana
pemerintah kemudian menetapkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005
(Keppres 25/2005) tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41
Tahun 1973 ientang Daerah Industri Pulau Batam. Namun secara keseluruhan,
Keppres yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2005 ini, tidak menyentuh pada
perubahan yang subtansial. Perubahan terjadi pada struktur Dewan Pembina Daerah
Industri Pulau Batam yang dikarenakan adanya pejabat-pejabat dari departemen
yang baru masuk dalam struktur kelembagaannyz. Sedangkan struktur OPDIPB
hanya mengalami perubahan pada personel Tim Asistensi, dimana keanggotaan Tim
Asistensi ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Dewan Pembina Daerah Industri Pulaun Batam Hal ini dapat terlihat
pada Gambar I1.9,
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PRESIDEN
DEWAN PEMDIINA DAERAIL OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI
INDUSTRI PULAU BATAM PULAU BATAM
KETUA { ANGGOTA:
MENTERI KOORDINATOR KETUA
BIDANG PEREKONOMIAN
WAKILKETUA I/ KETUA 1 1
HARIAN/ ANGGOTA : - i
MENTERI PERDAGANGAN DEPUTI DEPUTI
WAKIL KETUA IT/ ANGGOTA : ADMINISTRASI PENGAWASAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN DAN
WAKIL KETUA I/ ANGGOTA : PERENCANAAN PENGENDALIAN
MENTERI DAL AM NEGERI
ANGGOTA =
MENKEU, MENPU, MENHUB,
MENNEG RISTEK/K A BPPT, DEPUTI
KA BKPM DAN GUB KEPRI OPERASI
TIM ASISTENSI
Pejabat - Pejabal sciempal yang berasal dari unsur KANTOR
MENKO BID> PEREKONOMIAN, DEPDAG, DEPPERIN,
DEPDAGRI, DEPKEU, DEPPU, DEPHUB, BKPM
Keterangan Garis Wewcnang

............ Garis Koordinasi

Gambar 11.9. Struktur Kelembagaan Dewan Pembina Daerah Industr

Pulau Batam dan OPDIPB Bedasarkan Keppres 25/2005
Sumber ! Keppres 25/2003, diolah kembali

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dapat
mengundang Menteri/Kepala L.embaga Pemerintahan Non Departemen {LPND} lain
vang terkait. Sedangkan tugas Dewan Pembina Daerah Industn Pulau Batam
maupun OPDIPB tidak mengalami perubahan, sama seperti yang tercanturn dalm
Keppres 113/2000.

Pada lingkungan yang lebih luas di Provinsi Kepulauan Riau, untuk memperjelas
identitas daerah dan status tingkat pemerintahannya, maka Kabupaten Kepulauan
Riau yang memiliki nama yang sama dengan nama Provinsinya dirubah namanya
menjadi Kabupaten Bintan. Hal ini setelah pada tanggal 23 Februari 2006
pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 (PP 5/2006)

tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulavan Riau menjadi Kabupaten Bintan

Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Grandy Regel Tuerah, FT Ul, 2008.



Provinsi

Kepulauan Riau.

Secara

ringkas,

70

peraturan perundang-undangan

pembentukan daerah otonom di wilayah kepulavan riau dapat dilihat pada Tabel I1.2.

Tabel 11,2, Peraturan perundang-undangan
pembentukan daerah otonom di Provinsi Kepulavan Riau

PERATURAN
NO | PERUNDANG TENTANG KETERANGAN
-UNDANGAN
] 2 3 4
I. UU Darurat Pembentukan Daerah - Dacrah | Daerah Swatantra Tingkat I Rien melipuli
Ne. 19 Thn Swatantra Tingkat [ Swnalera Barat, | wilaynh daerah  Swalantra  Tingkat 1I
1957 Jambi dan Riau Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan
Rizu dan Kolapraja Pekanban,
2, UU No. 61 Thn | Penetapan Undang-Undang Derumt | Kcberadaon Daerah Swalantra Tingkat 11
1958 Nomor 19 Tahun 1957 fenlang | Kepulauan Riau diperiegas dengan UU
Pembentukan Daerah - Daerah | 61/1958
Swatantra Tingkal [ Sumeatera Barat,
Jambi dan Riau sebagai Undang-
Undang
3 PP No. 31 Thn | Pembentukan Kota Adminisiratif | Di wilayah kepulavan niau terdapat Daerah
1983 Tanjung Pinang Swatanfra Tingkal I Kepulavan Riau /
Daeruh Tk. T Kepulaupn Riau dan Kota
Adminisiratif Tanjung Pinang
4, PP No. 34 Thn | Pembentukan Kotamadya Balam di | D1 wilayah kepulawon rian terdapat Daerah
1983 Wilayah Dacrah Tingkal I Riau Tk. I Kepulauan Riau, Kota Administratif
Tanjung Pinang dan Kotamadyn Batam
5. UU No. 53 Thn | Pembentukan Kabupaten Pelalawan, | Di  wilayah kepulawan rien  lerdapat
1999 Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten | Kabupalen Kepulauan Rian, Kabupaten
Rokan TFilir, Kabupalen Siak, | Karimun, Kabupain Natuna, Kota Batam
Kabupaten Karimum, Kabupaten | dan Koln Administratif Tanjung Pinang
Natunon, Kabupaten Kuanlan
Singingi dan Kera Baiam
6. UU No. 5Thn | Pembentukon Kola Tanjung Pinang | Di  wilayah kepulauan rtou  terdapat
2001 Kaobupaten Kepulavan Riau, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Nawmo, Kota Batam
dan Kola Tanjung Pinang
7. UU No. 25 Thn | Pembentukan Provinsi Kepulaven | Provinsi Kepulavan Riau ierbentuk daa
2002 Riau terdiri dart Kabupaten Kepulauan Riaw,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang
8 UU No. 31 Thn | Pembentukan Kabupaten Lingga di | Provinsi Kepulanan Riau terdiri  dari
2003 Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulruan Riay, Kabupaten
Karimun, Kebupaten Natuna, Kota Batam,
Kota Tanjunp Pinang dan Kabupaten Lingga
9. PP No. 5 Perubahan  Nama  Kabupaten | Provinsi Kepulavan Riau (erdid  dari
Thn 2006 Kepulavan Rian menjadi Kabupaten | Kabupaten DBintan, Kabupaten Karimun,
Bintan Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Natuna, Kola Batam, Kota
Tonjung Pinang dan Kabupaten Lingza
10. | UU No. 33 Thn | Pcmbentukan Kabupalen Kepulavan | Provinsi Kepulauan Rian  terdii  dan
2008 Anambas di Provinsi Kepulawan | Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun,
Riau Kabupaten Natuna, Kotz Batam, Kota
Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga dan
Kabupaten Kepulauan Anambas

Swmnber :Telah dielah dari berbagai sumber
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Perkembangan terakhir saat tulisan ini dibuat, pada tanggal 21 Juli 2008 pemerintah
kembali melakukan pemekaran wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dengan
menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 (UU 33/2008) tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, yang
merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna, maka secara administratif, saat
ini Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari lima kabupaten dan dua kota, yaitu
Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga,
Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang,

I1.1.5. Periode Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Secara yuridis perubahan yang cukup signifikan terjadi di wilayah Kepulauan Riau
pada tahun 2007, khususnya di Daerah Industri Pulau Batam. Di tengah penantian
masyarakat akan status yang lebih jelas buat daerahnya, Pemerintah menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007
(Perppu 1/2007) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-
Undang. Perppu 1/2007 yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2007 memberi sinyal
yang semakin kuat bahwa Daearah Industri Pulau Batam akan diberikan status KPB
& PB. Hal ini terlihat karena dalam Perppu 1/2007 ini pemerintah membuka jalan
yang lebih mudah untuk penetapan suatu daerah atan wilayah sebagat KPB & PB.

Tiga hal penting yang ditegaskan dalam Perppu 1/2007 ini adalah (1) Batas-batas
KPB & PB baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam peraturan
pemerintah tentang Pembentukan KPB & PB; (2) Di dalam KPB & PB dilakukan
kegtatan—kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri,
perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam
peraturan pemerintah tentang pembentukan KPB & PB; dan (3) KPB & PB
merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia vyang
pembentukannya dengan peraturan pemerintah. Jika pada peraturan perundang-

undangan sebelumnya, yakni UU 36/2000 Jo Perppu 1/2000, ketiga hal tersebut
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penetapannya harus melalui Undang-Undang, yang harus melalui svatu proses
politik. Namun dengan Perppu 1/2007 ini, penetapannya cukup hanya dengan
Peraturan Pemerintah, Namun, untuk memperkuat landasan hukumnya dan
menetapkan Perppu menjadi Undang-Undang, maka pemerintah harus meminta
persetujuan politis dari DPR untuk segera mengesahkan Perppu 1/2007 ini menjadi
Undang-Undang.

Untuk memperlihatkan keseriusan dan keinginannya, walaupun terkesan dipaksakan,
pemerintah akhirnya merealisasikan penetapan Daerah Industri Pulau Batam menjadi
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB & PB). Tidak hanya
Batam, ternyata pemerintah juga menetapkan wilayah Bintan dan Karimun sebagai
KPB & PB. Pada tanggal 20 Agustus 2007, pemerintah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 (PP 46/2007) tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Secara bersamaan pemerintah menetapkan juga
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (PP 47/2007) tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Binfan dan Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2007 {PP 48/2007) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Karimun. Penetapan peraturan pemerintah ini mendahului penetapan Perppu
1/2007 menjadi Undang-Undang. DPR baru menyetujyuni penetapan Perppu 1/2007
menjadi Undang-Undang pada tanggal 1 Nopember 2007, melalur Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 (UU 44/2007) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Dengan sah
dan beriakunya UU 44/2007 dan PP 46/2007 sebagai peraturan pelaksanaannya,
maka Daerah {ndustr Pulau Batam tinggal melaksanakan dan mengimplementasikan

kebijakan tentang penetapan daerahnya ini sebagai KPB & PB.
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Kawasan Batam yang ditetapkan sebagai KPB & PB diberi jangka waktu 70 (tujuh
puluh) tahun sebagai KPB & PB sejak diberlakukannya PP 46/2007, dengan batas-
batas KPB & PB Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau
Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru, sebagaimana
tergambar pada Gambar I1.10,
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Gambar I1.10. Peta wilayah KPB & PB Batam
Sumber : PP 16/2007

Di dalam KPB & PB Batam dapat dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi,
seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata
dan bidang lainnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersendiri.
Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi di dalam KPB & PB Batam
dilakukan sesuait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam. Berkenaan
dengan hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan OPDIPB dan hak
pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang
berada di KPB & PB Batam seperti di Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok,
Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru beralih kepada
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

(BPK Batam) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak-hak yang ada
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diatas hak pengelolaan atas tanah sebagaimana dimaksud tetap berlaku sampai masa
berlalunya berakhir. Untuk perpanjangan / pembaharuan hak setelah hak
sebagaimana dimaksud berakhir, akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, segala perjanjian,
kesepakatan, atau kerjasama serta izin atau fasilitas yang diberikan oleh OPDIPB
dan Pemerintah Kota Batam dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya

berakhir.

Dengan terbitnya PP 46/2007 im maka polemik tentang tidak adanya peraturan
perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan kerja antara
Pemerintah Kota Batam dan OPDIPB, yang telah dimulai pasca penetapan UU
53/1999, seharusnya segera berakhir, Hal ini dikarenakan secara kelembagaan segala
urusan yang terkait dengan KPB & PB Batam akan dilaksanakan oleh BPK Batam,
termasuk hal-hal yag berkenaan aset OPDIPB. Aset OPDIPB ini dialihkan menjadi
aset BPK Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam,
sesual dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pegawai pada OPDIPB

dialihkan menjadi pegawai pada BPK Batam.

Untuk segera merealisasikan pelaksanaan kegiatan di KPB & PB Batam, Bintan dan
Karimun serta untuk melengkapi perangkat dan alat kelengkapan kelembagaan yang
harus ada sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, pada tanggal 7 Mei
2008, pemerintah mengeluarkan dua peraturan perundang-undangan yang
merupakan implementasi dari penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai KPB
& PB. Pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 (Perpres 30/2008)
tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dewan
Nasional Kawasan ini berlaku umum untuk seluruh Indonesia, tidak sebatas KPB &
PB Batam, Bintan dan Karimun. Tetapi juga daerah lain yang bakal ditetapkan
sebagal KPB & PB. Dewan Nasional KPB & PB, yang selanjutnya disebut Dewan
Nasional, dibentuk untuk lebih meningkatkan pengembangan KPB & PB. Adapun
tugas Dewan Kawasan Nasional ini, sebagaimana disebutkan dalam Perpres 30/2008

pasal 3 sebagai berikut
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Dewan Nasional bertugas : (1) Menetapkan kebijakan umum dalam rangka
percepatan pengembangan KPB & PB sehingga mampu bersaing dengan
kawasan sejenis di Negara lain; (2) Membantu Dewan KPB & PB dalam rangha
pengelolaan KPB & PB, termasuk dalam upaya penyelesaian permasalahan
strategis yang timbul dalam pengelolaan KPB & PB; dan (3) Melakukan
pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan KPB & PB

Secara kelembagaan, untuk melaksanakan tugas Dewan Nasional, dibentuk : (1) Tim
Pelaksana Pengembangan KPB & PB yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana; dan
(2) Sekretariat. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Nasional
dapat mengundang pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkait,
kalangan dunia usaha, praktisi dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Secara
umum, mekanisme dan tata keja Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugas
ditetapkan oleh Ketua Dewan Nasional, yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden

Peraturan perundang-undangan kedua yang ditetapkah pemerintah pada tanggal 7
Mei 2008 adalah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 (Keppres 9/2008)
tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 (Keppres 10/2008) tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Keputusan Presiden
Nomor 11 Tahun 2008 (Keppres 11/2008) tentang Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Dengan Keppres 9/2008 ini, dibentuk Dewan
KPB & PB Batam dan selanjutnya disebut Dewan Kawasan Batam. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan memperhatikan kebijakan umum KPB &
PB. Secara kelembagaan, untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan
dapat membentuk Tim Konsuliasi. Sedangkan tata Kerja Dewan Kawasan ditetapkan

melalui Keputusan Ketua Dewan Kawasan,

Dengan terbentuknya Dewan Kawasan Batam, maka tugas pertama yang harus
dilakukan adalah membentuk BPK Batam, sebagaimana amanat UU 44/2007. Dan
pada tangpal 25 September 2008, Ketua Dewan Kawasan Batam, yang juga
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merupakan Gubernur Kepulauan Riau menetapkan BPK Batam melalui Peraturan
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam. Peraturan Ketua Dewan Kawasan int ditetapkan pada
tanggal 25 September 2008. Selanjutnya untuk menjalankan fungsi institusi int,
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengisi
personel yang duduk dan bertanggung jawab di Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalut Surat Keputusan Ketua DK
FTZ BBK Nomor Kpts /6 / DK / IX / 2008,

Dengan terbentuknya institusi Badan Pengusahaan KPB & PB Batam besrta
personelnya, maka secara kelembagaan KPB & PB Batam telah lengkap dan dapat
mengimplementasikan daerahnya sebagai KPB & PB. Adapun struktur kelembagaan
dan personel Dewan Nasional, Dewan Kawasan Batam dan BPK Batam secara

terintegrasi dapat dijelaskan melalui Gambar I1.11.
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Gambar II.11. Struktur Kelembagaan Dewan KPB & PB dan
Badan Pengusahaan KPB & PB Batam, Bintan dan Karimun

Sumber : Dari berbagai sumber, telah diolah kembali

I1.2. Kebijakan Institusional di Kota Batam

Memperhatikan evolusi yang telah dialami oleh Kota Batam sejak awal
pengembangannya, yang diawali dengan penetapannya sebagai basis logistik dan
operasional PN Pertamina di tahun 1970 hingga ditetapkan sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB & PB) di tahun 2007, maka
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kebijakan intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat di Kota Batam

berupa kebijakan institusional / kelembagaan yang terkait dengan :

1. Institusi / lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan
pembangunan Kota Batam; dan

2. Status wilayah yang diberlakukan di Kota Batam. Sebagai akibat dari penetapan
status wilayah ini, maka diberikan juga fasilitas-fasilitas fiskal yang melekat

pada status wilayah tersebut.

Terkait dengan keberadaan institusi / lembaga, terdapat banyak institusi / lembaga
yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan
pembangunan Kota Batam. Namun diantara banyak institusi / lembaga tersebut
terdapat dua institusi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar
dalam hal melaksanakan pengembangan dan pembangunan di Kota Batam, yaitu
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) yang mulai
bertanggung jawab sejak tahun 1973 hingga 2007 dan Pemerintah Kota Batam yang
terbentuk pada tahun 1999 dan mulai memilik! tanggung jawab besar pada tahun
2001 hingga sekarang. Sehingga secara institusi, kelembagaan di Kota Batam
dibedakan atas sebelum dan sesuda otonomi daerah. Sebelum pelaksanaan otonomi
daerah, peran pemerintah pusat di daerah, yang dalam hal ini OPDIPB sangat besar
dan kuat di Kota Batam. OPDIPB seakan bertindak sebagi institusi tunggal dalam
melaksanakan pengembangan dan pembangunan Kota Batam. Namun setelah
otonomi daerah, yang implementasinya mulai dilaksanakan pada tahun 2001, tenjadi
penguatan peran pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Batam. Tabel I1.3 secara
rigkas terlihat institusi-institusi yang terdapat di Kota Batam beserta rentang waktu

dan dasar hukum pelaksanaannya
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Tabel I1.3. Matriks institusi di Kota Batam dan masa berlakunya

Setelah Otonomi
Daerah
Periode Periode Periode | Pericde Periode

Institusi / Lembaga ! 2 3 4 5
1970 1 1971 | 1973 | 1983 | 1999 | 2004
Selelah

Sebelum
s/d s/d s/d s/d s/d s/d 2007

Sehelum Otonomi Daerah

19701 Jo71 | 1973 | 1983 | 1999 | 2004 | 2007
Pemda Tk. I e N R R DR U
Riau
Pemprov
Kepri

Pemda
Tk. 1/
Provinsi

Pemda Tk. I1
Kepri
Pemkodya
Balam
Pemko
Batam

Pemda
Tk.II/Kab/
Kota

PN Periamina
Badan Pimpinan
DIPB

Otorita
Pengembangan
DIPB

DK dan BF KPB
& PB Batam

Institsi Pemerintah
Pusat di Kola
Batam

Keterangan : Periode 1 : Periode Awal Pengembangan Batam; Periode 2 @ Periode Pembangunan
dan Peran OPDIPB; Periode 3 : Periode Otonomi Dacrah dan Peran Pemerintah Kola Baiam; Periode
4 ; Periode Pemberlakuan PPN dan PPnBM; dan Periode 5 : Periode Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas.
Sumber @ Peraturan perundang-undangan, dan telah diclah kembali.

Dari Tabel I1.3 diatas, sejak Kota Batam dimulai pengembangannya langsung oleh
pemerintah pusat, terlthat bahwa institusi yang bertanggung jawab di Kota Batam
setidaknya terdiri dari 3 (tiga) institusi yaitu Pemerintah Daerah Tingkat I atau
Pemerintah Provinst, Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Kabupaten /
Kota dan institusi pemerintah pusat di Kota Batam. Keberadan ketiga institusi yang
memiliki tanggung jawab yang nyaris sama terhadap pengembangan dan
pembangunan Kota Batam, berpotensi untuk menimbulkan permasalahan

kewenangan.

Sedangkan kebijakan intervensi pemerintah pusat berupa kebijakan institusional
yang terkait dengan penetapan status wilayah yang diberlakukan, Kota Batam
terlihat seperti laboratorium mini bagi pemerintah pusat. Hal ini tampak dari

berbagai kebijakan yang telah diterapkan di Kota Batam. Bahkan beberapa kebijakan
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vang diterapkan tersebut menjadikan Batam kehilangan dasar hukum status
wilayahnya. Di sist lain, penerapan kebijakan-kebijakn tersebut juga tidak
memperhatikan kondisi wilayah dan penduduk di Kota Batam. Kondisi yang dialami
Kota Batam dengan berbagai kebijakan yang menimbulkan kekhususan dan
perbedaan dengan daerah lain, berakhir dengan kebijakan penetapan Kota Batam
sebagat KPB & PB. Hal ini memperjelas bahwa apa yang direncanakan oleh
pemerintah pusat di Kota Batam sejak awal pengembagannya akan berakhir sebagai

KPB & PB dengan percobaan-percobaan kebijakan yang diterapkan di Kota Batam,

Tabel I1.4. Matriks status wilayah di Kota Batam dan masa berlakunya

Sctelah
Sebelum Petnungutan PPN & PPnBM Pemungutan
Status Wilayah PPN & PPABM | Dasar
1970 | 1971 § 1974 | 1978 1986 | 1992 | 1996 | 2004 | 2007 /d | 1lukum
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d sfd Des
1971 | 1974 | 1978 | 1986 1952 | 1996 | 2003 | 2007 2008
Basis Logistik Sk Keppres
dan Operasional |. "~
PN Pertamina T 65/1970
. Keppres
Daerah Industri 7411971
Bonded - -
Warehouse (Batu o Keppres
Ampar, Sekupang 33/1974
dan Kabil)
Bonded
[¥arehonse v E Keppres
(menyeluruh iy, 41/1978
Pulau Baiam) N
Kawasan Berikat P PP
(menyeluruh o dF
Pulau Balam) Tl 22/1986
Kawunsan Benkat
(Pulau Batam, Keppres
Rempang dan 2871992
Galang)
Tempat pp
Pcnimbunan
Berikat 3371996
PP
KPB & PB ~{ 46/2007

Swumber : Peraturan perundang-undangan, diolah kembali,

Kebijakan penerapan status wilayah di Kota Batam diawali sebagai basis logistik dan
operasional PN Pertamina, lalu sebagai daerah industn, donded warehouse, kawasan
berikat, tempat penimbunan berikat hingga akhirnya menjadi kawasan perdagangan

bebas dan pelabuhan bebas. Dari Tabel 1.4 diatas terlihat bahwa Kota Batam telah
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mengalami evolusi status wilayah. Status wilayah yang diberikan kepada Kota
Batam, diikuti dengan pemberian fasilitas fiskal karena fasilitas-fasilitas fiskal
tersebut melekat pada status wilayah. Kebijakan status wilayah dan fasilitas fiskal
tersebut diberikan kepada Kota Batam untuk kepentingan industri dan investasi.
Namun evolusi yang dialami oleh Kota Batam memberikan fasilitas-fasilitas tersebut
juga kepada masyarakat luas, yang kondisi seperti ini merupakan kondisi yang
selayaknya sebagai KPB & PB.

Kondisi yang paling sanpat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan adalah
sebelum dan sesudah pemerintah menetapkan kebijakan untuk memungut PPN dan
PPnBM. Kebijakan pemerintah untuk memungui PPN dan PPnBM di Kota Batam
bagi kegiatan diluar kegiatan industni dan investasi di Kawasan Berikat, memberikan
kondisi yang berbeda di masyarakat. Jika sebelum tahun 2004 masyarakat dibuai
dengan fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM maka setelah tahun 2004 masyarakat
Kota Batam merasakan kondisi yang sama dengan daerah lain di Indonesia, yaitu
merasakan dampak dari pemungutan PPN dan PPnBM. Namun satu hal penting yang
perlu diperhatikan, bahwasannya pemungutan PPN dan PPnBM ini tidak berlaku
bagi kegiatan industri dan investasi di Kota Batam. Artinya, tidak ada perbedaan
fasilitas fiskal yang dilakukan di Kota Batam untuk kegiatan industri dan investasi.
Kegiatan industrt dan investasi di Kota Batam secara umum tetap memperoleh
fasilitas fiskal berupa pembebasan PPN dan PPnBM. jadi matriks sebagaimana Tabel
I1.4 diatas membedakan status wilayah yang ditetapkan di Kota Batam dengan
berbagai fasilitas yang diberikan, termasuk pembebasan PPN dan PPnBM untuk
kegiatan sesuat status wilayahnya. Di sisi lain tabel I1.4 tersebut membedakan
kondisi sebelum dan sesudah pemerintah menetapkan pemungutan PPN dan PPnBM

bagi kegiatan di luar kegiatan industri dan investasi.

Dalam penjelasan lain OPDIPB dan ditinjau dari internal institusi OPDIPB,
pengembangan Pulau Batam sejak awal hingga sekarang telah mengalami enam
periode pembangunan. Dimana periode pembangunan ini sangat terkait dengan
individu yang memimpin OPDIPB sebagai institusi pemerintah pusat. Lamanya

masa tugas dari pimpinan OPDIPB tersebut dapat dilihat pada Tabel I1.5
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Tabel I1.5. Periode Pembangunan Kota Batam

. Penangpung Jawab
No Periade Pembangunan Tahun { Ketuz OPDIPB
l. Persiapan (Oil Based Period) 1971 - 1976 Ibnu Sulowo
2. | Konseclidasi 1976 - 1978 JB. Sumarlin
3. [ Pembangunan Prasarana dan Penanaman { 1978 — Maret { BJ. Habibie
Modal 1998
4, Pembangunan Prasarana dan Penanaman | Maret 1998 — JE. Habibic
Modal Lanjutan Juli 1998
5. t Pengembangan pembangunan prasarana | Juli 1998 — Ismeth Abdullah
dan penanaman modal lanjutan dengan | April 2005
perhatian lebih besar pada kesejahieraan
rakyal dan perbaikan iklim investasi
6. | Pengembangan Batam, dengan penekanan | Apnl 2005 — Mustofa Widjaja
pada peningkatan sarana dan prasarana, | Seplember
penanaman  moedal  serla  kualitas | 2008
lingkungan hidup

Sumber - Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan telah diolah kembali

Pada periode pembangunan ini, tampak bahwa pemerintah pusat telah secara
terencana mempersiapkan pengembanagan dan pembangunan Kota Bata. Diawali
dengan periode persiapan dan konsolidasi, pengembanagn Kota Batam dilanjutkan
dengan periode pembangunan prasarana dan penanaman modal. Pada periode inilah
pembangunan infrastruktur mulai dibangun sehingga dapat menarik investast masuk
ke Kota Batam. Periode-periode berikutnya tinggal melanjutkan pembangunan
prasarana dan penanaman modal. Setelah pemerintah menetapkan kebijakan otonomi
daerah dan seiring dengan penguatan peran Pemerintah Kota Batam, OPDIPB juga
memulai dengan periode pembangunannya yang tidak saja berorientasi pada
pembangunan prasgrana dan penmanaman modal semata tapi juga memberikan
perhatian yang besar pada kesejahteraan rakyat dan pengembangan tklim investasi.
Disamping itu peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi perhatian besar
OPDIPB.

IL.4. Faktor Singapura Mempengaruhi Kebijakan Institusional dan Investasi di

Kota Batam

Kedekatan wilayah Batam (dan juga Bintan dan Karimun) dengan Singapura
memberi peluang kepada ketiga kawasan ini untuk menampung kelebihan kapasitas

investasi yang berada di Singapura. Hal inilah yang membuat BJ Habibie pada saat
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ditugaskan membuat perencanaan dan pengembangan di Batam, mengemukakan
suatu ide yang dikenal dengan Teori Balon, dimmana beliau mengemukan pandangan
bahwa jika satu balon ditiup terus menerus maka pada suatu waktu balon tersebut
akan meletus karena keterbatasan ruang. Hal ini beliau analogiskan dengan kondist
Singapura, dengan pertumbuhan ckonomi dan investasi yang cukup pesat tapi
memiliki keterbatasan wilayah, maka kondisi Batam dan wilayah-wilayah lain
disekitarnya diharapkan akan mampu menampung kelebihan dari kapasitas yang
dimiliki oleh Singapura. Sehingga harus diakui bahwa pengembangan Batam dan
wilayah disekitarnya selain dikarenakan kebijakan intervensi pemerintah pusat juga
dikarenakan oleh faktor Singapura yang telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan

pertumbuhan ekonomi dunia.

Penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai KPB & PB juga dipengaruhi oleh
faktor Singapura, terutama dari kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di ketiga
kawasan tersebut. Sebelum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
KPB & PB Batam, Bintan dan Karimun di tahun 2007 terbit, setahun sebelumnya
tepatnya pada tanggal 25 Juni 2006, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan
persetujuan kerangka kerja sama ekonomi di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
dengan Pemerintah Singapura. Dimana dalam persetujuan tertulis yang
ditandatanganmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mewakili
Pemerintah Indonesia dan Menteri perdagangan dan Industri mewakili Pemerintah
Singapura tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura
berhasrat untuk mempromosikan kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak atas
dasar persamaan dan saling menguntungkan, terutama dalam pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) / Special Economic Zone (SEZ) khususnya di
Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Selain itu, Pemerintah Singapura menyarankan
kepada Pemerintah Republik Indonesia jika ingin membangun KEK, maka harus
memperbaiki : (1) Kerangka institusional; (2) Konsistensi kebijakan; (3) Kerangka
regulast untuk mejalankan kebijakan dan perbaikan infrastruktur; dan (4)
Memberikan insentif kepada investor. Pada momen intlah Pemerintah Indonesia
merencanakan membentuk Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa wilayah

Republik Indonesta.
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Pembangunan KEK ini adalah salah satu strategi Indonesia untuk mendorong
investasi dan meningkatkan daya saing internasional, pertumbuhan, penciptaan
lapangan kerja dan penerimaan devisa. Pengembangan KEK di Batam, Bintan dan
Karimun akan menjadikan kawasan im sebagai pusat pertumbuhan yang
keuntungannya akan dirasakan di pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau maupun
wilayah lainnya. Keberhasilan implementasi dari KEK di pulau-pulau ini juga akan
menjadi contoh yang dapat ditiru oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.
Keberhastlan Singapura dalam mengembangkan KEK di China, India dan Vietnam
memberikan harapan bahwa kesepakatan yang dihasilkan antara Pemerintah RI
dengan Singapura dalam mengembangkan kawasan Batam, Bintan dan Karimun
agar dapat berkolaborasi untuk bersaing secara ekonomi menghadapi Cina, India dan
Vietnam. Sehingga pada tahun 2007, pemerintah pusat benar-benar merealisasikan
Kawasan Ekonomi Khusus tersebut di Pulau Batam, Bintan dan Karimu dengan
menetapkan ketiga wilayah tersebut sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas.

Fakta lain yang menggambarkan adanya pengaruh yang kuat dari Singapura terhadap
perkembangan perekonomian di Batam, dapat dilihat dari banyaknya jumlah

perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) milik Singapura.

JUMEAH PMA BERDASARKAN ASAL NEGARA

JURMLAH PERUSAIIAAN

O TOTAL : 476 PERUSAHAAN

Gambar I1.12. Grafik jumlah perusahaan PMA di Batam berdasarkan asal negara

Sumber : Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
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Sebagaimana terlihat pada Gambar II.12, bahwa sampai dengan Desember 2007,
sebanyak 346 Perusahan atau 72,69% dari 476 Perusahaan PMA di Batam
merupakan perusahaan milik Singapura, berikutnya 31 perusahaan milik Malaysia,
20 Perusahaan mulik Tatwan, 15 perusahaan milik Jepang, 15 perusahaan milik
Korea, 9 perusahaan milik USA, 10 perusahaan milik Australia, 9 perusahaan milik
China, 3 perusahaan milik Inggris, 2 perusahaan milik Jerman dan 13 perusahaan

milik negara lainnya.

Dilihat dari nilai investasi PMA berdasarkan asal masing-masing negara, Singapura
juga menjadi penyumbang nilai investasi terbesar di Batam yaitu sebesar US$
717.834 Juta atau sebesar 70,77% dari nilai total investasi PMA berdasarkan asal
negara. Berikutnya adalah Jepang sebesar US$ 128.818 Juta (12,70%), Malaysia
sebesar US$ 65.839 Juta (6,49%), Taiwan sebesar US$ 33.284 Juta (3,28%), USA
sebesar US$ 18.934 Juta (1,87%), Korea sebesar US$ 12.810 Juta (1,26%) dan
negara-negara lainnya sebesar US$ 35.791 Juta (3,53%). Hal ini sebagaimana
terlthat dalam Gambar 11.13

NILAT INVESTASI PMA BERDASARKAN ASAL NEGARA
(SAMPAI DESEMBER 2007)

JTAT8M
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Gambar I1.13. Grafik nlat investasi PMA di Batam berdasarkan asal negara
Sumber : Otorita Pengembangan Daerah Indusiri Pulau Batam

Jika dilihat dari kerjasama (joinf venfure) investasi PMA dengan Indonesia, sampai
dengan Desember 2007, juga terlihat bahwa kerjasama investasi PMA antara
Singapura dan Indonesia di Batam memberikan porsi yang terbesar, yaitu sebesar

USS 1,212,961,203 atau sebesar 41,65% dari nilar (otal dari kerjasama investast
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negara-negara PMA dengan Indonesia yang bernilai US$ 2,912,341,004. Hal yang
sama juga terlthat dari kerjasama investasi antar sesama PMA (tidak termasuk
Indonesia), dimana Singapura mendominasi kerjasama investasi antar sesama PMA
di Batam. Secara keseluruhan kerjasama investasi antar PMA ini memberi kontribusi

sebesar US$ 838,956,157 bagi Batam.

EKSPOR BATAM MENURUT NEGARA TUJUAN UTAMA

JUTA LSS

ETOTAL: 606118 (JUTA USS)

Gambar II.14. Grafik ekspor Batam menurut negara tujuan utama
Sumber : Otor'ta Pengembanigan Daerah Industri Pulau Batom

Selain itu, dilihat dari besarnya nilai ekspor Batam menurut negara tujuan utama,
tampak pula bahwa Singapura mendominasi besarnya nilai ekspor dart Batam.
Sebagaimana Gambar I1.14 terlihat bahwa sampai dengan Desember 2007, dari nilai
total ekspor Batam sebesar US$ 6,061.18 Juta, sebesar 61,96% dari nilat ekspor
Batam tersebut, atau sebesar US$ 3,753.56 Juta, merupakan ekpor ke negara tujuan
Singapura. Sisanya merupakan ekspor Batam ke Jepang (US$ 337.56 Juta), USA
(US3$ 297,33 Juta), Malaysia (US$ 168.44 Juta), Australia (US$ 239.60 Juta),
Hongkong (1JS$ 115 06juta), Perancis (US$ 129,26 Juta), China (US$ 234.22 Juta)
dan Belanda (US$ 100,85 Juta)
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LITERATUR REVIEW

Pengembangan dan pembangunan Kota Batam tidak terlepas dari kebijakan-
kebijakan intervensi yang terencana oleh pemerintah pusat di Kota Batam sejak awal
pengembangannya di tahun 1970. Intervensi, sebagaimana dimaknai oleh Muladi,
dkk (2003) sebagai tindakan rekayasa yang disengaja atau direncanakan melalui
instrumen undang-undang, kebijakan, dan peraturan serta pengalokasian
sumberdaya. Kebijakan, seperti yang dirangkum oleh Sugiyanto (2003) dari berbagai
pendapat pakar mengandung arti sebagai seperangkat keputusan untuk menghadapi
situasi tertentu, yang dijiwai oleh nilai-mlai, sikap atau anutan tertentu, dengan
kelengkapan ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk
mencapainya. Sedangkan menurut Edi Suharto (2005) kebijakan dinyatakan sebagai
suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak
yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
Sehingga kebijakan intervensi dalam tulisan ini dimaknai sébagai ketetapan atau
keputusan yang dibuat negara secara sengaja dan direncanakan untuk mencapai
tujuan tertentu melalui instrumen peraturan perundang-undangan dan pengalokasian

sumber daya.

Negara sebagai institusi merupakan bentuk nyata keberadaan negara yang bekerja
sebagat fungsi legislative, eksekutif dan judikatif. Institusi negara berada pada
berbagai level nasional, regional dan local yang akan mempengaruhi tingkat
kebebasan nstitusi di tingkat pusat dan penerapan kebijakan pusat di daerah / local.
Negara atau birokrasi sebagaimana dinyatakan oleh Didik J. Rachbini (2002) adalah
sebuah entitas kelembagaan yang paling dominan dan sangat berpengarch dalam
kehidupan ekonomi. Negara mempunyi posisi sentral sejalan dengan semakin
meningkatnya peranan atau pengaruh negara terhadap perkembangan ekonomi dan
kehidupan masyarakat, karena ditangannya tergenggam kewenangan politik dan
sumber daya ekonomi yang sangat besar. Pengaturan dan pengawasan berbagai

aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang semula tidak dikenal atau
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menjadi domain privat, dilakukan negara / pemerintah sebagai pengaruh konsep

welfare state, termasuk dalam urusan perekonomian khususnya kegiatan investasi.

Dengan kewenangan yang kuat dan sumber daya ekonomi yang besar, pemerintah
melalui kebijakan-kebijakannya menjadikan Kota Batam sebagai daerah yang
berbasis industri yang berorientasi ekspor sehingga investasi diharapkan dapat
tumbuh. Modernisasi dan kompleksitas sistem memerlukan dukungan institusi yang
baik, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengatur Kota Batam sejak awal
melalui kebijakan-kebijakan intervensi berupa kebijakan institusional. Kebijakan-
kebijakan pemerintah di Kota Batam terakhir dengan ditetapkannya sebagai suatu
KPB & PB.

{I11.1. Pengertian Investasi

Dalam Kamus Ekonomi, Winardi (1982) mengemukakan bahwa investasi
mempunyai dua makna yakni, pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi
dan benda-benda tidak bergerak setelah dilakukan analisa akan menjamin modal
yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang
membedakannya dengan spekulasi. Kedua, investasi berarti pembelian alat produksi
(termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang

{Sentosa Sembiring, 2007, h.56-57).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UU 25/2007) tentang
Penanaman Modal (UUPM) disebutkan bahwa penanaman modal adalah segala
bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri

maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah NKRI.

Pemaharnan istilah investast dalam arti ekonomi sering memiliki persepsi yang
berbeda dengan pemahaman masyarakat pada umumnya. Teori ekonomi memberi
pengertian investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang
modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan

terutama untuk menambah barang-barang medal dalam perekonomian yang akan
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digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan perkataan
lain, sebagaimana dinyatakan oleh Sukirno (2000) dalam teori ekonomi investasi
berarti suatu kegtatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu
prekonomian. Investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dapat

dilakukan oleh perusahaan swasta atau pemerintah.

Investast perusahaan merupakan komponen terbesar dari investasi dalam suatu
negara pada suatu periode tertentu. Pengeluaran investasi swasta dapat berupa
pembangunan pabrik dan bangunan industri pembelian mesin dan peralatan
produksi dan pengeluaran untuk menyediakan bahan baku dan bahan penolong bagi
kegiatan produksi. Perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi ini sebagai
upaya memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukannya di masa

yang akan datang.

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan untuk menunjang
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu wrvestasi pemerintah sering dinamakan
investasi sosial. Disebut sebagai investas] sosial karena kebanyakan dari pengeluaran
ini digunakan untuk menciptakan modal tetap sosial atau social overhead capital.
Investasi-investasi yang dilakukan pemerintah dapat berupa penyediaan infrastruktur
seperti pembangunan }alan raya, pelabuhan, mendirikan sekolah dan rumah sakit,

membangun irigasi dan lain sebagainya.

I11.2. Teori Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen dalam pendapatan nasional suatu negara.
Investasi disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal
merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat.
Komposisinya akan sangat bergantung pada keadaan perekonomian suatu negara.
Bila kondisi perekonomtan dalam keadaan membatk maka nilai investasi akan
meningkat, sebaliknya bila perekonomian dalam keadaan krisis maka kondisinya

akan menurun.
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Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) terdapat dua peran yang dibawa investasi
dalam makroekonomi suatu negara, yaitu : (i) mempengaruhi output jangka pendek
melalul pengaruhnya terhadap permintaan agregat, dimana investasi merupakan
komponen pengeluaran yang cukup besar dan berubah-ubah sehingga perubahan
besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan pada
akhirnya akan berakibat juga pada output dan kesempatan kerja; (ii) mempengaruhi
pertumbuhan output jangka panjang melalui pengaruhnya terhadap pembentukan
modal pada output potensial dan penawaran agregat, dengan menghimpun sejumiah
gedung dan peralatan yang berguna bagi output potensial suatu bangsa bertambah

dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Dalam investasi tercakup dua tujuan utama vaitu menggantikan bagian dari
penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada
(investasi neto). Dalam perhitungan statistik pendapatan nasional, pengertian
investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal
dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam stok barang
perusahaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam stok barang
perusahaan yang berupa bahan mentah, barang belum diproses dan barang jadi.
Dalam konsep ekonomi nasional, perubahan kapital selalu dianggap sebagai

investast.

Kehadiran investasi di suatu negara dapat memberikan manfaat yang cukup luas
karena investast dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal dan
menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku serta menambah
devisa, terutama dari investor yang berorientasi ekspor, menambah penghasilan
negara dari sektor pajak penghasilan, walaupun ada insentif pajak lain yang
dibertkan pada para investor, adanya alih teknologi (#ramnsfer of technology) maupun
alih pengetahuan (transfer of know how). Dari sudut pandang ini kehadiran investasi
cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama pembangunan
ekonomi di daerah dimana investor menjalankan aktivitasnya. Suhardi (2004)

mengemukakan arti penting kehadiran investor asing sebagai berikut :
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Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio,
karena investasi langsung lebih permanent. Selain itu investasi langsung : (a)
memberikan kesempatan kerja bagi penduduk; (b) mempunyai kekuatan
pengganda (multiplier effect) dalam ekonomi lokal; (c) memberikan residu baik
berupa peralaian maupun alih teknologi; (d) bila produksi diekspor memberikan
Jjalem atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping
memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara; (e) lebih tahan terhadap
Jhiktuasi bunga dan valuta asing; dan (f) memberikan perlindungan politik dan
keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya

bantuan keamanan juga akan diberikan.

Berkaitan dengan itu Jhingan {1999) berpendapat perlunya penguasaan negara dalam
mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber investasi langka yang kurang
diminati swasta dan sekaligus dapat mempengaruhi arah investasi swasta yang
berorientasi ke pembanggunan. Pihak swasta akan melakukan penanaman modal jika
terdapat keuntungan yang diharapkan di masa depan, sehingga faktor-faktor seperti
tingkat keuntungan yang diramalkan, suku bunga, ramalan mengenai keadaan
ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan
keuntungan yang akan diperoleh perusahaan menjadi sangat menentukan (Imelda,

2006, h.14).

TH.3. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan neoklasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar,
yakni: Y=Ae" KL dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal
fisik dan modal manusia, L. adalah tenaga kerja nonterampil, A adalah suatu
konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar, sedangkan e" melambangkan
konstanta kemajuan tingkat teknologi. Adapun simbol @ melambangkan elastisitas
output terhadap modal {atau perentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1 persen
penambahan modal fisik dan modal manusia). Hal itu biasanya dihitung secara
statistik sebagai pangsa modal dalam total pendapatan nasional suatu negara. Karena

a. diasumsikan kurang dari satu dan modal swasta diasumsikan dibayar berdasarkan
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produk marjinalnya sehingga tidak ada ekonomi eksternal, maka formulasi teori
pertumbuhan neoklasik int memunculkan skala hasil modal dan tenaga kerja yang
terus berkurang (diminishing returns). Kondisi tenaga kerja di Indonesia yang mudah
berpindah dari sektor formal ke sektor informal tanpa melalui suatu proses adaptasi
yang lama. Para pekerja dapat melakukan kegiatan di sektor informal walaupun
tingkat pendapatan mereka berkurang jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan
apabila bekerja pada sektor formal. Kondisi pekerja yang mudah berpindah jenis
pekerjaan sehingga memiliki tingkat produktifitas yang bervariasi sesuat dengan

yang dinayatakan oleh Cobb - Douglas

Investasi yang dilakukan baik oleh swasta (PMA dan PMDN) maupun oleh
pemerintah akan memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Semakin tinggi investasi yang dilakukan maka akan membawa dampak pada
pertumbuhan ekonomi yang lebih batk. Karenanya maka investasi sering dianggap
sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi
sering diungkapkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi adalah dengan cara meningkatkan penanaman modal dan sumber daya
manusia. Dengan demikian kegiatan investasi yang semakin tinggi serta tingkat
pendidikan yang semakin baik akan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan

ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi mengggambarkan adanya kenaikan output dalam
perekonomian. Qutput dalam perekonomian sering diistilahkan dengan Produk
Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat
daerah, PDB atau PDRB didefinisikan sebagat total nilai barang-barang dan jasa
yang diproduksi dalam perekonomian nepara (daerah) yang bersangkutan tanpa

membedakan dari mana asal faktor produksi yang digunakan.

Dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi banyak diungkapkan melalui teori
pertumbuhan ekonomi. Salah satu teori ekonomi yang menganalisa hubungan antara
tingkat investasi dan pertumbuhan eckonomi adalah Teori Harrod-Domar vyang

menyimpulkan adanya hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal
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keseluruhan dengan output agregat. Teor1 Harrod-Domar pada dasarnya melengkapi
analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Hubungan analisis
Keynes dengan teori Harrod-Domar bahwasannya Teori Keynes pada hakekatnya
menerangkan bahwa pengeluaran agregat (Agregate Expenditure = AE) akan
menentukan tingkat kegiatan ekonomt atau output agregat (Y). Dalam perekonomian
dua sektor pengeluaran agrepat terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga (C)

dan pengeluaran investasi perusahaan (I), dengan demikian :
Y = AE ; dimana AE=C+1, sehingga Y=C +1 3.1)

Analisis yang dikembangkan oleh Keynes ini menunjukkan kepada kita bagaimana
konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan akan menentukan tingkat output
agregat. Sementara itu teort Harrod-Domar selangkah lebih maju dari teon Keynes.
Teori Harrod-Domar mengingatkan bahwa sebagat akibat dari investasi yang
dilakukan tersebut maka pada masa berikutnya akan terjadi penambahan kapasitas
barang-barang modal datam perekonomian. Selanjutnya, dalam teori Harrod-Domar
dianalisis keadaan yang harus terjadi agar pada masa berikutnya barag-barang modal

yang tersedia tersebut akan digunakan sepenuhnya.

Secara sederhana teori Harrod-Domar menecrangkan jawaban terhadap persoalan
tersebut, yaitu agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan sepenuhnya,
maka permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang
moda! yang terjadi sebagai akibat dari investast pada masa lalu. Dalam
perekonomian, seperti yang dinyatakan Sukirno (2000) dua sektor pertambahan
pengeluaran agregat harus terjadi dari kenaikan investasi. Ini berarti untuk menjamin
pertumbuhan ekonomi yang teguh, investasi harus terus menerus mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun, sebab investasi merupakan sumber untuk terjadinya

peningkatan stok modal.

Tingkat pertumbuhan output (PDB dan PDRB) selanjutnya dapat diturunkan dari
keterkaitan hubungan antara investast, tabungan dan pendapatan nasional. Investasi

akan meningkatkan stok barang modal yang memungkinkan terjadinya peningkatan
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output. Sumber dana untuk investasi berasal dari sebagian pendapatan (output) yang
ditabung. Secara matematis hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
Tingkat output suatu perekonomian (Y) mempunyat hubungan proporsional
(konstan) dengan jumlah stok barang modal (K) ; yang dirumuskan sebagai :
Y=kK ; (3.2)
dimana Y  adalah output
K adalah stok modal
k  adalah rasio output terhadap barang modal atau capital-output
rasio (COR) yaitu angka yang menunjukkan berapa jumlah
output yang dapat dihasilkan dart stok modal yang tersedia.

Untuk mampu melakukan investasi maka perekonomian harus menyisihkan sebagai
pendapatan (output) — nya untuk ditabung, Bila tabungan merupakan bagian dart
pendapatan, maka hubungan antara tabungan {S) dan output (Y) adalah :
S=sY; (3.3)
dimana § adalah tabungan
s adalah proporsi pendapatan yang akan ditabung atau dikenal

dengan marginal propensity to save (MPS)

Tingkat pertumbuhan output keseimbangan dicapai apabila ada keseimbangan antara

tabungan dan investasi , yaitu S =1, sehingga :

S=s.Y=AK=k.AY =1 (3.4)
sY =k AY (3.5)
AY/!Y =s/k (3.6)

dimana A Y/Y adalah pertumbuhan ekonomi.

Persamaan di atas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan output ( A Y /Y )
ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, s, dan rasio modal terhadap
output, k. Tingkat pertumbuhan output berhubungan secara positif dengan rasio
tabungan nasional. Hal ini berarti semakin banyak bagian pendapatan yang ditabung
dan diinvestasikan maka pertumbuhan output (PDB) akan semakin besar. Tetapi

sebaliknya, tingkat pertumbuhan output berhubungan secara negatif terhadap rasio
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output (COR), yang artinya bahwa semakin besar nilai COR maka tingkat

pertumbuhan output justru semakin kecil.

Logika dari persamaan di atas adalah bahwa agar perekonomian mengalami
pertumbuhan maka perekonomian harus melakukan tabungan (S = sY) dan investasi
(I=A K). Lebih banyak bagian pendapatan yang ditabung dan diinvestasikan maka
akan lebih tinggi tingkat pertumbuhannya. Akan tetapi tingkat pertumbuhan yang
dapat dihasilkan dari tabungan tersebut tergantung dari produktifitas investasi, yang

tercermin dari rasio modal terhadap output (1/k atau 1/ COR).

I11.4. Investasi dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik

Pengeluaran publik berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menurut Barro
(1990) bergantung pada jenis pengeluaran vang dibelanjakan pemerintah. Jenis
pengeluaran pemerintah untuk aktivitas produktif seperti investasi serta aktivitas
produktif lainnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Hambatan
terhadap pertumbuhan ekonomi akibat pengeluaran pemerintah (growth-retarding)
dapat terjadi sehingga perlu diperhatikan jenis pengeluaran pemerintah agar tidak
menghambat laju pertumbhan ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan meningkatkan pengeluaran

pemerintah yang juga tinggi.

Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan
peningkatan ataupun penurunan pertumbuhan ekonomi. Sepertt juga yang
diungkapkan oleh Harrod — Domar (teori ekonomi makro tradisional, Keynesian)
yaitu beberapa jenis pengeluaran publik memberikan pengaruh positif pada
pertumbuhan ekonomi. Teori ini berlandaskan pada peranan investasi yang tidak
hanya memberikan pengaruh melalut proses pengali (multiplier) terhadap
permintaan agregat saja, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruh
kapasitas produksi. Investasi dalam jangka panjang dapat menambah modal atau stok
capital. Setiap penambahan modal masyarakat, maka akan meingkatkan kemampuan

masyarakat dalam menghasilkan keluaran sehingga terjadi pertumbuhan.
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IT.5. 1klim dan Daya Tarik Investasi

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi maka perlu mendorong investasi
(PMA/PMDN) melalui upaya perbaikan iklim investasi. Stern (2002) mengatakan
bahwa iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik
yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang
dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi, Tiga faktor
utama dalam mendukung iklim investasi mencakup:

1). Kondist ekonomi makro: termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan
ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik;

2). Kepemerintahan dan kelembagaan; termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan,
perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan
keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil; dan

3). Infrastruktur: mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik,

dan air,

Masuknya investasi ke suatu negara atau daerah tergantung dari daya tarik negara
atau daerah tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang kondusif.
Keberhasilan negara atau daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap
investast salah satunya tergantung dart kemampuan negara atau daerah dalam
merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta
peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan negara atau
daerah dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagat ukuran daya
saing perckonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting
dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Selain
faktor makroekonomi yang kondusif, adanya pengembangan sumber daya manusia
dan infrastruktur dalam artian luas juga menentukan iklim investasi. Hal ini
menuntut adanya perubahan onientasi dari peran pemerintah, yang semula lebih
bersifat sebagai regulator, menjadi supervisor, sehingga peran swasta dalam

perekonomian dapat berkembang optimal.
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Studi yang dilakukan Asian Development Bank bekerjasama dengan Kantor
Kementerian Koordinator (Menko) Perekonomian dan Badan Pusat Statistik pada
tahun 2003 tentang iklim investasi dan produktivitas di Indonesia menunjukkan
beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha, antara lain: (1)
Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan peraturan serta ketidakstabilan ekonomi
makro; (2) Korupsi, baik oleh aparat pusat maupun daerah; (3) Peraturan
ketenagakerjaan, yang lebth menjadi masalah dibandingkan masalah kualitas tenaga
kerja; (4) Biaya keuangan (financing), lebih menjadi masalah dibandingkan masalah
akses; (5) Pajak tinggi, lebih menjadi masalah dibandingkan administrasi pajak dan
pabean; (6) Ketersediaan listrik.

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah juga sangat bergantung kepada daya
saing investasi yang dimilikl oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi
suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi,
berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak
faktor. Pelaku utama investasi adalah kalangan dunia usaha. Untuk mengetahui
faktor-faktor yang signifikan mempengaruht daya saing investasi suatu daerah, maka
perlu untuk mempertimbangkan persepsi dunia usaha dalam mengambil keputusan
untuk melakukan investasi di suwatu daerah. Persepsi ini juga perlu dipahami oleh
Pemerintah Daerah. Sama halnya ketika Pemerintah Daerah perlu mengetahui
bagaimana kerangka berfikir investor dalam menentukan pilihan lokast untuk
investasinya. Dari berbagai literatur dan pendapat para pelaku usaha, faktor
ekonomi, infrastruktur, politik dan kelembagaan, sosial, dan budaya diyakini
merupakan beberapa faktor pembentuk daya saing investasi suatu negara atau
daerah. Selain itu, investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman
modal dalam negeri (PMDN) maupun pananaman modal asing (PMA)
membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur
penanaman modal, Tklim investasi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi
makroekonomi daerah yang bersangkutan. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan
daya saing terhadap investasi salah satunya bergantung kepada kemampuan daerah
dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta

peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal yang juga penting untuk
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diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif
juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian
luas. Kondisi inilah yang mampu menggerakan sektor swasta untuk ikut serta dalam
menggerakkan roda ekonomi. Bagi investor, informasi mengenai potensi investasi
dan iklim investasi daerah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan lokasi untuk investasi. Namun hal ini tidak cukup sampai
sebatas ketersediaan informasi saja, sehingga diperlukan rangkaian upaya untuk
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai iklim investasi di
berbagat daerah, untuk membantu para investor dalam membuat keputusan lokasi
investasinya. Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sejak Tahun
2001 hingga 2005 telah melakukan pemeringkatan daya saing investasi daerah yang
dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas, disamping juga untuk membantu
pemerintah daerah dalam melihat daya saingnya terhadap investasi dibandingkan

dengan daerzh lainnya.

Berdasarkan identifikasi tingkat dan elemen-elemen untuk tujuan pemeringkatan
daya saing daerah Kabupaten/Kota terhadap investasi, KPPOD (2005) menetapkan
variabel-variabel yang mempengaruhi daya saing investasi daerah dikelompokkan
sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni kedalam 5 (lima) faktor, sebagai berikut
- (1) Kelembagaan; (2} Keamanan Politik dan Sosial Budaya; (3) Ekonomi Daerah;
(4) Tenaga Kerja; dan (5) Infrastruktur Fisik, sepertt terlihat pada Gambar III. 1.
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Gambar 1.1, Hirarki Faktor dan Variabel Daya Saing

Investasi Daerah Tahun 2005
Sumber : KPPOD

Pada Tahun 2005 ini, faktor keamanan, politik dan sostal budaya memiliki bobot
terbesar dalam mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah, yakni sebesar 27%.
Kemudian disusul oleh faktor ekonomi daerah dengan bobot sebesar 23%. Lalu
faktor tenaga kerja dengan bobot 18% dan infrastruktur fisik dengan bobot 17% dan
terakhir faktor kelembagaan dengan bobot 15%. Masing-masing faktor ini kemudian
dijabarkan dalam variabel-variabel yang secara keseluruhan berjumlah 14 variabel.
Selanjutnya setiap variabel dijabarkan lagi dalam indikator-indikator yang berjumlah

47 indikator. Secara lengkap, variabel dan indikator ini tertera pada Lampiran Il 1.

Tidak hanya iklim investasi kondusif yang dibutuhkan, ketersediaan infrastruktur
dalam perekonomian juga penting karena infrastruktur merupakan enabler berbagai
kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini diperkuat oleh Hirschman (1958) yang
menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari social
overhead capital yang mutlak diperlukan untuk menggerakan sektor-sektor ekonomi
lainnya (Diektorat Pembangunan Kelembagaan Prasarana Publik, 2004). Infrastrutur
yang dimaksud oleh Hirschman meliputi : ....... Those services without primary,

secondary and fertiary production activities cannou function. It its wider sense it
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includes all public health to transporiation, communications, power and water
supply, as well as such agriculiural, overhead capital as irrigation and drainage

systems (Imelda, 2006, h.16).
HI.6. Investasi dan Ketersediaan Infrastruktur

Modal social, sebagaimana Case and Fair (2003) sering menyebutnya dengan
infrastruktur, didefinisikan sebagai modal yang memberikan jasa kepada masyarakat
umum. Kebanyakan modal sosial tersebut berbentuk barang public seperti jalan raya,
jembatan, sistem angkutan massal, serta sistem saluran air bersih dan saluran air
limbah, yang semuanya merupakan bentuk modal social yang digunakan sebagai
masukan (input) untuk memproduksi jasa yang penyediaannya menjadi tanggung
jawab pemerintah. Case and Fair juga menyatakan bahwa infrastrktur sebuah negara
memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan swasta dalam
memproduksi produk mereka secara efisien. Dengan mengambil contoh pada modal
public vang tidak benar-benar mendapat perhatian, misalnya bila jalan rusak atau
bila bandara tidak dimodermsasi-supaya mampu menampung peningkatan jalur
terbang, maka perusahaan swasta yang tergantung sepenuhnya pada jaringan

transportasi yang efisien akan mengalami kesulitan.

Beberapa studi telah menelitt hubungan antara perfumbuhan dan peranan sektor
publik, khususnya untuk publik Iokal, yakni pemerintah daerah. Salah satu penelitian
yang telah dilakukan oleh Kim (1997) tentang peranan sektor publik (lokal) terhadap
pertumbuhan ekonomi (regional di Korea). Dalam kurun waktu 1970 — 199]
menunjukkan bahwa peranan sektor publik lokal berpengaruh secara signifikan
tehadap pertumbuhan ekonomi regional di korea. Model Kim diturunkan dari model
pertumbuhan regional dengan n sektor dalam suatu wilayah yang mengadopsi fungsi
produksi. Nilai tambah sektoral dipengaruhi oleh investasi swasta, tenaga kerja, dan
peranan publik lokal / pemerintah daerah dalam infrastruktur seperti jalan, irigasi
pertanian, dam dan pelabuhan serta adanya pengeluaran pemerintah daerah untuk
jasa-jasa tertentu, termasuk pengeluaran pemerintah untuk konsumsi. Jadi keluaran

untuk masing-masing sektor merupakan fungsi dari aktivitas pemerintah daerah
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dibidang pembangunan dan rutin ditambah dengan masukan swasta modal dan
tenaga kerja. Sebagai catatan tambahan, pengaruh modal pemerintah dapat tercermin
dari barang publik lokal untuk masing-masing fungs produksi dan hal itu

memungkinkan terjadi perbedaaan perilaku dengan swasta.

Badiru (1993) menyatakan bahwa syarat untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan adalah terpenuhinya : (1) reliable power supply, (2)
consistent  water supply, (3) good transporiation system;, dan (4) efficient
communication system. Untuk memenuhi ke-empat system infrastructure tersebut

maka diperlukan pembangunan pada sector sarana infrastruktur tersebut.

Studi mengenai peran infasrtuktur dalam perekonomtan dilakukan aschauer (1989)
yang mengemukakan bahwa ketersediaan pelayanan infrastruktur merupakan factor
produksi penting, memburuknya ketersediaan infrastruktur merupakan factor
produksi penting, memburuknya infrastruktur dapat menyebabkan menurunnya
produktifitas (Imelda, 2006, h.16). Penelitian Bank Dunia (1994) mengukur

* elastisitas ketersediaan pelayanan infrastruktur terhadap perekonomian menyatakan

bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen ternyata terkait erat dengan

pertumbuhan ketersediaan pelayanan infrastruktur sebesar satu persen pula. Bank

Dunia membagi infrastruktur menjadi:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yan diperlukan untuk
menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities, (tenaga telekomunikasi,
air, sanitasi, gas), public work (jalan, bedungan, kanal, irigasi, dan drainase) dan
sector trasportasi (jalan rel, pelabuhan, lapangan erban dan sebagainnya).

2. Infrastruktur social, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.

3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan

koordinasi.

Sementara itu, Bernt dan Haunssen (1991) mengemukakan bahwa peningkatan
pelayanan infrastruktur dapat mengurangi biaya produksi. Morrison dan Schwarsz
(1992) menyatakan bahwa ketersediaan pelayanan infrastruktur terbukti mampu

mengurangi biaya faktor produksi. Dengan dapat dikuranginya biaya dalam
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memproduksi barang dan jasa sebagai akibat dari ketersediaan infrastruktur

dtharapkan dapat menjadi daya tarik investasi suatu daerah (Imelda, 2006, h.17).

Beberapa penelitian lain yang mengaitkan ketersediaan infrastruktur dengan pilihan
lokasi investasi yaitu yang dilakukan oleh Globerman dan Shapiro (2002),
menghasilkan kesimpulan bahwa ketersdiaan infrastruktur terutama oleh pemerintah
adalah determinan penting dalam mempengaruhi investasi baik dari dalam maupun
dari luar negeri. Semakin membaiknya infrastruktur oleh pemerintah merupakan
factor daya tank investasi. Selain infrastruktur, determinan lain yang mempengaruhi
investasi adatah factor human capital yaitu pendidikan dan kesechatan yang juga

memberikan dampak positif bagi perkembanggan investasi (Imelda, 2006, h.17).

Iwan jaya aziz (1985) menyebut investasi antar daerah dalam suatu bidang usaha
sangat dipengaruhi oleh investasi di bidang prasarana dan sarana yang sifatnya tidak
langsung mempengaruhi tetapi jelas menunjang proses industrialisasi. Bagi calon
investor tingginya biaya overhead yang harus dikeluarkan untuk pengadaan
prasarana dan sarana di sebuah daerah akan merupakan daya tarik negatif dari daerah
tersebut (Tunik W. Arliant, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Stephan (1997) dengan menggunakan data panel
sector manufaktur di Jerman pada tahun 1970 — 1993, menguji dampak dari
infrastruktur jalan terhadap produksi di sector privat dengan menggunakan tiga
pendekatan, yaitu : fungsi produkst Cobb-Douglas, fungsi produksi tramslog dan
pendekatan pertumbuhan akuntansi. Analisis ekonometnk yang dilakukan meliputi
empat masalah yang sering muncul dalam konteks analisis panel, yaitu : serial
correlation, group-wise heterocedasticity, cross-sectional correlation dan
nonstationarity of data. Untuk semua pendekatan diketemukan bahwa infrastruktur
jalan secara signifikan mempengeruhi produksi sector manufaktur. Lebih lanjut,
kajian ini juga menemukan variasi antar daerah, dimana bahwa infrastruktur
berkontribust signifikan terhadap produksi jika dibandingkan dengan variasi pada

settap tahun.

Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Grandy Regel Tuerah, FT Ul, 2008.



103

Canning dan Pedroni (2004) meneliti konsekuensi jangka panjang penyediaan
infrastruktur kaitannya dengan pendapatan per kapita melalui data panel negara-
negara periode 1950 — 1992. Pengujian sederhana panel dilakukan untuk bisa
mengisolast tanda dan arah pengaruh jangka panjang infrastruktur terhadap
pendapatan dengan memperhatikan hubungan kausalitas dalam jangka pendek. Hasil
penelitian ini memberikan bukti yang jelas bahwa sebagian besar kasus infrastruktur

mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang.

Menurut Tambunan, tulus (2006) ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada
baik tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya
menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi
infrastruktur  dasar (listrik, telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan)
berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu perburuhan)
regulasi dan perpajakan, birokrasi {dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah
good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian hukum dalam
kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi dan hak

milik dari tanah sampai kontrak.

Menurut persepsi pelaku dunia usaha di DIY sebagaimana dinyatakan oleh rahajeng
(2005) bahwa daya tarik investasi di DIY relatif lebih dipengaruhi oleh faktor non
ekonomi terutama kelembagaan, infrastruktur fisik dan sosial politik, dibandinkan
dengan faktor ekonomi yaitu ekonomi daerah dan tenaga kerja. Menurut persepsi
pelaku dunia usaha di DIY, faktor ekonomi cenderung leth controllable dibanding

dengan faktor non ekoomi

Dari hasil studi M Fadhil Hasan dan Deniey A Purwanto (2006), menunjukkan
bahwa meskipun investasi di indonesia mengalami perkembangan yang positif dalam
kurun waktu beberapa tahun terakhir, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi
dan penciptaan lapangan kerja masih relatif kecil (Tunik W, Arliani). Dengan kata
lain investasi belum menjadi mestn pertumbuhan ekonomi, kecenderungan

pertumbuhan ekonomi dan investasi kurun waktu lima tahun 2000 — 2005 nilai
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investasi tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ada beberapa
penjelasan mengenai hal tersebut, yakni, pertama pembentukan kapital terhadap
PDB masih relatif kecil dibandingkan kondisi sebelum krisis dan dibandingkan
negara-negara lain seperti singapura, pilipina dan malaysia. Kedua pertumbuhan
investasi hanya sebatas beberapa subsektor seperti industri pangan, industri kertas
dan percetakan, industi kimia dan farmakologi baik pada PMA maupun PMDN.
Ketiga ada pergeseran dalam struktur investasi khususnya investasi asing terhadap
jenis investasi yang capital intensive yang menciptakan dampak berganda (multiffier

effect) kecil terhadap perekonomian, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.

Imelda (2006) yang menganalisis Faktor — Faktor Penentu Daya Tarik Investasi
Daerah dan Hubungannya Terhadap Pembangunan Ekonomi Regional, menemukan
bahwa Varibel-Variabel seperti Tingkat Keterbukaan Daerah, Panjang Jalan,
Kapasitas Sambungan Listrik, Kapasitas Sambungan Telepon, Kapasitas Produksi
Air Bersih, Kualitas Tenaga Kerja, Pengeluaran Konsumsi Daerah dan Domestic
Market Size sipnifikan secara statistik, kecuali Variabel Kapasitas Sambungan
Telepon. Selain itu faktor penentu daya tarnk daerah yang memberikan kontribusi
yang paling besar terhadap pembentukan investasi daerah sebagian besar merupakan
pengeluaran konsumsi pemerintah, sebagai proksi untuk menggambarkan pelayanan

pemerintah daerah.

Tunik Wusri Arliami (2007) menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Investasi di Provinst Daerah Istimewa Yogyakarta dan menemukan bahwa PDRB
(Harga Konstan 2000), Kapasitas sambungan listrik per kapita, Panjang Jalan per
luas wilayah, jumlah penduduk, suku bunga deposito (rata-rata per tahun)

mempengaruhi Investasi (PMTDB / Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruta).
II1.7. Investasi dan Ketersediaan Tenaga Kerja
Ketersediaan tenaga kerja, baik kuantitas maupun kualitasnya dpat mempengaruhi

pilthan dalam menentukan lokasi investasi. Bagi investor, daya tarik yang paling

ideal adalah tersedianya tenaga kerja yang memiliki kualitas namun dengan biaya
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tenaga kerja yang murah. Kualitas tenaga kerja menjadi indikator yang penting
mengingat perkembangan teknologi yang pesat membutuhkan tenaga kerja yang siap
pakai dan memiliki keahlian. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh
Noorbakhsh dan Palont (2001) yang menggunakan data 36 negara berkembang
dalam kurun waktu 1980 — 1994 menyimpulkan bahwasannya modal sumber daya
manusia menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi foreign direct investment,
sesual dengan fakta bahwa jforeigm direct investment menjadi semakin bersifat

fnowledge dan skill — labor intensive (Imelda, 2006, h.27).
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BABIV
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua metodologi
yaitu, analisis secara deskriptif dan analisis secara kuantitatif Analisis deskriptif
dilakukan untuk mengamati perkembangan Kota Batam yang telah mengalami
evolusi sejak awal pengembangannya. Evolusi yang dialami oleh Kota Batam akan
diamati dari sudut pandang kebijakan intervensi yang telah dilakukan oleh
pemerintah pusat di Kota Batam. Kebijakan intervensi tersebut berupa kebijakan
institusional atau kelembagaan yang meliputi kebijakan tentang institusi / lembaga
yang bertanggung jawab, kebijakan penatapan status wilayah dan kebijakan
pemberian dan penerapan fasilitas fiscal. Analisis deskriptif ini akan melihat apakah
kebijakan-kebijakan intervensi tersebut, yang hanya diberlakukan di Kota Batam,
mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Batam, khususnya pada
pertumbuhan nilai investast, perumbuhan nilai ekspor dan pertumbuhban ekonomi.
Selain itu, analisis diskriptif ini juga akan melihat pengaruh dari kebijakan
pemerintah secara nasional tentang penetapan otonomi daerah yang mulai

diberlakukan pada tahun 2001, terhadapa perkembangan ekonomi di Kota Batam.

Adapun analisis kedua vang digunakan adalah analisis kuantitatif, untuk melihat
pengaruh dart variabel-variabel bebas berupa ketersediaan infrastrukiur dasar di Kota
Batam terhadap variabel terikat berupa pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam,
Analisis kuantitatif ini menggabungkan analisis secara ekonomi, matematika dan
statistika. Karena itu pemilihan variabel merupakan bagian terpenting dalam setiap
penelitian kuantitatif Dalam hal ini, sebagaimana Apgung (2008) menganjurkan
untuk memilih beberapa varniabel yang jumlahnya terbatas. Anjuran ini didasarkan
atas pemnikiran bahwa :
1. Memakai variabel yang banyak di dalam sebuah model tidak akan menunjukan
bahwa model tersebut merupakan model yang tepat dipakai, baik secara

substansi maupun secara statistik. Tindakan serta pemikiran lebih mengutamakan
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hasil analisis statistika dibandingkan dengan substansi seharusnya tidak
dipertahankan.

2. Jika berbicara tentang model statistik, setiap model harus dihubungkan dengan
suatu tabel tertentu yang sederhana. Dengan kata lain, model statistik tersebut
harus dijelaskan secara rinci, baik secara deskriptif maupun sebagai fungsi
matematika, tidak hanya berbicara variabel bebas mempunyat pengaruh
signifikan dan tidak signifikan. Hubungan atau korelasi antar variabel ditentukan
berdasarkan landasan teori dan substansi yang tepat, tidak berdasarkaan hasil
pengujian hipotesis. Berkaitan dengan hasil pengujian hipotesis, Agung (1987
h.15) telah menyatakan bahwa jika hipotesis nol diterima, tidak berarti bahwa
variabel bebas yang bersangkutan dengan sendirinya dapat dikeluarkan dari

model.

Di pihak lain, Freund (1993) juga menyatakan If we say something is statistically
significamt, we do not mean to imply that it is necessarily of any practical significane
or importance. Jika kita menyatakan sesunatu masalah signifikan secara statistik,
maka pernyataan atau kesimpulan tersebut tidak dengan sendirinya mempunyai

manfaat praktis yang penting atau signifikan (Agung, 2008, h.61).

Di pihak lain, walaupun model yang disajikan memuat variabel yang banyak, model
tersebut tidak mungkin dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjad:. Berkaitan
dengan kebenaran suatu model, Hampel (1973) menyatakan “Classical (parameiric)
statistics derivers results under he assumplion that these models are strictly true”.
However, apart from some simple models perhaps, such models are never tru.
Selanjutya dia juga menyatakan “After all, statistical model has fo be

simple”(Agung, 2008, h.61).

Perlu juga untuk diperhatikan bahwa sebuah factor penyebab dalam sebuah model
dapat menjadi variabel atau indicator masalah dari model lainnya. Hal ini dapat
terjadi karena adanya pengaruh langsung atau pengaruh tak langsung sebuah factor

terhadap sebuah factor akibat.
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Beberapa aspek pertimbangan dalam melakukan konstruksi model adalah pemilihan
variabel-variabel ekonomi yang tepat dan cocok untuk penganalisaan, apabila
terdapat kondisi yang uncertainty (kurang meyakinkan) maka penggunaan expected

value, variance, probability distribution of random variabel dapat dilakukan.

IV.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa statistic

daerah yang dikumpulkan dari berbagai publikasi dari instansi pemerintah yang

berwenang dan berkompeten seperti Badan Pusat Statistik (BPS) baik yang berada di

pusat (Jakarta) maupun yang ada di daerah (Batam), Otorita Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam (OPDIPB) dan Pemerintah Kota Batam. Adapun data-data

vang dapat diakses oleh public dan digunakan dalam penelitian ini diantaranya

adalah Batam Dalam Angka 1983-2007, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Batam,

PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia, Laporan Perekonomian Kota Batam, Indikator

Ekonomi dan Development Progress of Batam. Data yang dikumpulkan adalah :

1. Nilai Investasi, batk Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Nilai
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

2. Ketersediaan Infrastruktur

3. PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Ekpor

IV.2. Teknik Estimasi Data Tidak Lengkap

Dalam pengumpulan data tidak semuanya lengkap. Untuk data yang tidak lengkap
dilakukan estimasi dengan menggunakan model seperti berikut:

Y=fo+ X (4.1)
dimana Y adalah tahun, sedangkan X adalah variabel bebas yang ingin diestimasi
data yang tidak lengkapnya. Untuk melakukan estimast ini dilakukan tahapan
sebagai berikut:

a. Siapkan data variabel bebasnya untuk semua tahun yang lengkap.

b. Hitung nilai koefisien-koefisien regresi dari model di atas
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¢. Hitung nilai prediksi /perkiraan dari data yang kosong dengan model yang sudah

dihitung nilai koefisien regresi di point b,

Di samping itu, untuk data-data yang cukup panjang data yang kosongnya, dilakukan

estimast dengan menghitung rata-rata tidak tertimbang selama 3 tahunan.

1V.3. Spesifikasi Model

Untuk menjelaskan fenomena ketersediaan infrastruktur dalam mempengaruht

perkembangan nilai investasi di Kota Batam, maka model yang akan dibuat yaitu :

Model Ketersediaan Infrastruktur

Y=P80+BXs + BXo+ B+ BuXs + D)+ D>
Dimana,

Y = investast

X1 = panjang jalan

X> = kapasitas sambungan listrik

X3 = kapasttas saluran air PDAM

X4 = jumlah angkatan kerja yang mencari kerja
D; = Dummy kebijakan otonomi daerah

D> =Dummy kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM
1V.4. Metode Estimasi

Model regrsi linear berganda diterapkan dalam model dengan metode estimasi

Ordinary Least Square (OLS). Adapun, manfaat analisis regresi linear berganda :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel bebas (independent
Variabel) yang tercakup dalam persamaan terhadap variabel tak bebas
(dependent variabel), kalau variabel bebas tersebut natk 1 unit, dan variabel

lainnya (sisanya) tetap dengan menggunakan nilai koefisien regresi parsial.

' J. Supranto. 2004. Analisis Multivariat, Arti dan’ Interpretasi. Rineka Cipta. Hal. 57
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2. Untuk meramalkan nilai variabel tak bebas Y, kalau seluruh variabel bebasnya

sudah diketahui nilainya dan semua koefisien regresi parsial sudah dihitung
IV.4.1. Alat / Tools yang digunakan

Untuk menganalisa variabel-variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat
dalam penelitian ini, alat analisa yang digunakan adalah eviews 4.1. Dengan
menggunakan alat ini akan didapatkan nilai koefisien parameter masing-masing
variabel, nilai R-square, uji sigifikansi baik untuk uji masing-masing variabel (uji t)
maupun untuk uji variabel secara keseluruhan (uji F). Dengan eviews juga dapat
diketahui ada tidaknya pelanggaran asumsi baik itu heteroskedastisitas,

multikolineritas maupun autokorelasi.
1V.4.2. Metode Estimasi OLS

Metode estimasi OLS (Ordinary fLeast Square) adalah metode estimasi terbaik
(BLUE=Best Linier Unbiased Estimator) untuk mendapatkan penyimpangan/
kesalahan atau error terkecil. Beberapa asumsi model klasik yang harus dipenuhi
dart metode estimasi OLS adalah sebagai berikut :
1. Galat ¢; merupakan variabel random dan memiliki distribusi normal.
2. Nilai rata-rata dari galat setiap periode tertentu adalah nol.

[e]=0 (4.2)
3. Tidak ada hubungan korelasi yang kuat antar variabel bebas.

4. Varians dari galat adalah konstan untuk setiap periode, dimana o adalah konstan

Ele’}= o, (4.3)
Galat dari pengamatan yang berbeda tidak saling mempengaruhi, dimana /£ f
Fleie] =0, (4.4
5. Galat tidak tergantung oleh variabel bebas, untuk seluruhi,j=1,2,3,..,n
EjXe] = Xlije] =0 (4.5)
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1v.4.3. Uji Hipotesa

Parameter-parameter hasil estimasi dengan metode OLS kemudian diuji secara
statistik untuk menguji apakah hipotesa bisa diterima atau tidak. Uji hipotesa adalah
suatu anggapan atau pendapat yang diterima secara kuantitatif untuk mengolah suatu
fakta sebagai fakta untuk penelitian. Pengujian dilakukan untuk menentukan baik
atau buruknya model melalui uji kesesuaian model (R?), uji secara serempak (F test)
maupun uji secara parsial (t test), untuk menentukan diterima atau ditolaknya

hipotesa nol.

(1) Uji Kesesuaian (R?)

Uji R? digunakan untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan
regresi, lebih dari dua variabel. Koefisien determinasi majemuk R? memberikan
proporst atau prosentase variasi total dalam variabel tak bebas Y dengan variabel
bebas X secara bersama-sama, Besaran R? dihitung dengan :

. >(%-¥y ESS

S -Y)y 7SS =

Besaran R? terletak antara 0 dan 1, jika R? = 1 berarii bahwa semua variasi dalam
variabel terikat Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X yang digunakan
dalam model regresi, sebesar 100%. Jika R? = O berarti tidak ada variasi dalam
variabel tenkat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X. Model
dikatakan baik jika R? mendekati 1.

(2) Uji Secara Serempak (uji F)

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas yang ada
dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

Langkah-langkah pengujian :

1. Menetapkan hipotesa

Hy=p =B,=..=[,=0, dimana variabel-variabel bebas secara bersama-sama

tidak mempengaruhi variabel terikat.

H =8+ p,+...# B, #0; dimana variabel-variabel bebas secara bersama-sama

mempengaruhi variabel terikat,
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2. Menetapkan daerah kritis melihat F-tabel dan mencari nilai F-hitung dengan

rumus :

2 2
e = (%R% (47)

Dimana :
R?= nilai R-squared yang tidak diretriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki
heteroskedastisitas dan ada serial korelasi antar error term
R?= nilai R-squared yang telah diretriksi yaitu pengujian yang dianggap memiliki
homokedastisitik dan tidak ada serial korelasi antar error term

q = jumlah variabel yang diretriksi

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel bebas +1 (intersep)
3. Membuat kesimpulan

Apabila F-hitung berada didaerah menerima Hp berarti F-stat terbukti tidak

berpengaruh, jika F-hitung berada didaerah menerima H, berarti F-stat terbukti

berpengaruh.

(3) Uji Secara Parsial (uji t)
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t-statistik, dimaksudkan untuk
melihat apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model secara
individual dapat mempengaruhi variabel terikat. Langkah-langkah pengujian t-
statistuk sebagai berikut
1. Menentukan hipotesa
a. Hipotesa positif dan siginifikan
Hy = masing-masing koefisien regresi nilainya < 0
H, = masing-masing koefisien regresi nilainya =0
b. Hipotesa negatif dan siginifikan
Ho = masing-masing koefisien regresi nilainya 2 0

H, = masing-masing koefisien regresi nilainya = 0
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2. Menetapkan daerah kritis melalui t-tabel, mencari t-hitung sebagai berikut :

(4.8)

i
CO)l‘:ICa:-

T,

sedangkan

8= ey, (4.9)

dimana : ﬁj= koefisien penduga variabel ke |

»

$,= koefisien standar error variabel ke j

e} = residual sum of squares

3. Membuat kesimpulan
Jika nilai uji t lebih kecil dari nilai t berdasarkan suatu feve! of significance (nilai
t tabel) maka hipotesis nol (Hp) diterima, bearti uji t dianggap tidak signifikan.
Sebaliknya bila nilai uji t lebih besar dari pada nilai t tabel maka hipotesis nol

(Ho) ditolak, berarti uji t dianggap signifikan.

(4) Asumsi Heteroskedastisitas
Suatu persamaan regresi dikatakan batk bila tidak terdapat variasi error yang tidak
berpola (variasi error konstan) untuk menguji ada tidak variasi error yang berpola

atau yang disebut dengan heteroskedastisitas, hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Ho : Homoskedastisitas

H, : Heteroskedastisitas

Untuk melakukan uji heteroskedastisitas digunakan metode Whiteheteroskedasticity
test yang telah disediakan dalam program eviews. Untuk membuktikan adanya

heteroskedastisitas ;

Jika a > Probabilitas maka tolak Hy pada tingkat kepercayaan 95 % (a = 5%)
Jika a < Probabilitas maka terima Hy pada tingkat kepercayaan 95 % (o = 5%)
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(5) Asumsi Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan antara variabel bebas, yaitu suatu kondisi adanya
korelasi yang kuat antara variabel bebas X; = f{x2) atau X; = f{X;) atau sebaliknya.
Untuk menentukan adanya multikolinearitas dapat ditentukan melalui matriks

korelasi atau meregresikan antar variabel bebas dengan model persamaan.

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan hasil
output eviews dengan indikator yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. R square adjusted (r’) sangat tinggi

2. Uji variabel secara keseluruhan (uji f) signifikan

3. Uji variabel secara partial (u}i t) ada yang tidak signifikan

(6) Asumsi Autokorelasi

Kesalahan pengganggu yang satu (i) tidak berkorelasi (bebas) terhadap kesalahan
pengganggu lainnya (gj). E(ei g)) = 0, i # ] dari tampilan eviews indikator yang dapat
menentukan adanya autokorelasi yaitu dari nilai statistik durbin watson dimana nilai
DW nya mendekati 2 tidak ada autokorelasi tetapi tidak bisa ditentukan berapa

besarnya.

Hipotesis yang digunakan dalam menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dalam

model persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut :

Hp : Tidak ada autokorelasi
H, : Ada Autokorelasi

Untuk membuktikan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi linear
dalam makalah ini digunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test yang
telah disediakan dalam program eviews ini. Untuk melakukan uji signifikan adanya

autokorelasi dapat dilihat dari hasil output eviews,

Jika o > Probabilitas maka tolak Hy pada tingkat kepercayaan 95 % (o = 5%)
Jika o < Probabilitas maka terima Hp pada tingkat kepercayaan 95 % (a = 5%)
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BABY
ANALISIS INSTITUSIONAL DAN MODEL

V.1. Analisis Deskriptif Terhadap Institusi dan Status Wilayah

Latar belakang pertumbuhan Batam yang sedemikian cepat dalam tiga dekade
terakhir baik dan ukuran penduduk maupun perekonomiannya, berbeda dengan
kawasan-kawasan lainnya. Batam tumbuh sepenuhnya karena factor intervensi yang
sangat terencana dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Alasan-alasan Pemerintah Pusat
melakukan intervensi dapat ditelusun dari perjalanan sejarah Batam selama 40 tahun
terakhir. Tanpa tindakan intervensi Pemerintah Pusat - dengan segala dampak positif
dan negatifnya - Batam tentu tidak mungkin tumbuh dengan akselerasi yang
demikian tinggi. Namun BJ Habibie (2001,2002) melihat persoalan pembangunan
Batam pasca otonomi daerah menjadi semakin kompleks dan menarik karena
terjadinya proses reformasi, yang pada dasarnya merupakan evolusi yang dipercepat
(accelerated evolution) dari Pemerintahan Orde Baru yang tidak demokratis ke arah

masyarakat madani yang demokratis.

Perubahan besar terjadi pasca dikeluarkan dan diberlakukannya UU 22/1999% dan UU
53/1999, yang menjadikan Batam sebagai daerah dengan pemerintahan kota otonom
yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia.
Salah satu bentuk perubahan itu adalah terjadinya penguaan kewenangan yang besar
pada Pemerintah Kota Batam dalam mengelola urusan industri dan investasi.
Perubahan ini jelas berdampak pada masalah kepastian hukum karena adanya
dualisme institusi untuk urusan yang sama. Perubahan yang disertai kelemahan UU
22/1999 maupun UU 53/1999, menyebabkan munculnya sejumlah masalah dalam
pengembangan ekonomi dan tatakelola pemerintahan Kota Batam yang bersumber
pada ketidakcukupan asumsi-asumst dalam melihat kecenderungan masalah-masalah
pembangunan di Batam. Dalam merumuskan kedua Undang-Undang tersebut
tampaknya pemerintah dan DPR telah mengasumsikan kondisi Batam sama dengan

Kabupaten atau Kota-Kota lain di Indonesia. Padahal, karena sejarah
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perkembangannya yang berbeda dan posisinya yang strategis menjadikan Batam
memiliki dimensi tertentu yang bersifat khusus, selain dimensi yang bersifat umum
yang juga ditemukan di daerah lain di Indonesta. Karena itu untuk urusan tatakelola
pemerintahan, setiap masalah yang muncul harus dilihat dari berbagai dimensi,
dengan menggunakan sebanyak mungkin asumsi. Artinya, berbagai asumsi dari
berbagai aspek pembangunan harus dikemukakan pada saat hendak merumuskan

suatu peraturan yang menyangkut tatakelola pemerintahan di Batam.

Pemerintah juga kurang memperhatikan timbangan antara beban kewenangan dan
kapasitas kelembagaan ketika mendesentralisasikan kewenangan di bidang industri
dan investasi kepada Pemerintah Kota Batam sebagai daerah otonom. Seandainya
kewenangan industri dan investasi yang dilimpahkan tersebut dipersepsikan sebagai
semua urusan industri dan investasi, jelas untuk kasus Kota Batam beban urusan
yang dilimpahkan demikian besar, sementara kapasitas kelembagaan Pemerintah
Kota sebagai pemerintahan baru masih relatif kecil. Maka, paling tidak, mestinya
asumsi yang dipakai di sini adalah asumsi transisional jika Pemerintah Pusat tetap
ingin menyamakan daerah otonom Batam cengan daerah otonom lainnya. Itupun
akan tergantung apakah OPDIPB masih dilihat keberadaannya yang bersifat
temporer atau merupakan institusi yang permanen. Kebijakan tatakelola
pemerintahan Batam tentunya juga harus memasukkan asumsi-asumsi lainnya yang
mungkin tidak terlalu perlu untuk daerah-daerah kabupaten atau kota-kota lain. Di
samping persoalan-persoalan yang bersifat transisional dalam rangka implementas:
Otonomi Daerah tersebut, muncul berbagai independent variables lain sehingga
menambah kompleksitas masalah yang sudah ada, salah satunya belum adanya
Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hubungan kerja antara OPDIPB dengan

Pemerintah Kota Batam yang otonom.

Dari perjalanan Kota Batam, tampak bahwa perkembangan yang pesat tidak terlepas
dari campur tangan secara langsung dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan
intervensi di Kota Batam. Dari sisi kelembagaan, pemerintah pusat telah melakukan
lima kali penyempurnaan dan penyesuaian terhadap struktur kelembagaan institusi

atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Kota Batam, sejak
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pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973,
penyempurnaan ini diluar dari penetapan PN Pertamina sebagai penanggung jawab
pertama kali di Pulau Batam. Seluruh penyempurnaan kelembagaan ini dilakukan
dengan keputusan presiden. Fenomena yang membingungkan dan saling bertolak
belakang terjadi pasca pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan yang besar
diberikan kepada Pemerintah Daerah namun tidak disertatr dengan pembagian
kewenangan yang jelas dengan OPDIPB sehingga menimbulkan tumpang tindih
kewenangan di lapangan. Jadi secara institusi, kebijakan institusional di Kota Batam
dibedakan atas kondisi sebelum dan sesudah terbentuknya Kota Batam atau sebelum

dan sesudah otonomi daerah.

Tabel V.1. Kondisi perekonomian Kota Batam
sebelum dan sesudah otoncmi daerah

.. [ Sebelum Setelah
Kondisi Perekonomian . .

Kota Batam Otonomi Daerah Otonomi Daerah

(1984 — 2000) (2001 — 2007)

PMA 56,87% 7.85%
PMDN 147,32% 8,53%
F’MA + PMDN 74 07% 8,07%
Ekspor 26,15% 3,52%
[Pertumbuhan Ekonomi 12,17% 7.29%

Dari tabel V.1. terlihat bahwa kondisi perekonomian Kota Batam jauh lebih baik
sebefum pelaksanaan otonomi daerah dibandingkan dengan setelah otonomi daerah,
yang mulai diimplementasikan pada tahun 2001. Hal ini terlihat bahwa sebelum
otonomi daerah rata-rata pertumbuhan nilai investasi (PMA dan PMDN) pertahun
mencapal 74,07%, dimana rata-rata pertumbuhan PMA pertahun mencapai 56,87%
dan rata-rata pertumbuhan PMDN pertahun mencapai 147,32%. Sedangkan setelah
otonomi daerah rata-rata pertumbuhan nilai investasi (PMA dan PMDN} pertahun
hanya mencapai 8,07%, dimana ata-rata pertumbuhan PMA pertahun hanya
mencapar 7,85% dan rata-rata pertumbuhan PMDN pertahun hanya mencapai

8,53%. Begitu juga dengan rata-rata pertumbuhan nilai ekspor pertahun dimana
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sebelum otonomi daerah mencapai angka 26,15%. Sedangkan setelah otonomi
daerah, rata-rata pertumbuhan nilai ekspor pertahun hanya mencapai 3,52%.
Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun sebelum otonomi daerah
mencapai 12,17% dan setelah otonomi daerah rataz-rata pertumbuhan ekonomi

pertahun mencapai 7,29%.

Perbedaan angka rata-rata pertumbuhan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi

pertahun sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat terlihat pada Gambar V.1.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Nilai Investasi Kola Batam
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Gambar V.I. Grafik Perbandingan pertumbuhan ekonomi dan

pertumbuhan nilai investasi Kota Batam
Sumber : BPS, dan telah diolah kembali

Dari Gambar V.1 diatas, dalam kurun waktu 1985 — 2006 meningkatnya
pertumbuhan nilai investasi tidak selalu ditkutt dengan meningkatnya pertumbuhan
ekonomi di Kota Batam. Begitu juga sebaliknya, penurunan pertumbuhan nilai
tnvestasi juga tidak selalu diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun di
tahun 1986 penurunan pertumbuhan nilai investasi diikuti oleh penurunan
pertumbuhan ekonomi. hal yang sama terjadi pada tahun 1992, 1998 dan 2001.

Sedangkar: peningkatan pertumbuhan nilat investasi yang diikuti oleh peningkatan
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pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 1988, 1995, 1999, 2000, 2002, 2003 dan
2004. Konsistensi meningkatnya pertumbuhan nilai investasi yang diikuti
peningkatan pertumbuhan ekonomi justru terjadi setelah otonomi daerah. Kondisi ini
dapat disebabkan karena adanya konsistensi kebijakan yang berkenaan dengan status
wilayah yang terapkan di Kota Batam. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, Kota
Batam telah mengalami beberapak kali perubahan status wilayah, dari sebagai
daerah industri yang belum memiliki fasilitas fiskal, bonded warehouse, kawasan
berikat dan tempat penimbunan berikat. Namun kondisi yang relatif sama terjadi
setelah otonomi daerah, dimana status wilayah Kota Batam secara permanen adalah

sebagat kawasan berikat.

Dari Gambar V.1 ini juga tampak bahwa tren pertumbuhan nilai investasi di Kota
Batam cenderung menurun. Hal ini berbeda dengan tren pertumbuhan ekonomi di
Kota Batam yang relatif stabil. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah

untuk tetap menjadikan Kota Batam sebagal daerah tujuan investasi.

Terkait dengan status wilayah, Pemerintah juga melakukan intervensi di Kotd
Batam, Mulai sebagat basis logistik bagt operasional PN Pertamina, kemudian
menjadi daerah industri, kawasan industri, bonded warehouse, Kawasan Berikat,
Tempat Penimbunan Berikat, hingga alkhirnya menjadi Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas. Namun penetapan status wilayah di Kota Batam ini tidak
disertai dengan ketegasan implementasi di lapangan sehingga menimbulkan
permasalahan berupa legal uncertainty. Kondist yang membingungkan terjadi di saat
arah pengembangan Kota Batam akan menuju sebagai suatu Kawasan Perdagangan
Bebas, pemerintah pusat justru memutuskan dan menetapkan pemungutan PPN dan
PPnBM terhadap 4 (empat) komoditi di Kota Batam. Hal ini tentunya bertentangan
dengan konsep KPB & PB yang memberikan insentif terhadap pembebasan PPN dan
PPnBM. sehingga dilahat dan status wilayah yang diberlakukan di Kota Batam maka
Kebijakan institusional di Kota Batam dibedakan atas kebiajakan sebelum dan

sesudah penerapan pemungutan PPN dan PPnBM,
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Kondisi perekonomian berdasarkan waktu sebelum dan sesudah penerapan PPN dan
PPnBM di Kota Batam, dapat terlihat pada Tabel V.2.

Tabel V.2, Kondisi perekonomian Kota Batam
sebelum dan sesudah penerapan pemungutan PPN dan PPnBM

Kondisi Schelum Setelabh |Sebelum PPN| Sctelah PPN f’:;:zl:);g;’
Perekonomian Otda Oida dan PPnBM | dan PPnBM dan PPnBM
Kota Batam  K1984 — 20002001 — 2006)1(1984 — 2003)1 (2004 — 2006) (2001 — 2003)
|PMA 56,87% 7,85% 49.68% 7,04% 8,92%
II;DN 147,32% 8.53% 126,86%% 6,72% 10,94%
IPMA + PMDN 74,07% 8,07% 64,43% 6,76% 9.82%
Ekspor 26,15% 3,52% 21,04% 12,10% -7,92%
Ig"”““"’.“"a“ 12,17% 7,29% 11,40% 7 52% 6,98%
konomi

Dari Tabel V.2 terlihat bahwa terjadi perbedaan angka rata-rata pertumbuhan
pertahun dari nilat investasi, nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam
antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM,
yang mulai diimplementasikan pada tahun 2004. Sebelum penerapan kebijakan
pemungutan PPN dan PPnBM, rata-rata pertumbuhan nilai investasi (PMA dan
PMDN) pertahun mencapai 64,43%, dimana rata-rata pertumbuhan nilat PMA
pertahun mencapai 49,68% dan rata-rata pertumbuhan nilai PMDN pertahun
mencapai 126, 86%. Sedangkan setelah penerapan kebijakan pemungutan PPN dan
PPnBM, rata-rata pertumbuhan nilai investasi (PMA dan PMDN) pertahun mencapai
6,76%, dimana rata-rata pertumbuhan PMA pertahun mencapai 7,04% dan rata-rata
pertumbuhan PMDN pertahun mencapai 6,72%. Sedangkan pertumbuhan rata-rata
nilai ekspor pertahun sebelum penerapan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM
mencapai 21,04% dan setelah penerapan kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM
rata-rata pertumbuhan nilai ekspor pertahun 12,10%. Adapun rata-rata
pertumbumbuhan ekonomi pertahun sebelum penerapan kebijakan pemungutan PPN
dan PPnBM mencapat 11,40% dan setelah penerapan kebijakan pemungutan PPN

dan PPnBM pertumbuhan ekonomi mencapai 7,52%
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V.2, Analisis Model Ketersediaan Infrastruktur

Dari hasil regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh factor-faktor
ketersediaan infrastruktur daerah dan tenaga kerja terhadap nilai investast di Batam,
berikut adalah analisis secara ekonometrika. Dengan mengpunakan variable bebas
berupa rasio panjang jalan dan luas wilayah daratan, rasio kapasitas tenaga listrik
dan daya tersambung, rasio kapasitas air bersih dan jumlah penduduk dan rasio
jumlah angkatan kerja yang aktif mencari kerja dengan melihat pengaruh kebijakan
otonomi daerah dan kebijakan penerapan pemungutan PPN dan PPnBM, serta
menggunakan data times series dalam kurun waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun
dari 1982 sampai dengan 2006 dan mengunakan alat bantu berupa program eviews

4.1, maka diperoleh hasil / output eviews sebagat berikut :

Tabel V.3. Koefisien dan Probabilitas Variabel Independen Model 1

Variable Dependen : Nilai Investasi

Variable - Model 1 Model 1
Indcpenden Tanpa Dummy Dengan Dummy
Otda Keb. Pajak (Otda & Keb Pajak
Koef Prob Kocf Prob | Koef Prob [ Koeef Prob
Jalan 0.618700 | 0.0622 | 0.822750 | 0.0378 | £.683865 | 0,0562 | 0.829598 | 0.0422
Listrik 0.255551 | 0.0170 | 0.252965 j 0.0183 | 0.248830 | 0.0228 | 0.250608 | 00234

Air Bersih 0.660936 | 0.0966 | 0.238774 | 0.6709 | 0.586780 | 0.1632 | 0.247976 [ 0.6683

Ank Kerja 1.460519 | 0.0003 | 1.703680 | 0.0005 | 1.495341 { 0.0003 | 1.695340 | 0.0007

Konstana 8.703763 | 0.0005 | 11.43498 | 0.0029 )} 9.217922 | 0.0008 | 11.38569 } 0,0030

Dummy - - -0.44748 | 0.3088 ’ - | -0.407a5 | 0.4054
Otda

Dummy

Keb, Pajak . - - - | 020641 | 0.5543 | 0.07952 | 0.8349
F-Statistik 163.6775 | 0.0000 | 131.7731 | 0.0000 | 126.8405 | 0.0000 | 104.2972 | 0.0000
R-squared 0.970358 |- ... | 0.971971 .. - ] 0.970913 [~ | 0.972040 :
Adjusted R- | gerang 1700 " 0.964595 | ooe3ass | 7| 0.962720
squared Sl S :

Durbin- 1515693 (. | 1632272 |1 .. | 1490673 1.608774

Watson stal -

Sumber : Owtput Eviews Model |
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Tabel V.4. Koefisien dan Probabilitas Vanabel Independen Model 2

Yariable Dependen : Nilai Investasi

Variable Model 2 Model 2
Independcn Tanpa Durnmy Decngan Dummy

Otda Keb. Pajak Otda & Keb Pajak

Koef Prab Koef Prob Koef Prob Koef Prob

Jalan 0.556848 | 0.1023 | 0.873762 | 0.0188 | 0.681849 | 0.0623 | 0.881188 | 0.0218
Listrik 0.346313 | 0.0007 | 0.267515 | 0.0076 | 0.317009 | 0.0024 | 0.266001 | 0.0099
AnkKerja | 1.841342 | 0.0000 | 1.841234 | 0.0000 | 1.827636 | 0.0000 | 1.838673 | 0.0000
Konstanta | 11.96209 | 0.0000 | 12.80788 | 0.0000 | 12.21966 | 0.0000 | 12.81346 | 0.0000
Dummy - - | -0.58226 | 0.0557 - - [ 0.55291 | 0.1151
Otda
Dummy
Kb, Pajak - - - - 0.35784 | 0.2988 | -0.06699 | 0.8570
F-Statistik | 197.9987 171.6536 | 0.000000 | 149.7581 | 0.0000 { 130.6924 | 0.0000
R-squared | 0.965853 | ..~ - | 0.971696 |- ] 0.967692 | 40.971746 [F7n s
Adjusted R- | 950995 17,7 | 0966035 0.961230 1 0.964310 |:
squared g ! f _ _
Durbin- 1707280 | | 1.758268 | *- 71 1672899 |5 14| 1740768 o
Watson stat " el i S RN

Sumber : Ouiput Fviews Model 2

Dari dua model terbaik dengan variasi kebijakan otonomi daerah dan kebijakan

pemungutan PPN dan PPnBM maka Model terbaik yang menggambarkan pengaruh

ketersediaan infrastruktur daerah terhadap pertumbuhan nilal investasi di Kota

Batam adalah :

Log(PMAPMDN) = 12.80788 + 0,873726 Log (Jalan / Luas Daratan) + 0,267515
Log (Kapasitas Listrik / Daya Listrik) + 1,841234

Log (Angkatan Kerja Yg Mencari Kerja / Penduduk)

- 0,58226 Dummy Otda

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normal

Berdasarkan output model dari Eviews, diketahui Nilai Jarque Bera sebesar

17,88721 dengan hipotests pengujian normalitas adalah sebagai berikut :

Ho
H;

: Data berdistribusi normal

: Data tidak berdistribusi normal.
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Dari nilai y* dengan derajat bebas (variabel bebas) sama dengan 4 (df = 4) dan alpha
1% maka nilai y > sama dengan 13,2767. Hal ini berarti nilai Jarque Bera > dari ¥ 2

(17,88721 > 13,2767) maka Hp diterima atau data berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji ada tidaknya Autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin Watson

Hg p=0

H; pHO

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi positif pada residual dalam model yang
dibangun maka digunakan Uji Durbin Watson (DW). Berdasarkan output dari
model, diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) adalah 1,758268.

Dari Tabel Durbin Watson d Statistic (Significance Points of dL and dU at 0.01
Level of Significance) dengan jumlah sampel sama dengan 25 (n=25) dan variabel
bebas berjumlah 4 (k=4) maka di dapat nilai dI. = 0.831 dan dU = 1.523.

maka, nmlai DW dari model berada diluar range dL. dan dU sehingga Hy diterima dan

disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif.

Hal ini konsisten dengan menggunakan batasan sebagai berikut :

Tidak ada Autokorelasi jika : dU < DW <4 — dU.

Dengan nilai dU = 1,528 maka nilai DW berada pada: 1,523 < 1,758268 < 2,477,
sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Cara pertama adalah dengan melihat indikasi dari nilai R* pada output model di
Eviews yang dihubungkan dengan nilai probabilitas dari kofisien regresi partial. Jika
R” nya bernilai tinggi namun nilai probabilitas dari koefisien regresi parsialnya tidak
signifikan maka dapat dikatakan terjadi multikolinearttas. Dari hasi! output eviews
didapat nilai R? adalah 97,17 % dan nilai probabilitas koefisien dari masing-masing
variabel bebas adalah Jalan / Luas Wilayah (0.0188), Listrik/Penduduk {0.0076),
Angkatan Kerja (0.0000), Konstanta (0.0000) dan Dummy Otda (0.0557). Dari
tampilan data-data ini dapat dikatakan tidak terjadi Multikolinearitas.
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Cara yang kedua adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika
nilai VIF lebih besar dari 10 (VIF > 10) maka terjadi mulkolinearitas.

Uji Heterokedastisitas
HO : Vanans residual adalah Heterokedastisitas

H1  Vanans residual adalah Homokedastisitas

Apabila Probabilitas F-Statistic lebih besar dari 5%, maka HO ditolak atau dapat
dikatakan model tidak bersifat Heterokedastisitas atau model bersifat
Homokedastisitas. Untuk melakukan pengujian ada tidaknya heterokedastisitas maka
digunakan uji White Heterocedasticity. Dari output model di Eviews maka didapat

hasil sebagai berikut :

Tabel V.5. Hasil uji heterokedastisitas Model Terbaik

White Heteroskedasticily Test:

F-statistic 0991815  Probability 0.469577
Obs*R-squared 7.248254  Probability 0.403498

Sumber : Outpur Eviews Model 1

Dari Tabel diatas, dapat dilithat bahwa probabilitas F-Statisticnya sebesar 46,9577%

sehingga dapat dikatakan bahwa mode] bersifat homokedastisitas.

Intepretasi Model
Setelah dilakukan ujt asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
pelanggaran untuk normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedatisitas.

Maka model infrastruktur ini dapat ditulis sebagai berikut :

Log(PMAPMDN) = 12.80788 + 0,873726 Log (Jalan / Luas Daratan) + 0,267515
Log (Kapasitas Listrik / Daya Listrik) + 1,841234
Log (Angkatan Kerja Yg Mencari Kerja / Penduduk)
- 0,58226 Dummy Otda
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Hal ini dapat diintepretasikan sebagai berikut ;

1. Setiap pertumbuhan dari rasto kapasitas listrik yang dibangkitkan terhadap daya
tersambung naik sebesar 1 % (rasio kapasitas listrik yang dibangkitkan terhadap
daya tersambung tumbuh sebesar 1 %) maka nilat Investasi (PMA dan PMDN)
akan tumbuh sebesar 0,267515 % (Nilai investasi akan naik atau tumbuh sebesar
0,267515 %

2. Setiap pertumbuhan dari rasio panjang jalan terhadap luas wilayah daratan naik
sebesar 1 % (rasio panjang jalan terhadap luas wilayah daratan tumbuh sebesar 1
%) maka nilai investasi (PMA dan PMDN) akan naik atau tumbuh sebesar
0,873726 %.

3. Setiap pertumbuhan dari rasio jumlah penduduk yang berusia 15 — 65 (angkatan
kerja) yang mencarl pekerjaan terhadap jumlah penduduk naik sebesar 1 % (
rasio jumiah penduduk yang berusia 15 — 65 (angkatan kerja) yang mencari
pekerjaan terhadap jumlah penduduk tumbuh sebesar 1 %) maka nilal investasi
(PMA dan PMDN) akan naik atau tumbuh sebesar 1,841234 %

4. Apabila seluruh variabel bebas dianggap cateris paribus, maka nilai investasi
(PMA dan ?MDN) sebelum pelaksanaan otonomi daerah akan bernilai 12.80788.
sedangkan nilai investasi setelah pelaksanaan otonomi daerah akan berkurang
menjadi (12.80788 — (,58226)

5. Variasi yang bisa dijelaskan oleh variabel-vartabel bebas (rasio kapasitas listrik
yang dibangkitkan terhadap daya tersambung, rasio panjang jalan terhadap luas
wilayah daratan, rasio jumlah penduduk yang berusia 15 — 65 (angkatan kerja)
yang mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk dan dummy otonomi daerah)
terhadap variabel terikat (Nilai PMA dan PMDN) adalah sebesar 97,17 % dan
pengaruh variabel lainnya yang mempengaruhi variabel terikat (nilai PMA dan
PMDN) sebesar 2,83 %

Model mencoba menyatakan suatu keadaan yang sesungguhnya dan juga pemodelan
juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau kebiyjakan (peficy) dengan

beberapa alternatif yang diberikan,
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Analisis Faktor-Faktor Ketersediaan Infrastruktur

Dari Model 1 yang disusun dapat diketahui bahwa nilai investasi di Kota Batam
sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar berupa kapasitas listrik,
panjang jalan, kapasitas sambungan air bersih dan ketersediaan angkatan kerja yang
aktif mencari kerja di Kota Batam. Hasil regresi dengan menggunakan output eviews
ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel
dependennya, namun tidak ada pengaruh dari kebijakan pemerintah, baik kebijakan
otonomi daerah maupun kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM. Setelah
dimasukkan pengaruh kebijakan otonomi daerah atau kebijakan pemungutan PPN
dan PPnBM atau kedua kebijakan tersebut dimasukkan secara bersama-sama, maka
variabel kapasitas sambungan air bersih menjadi tidak sigmifikan. Begitu pula
dengan variabel dummy kebijakan otda dan pemungutan PPB dan PPnBM. Hal ini
tentunya tidak sesuai dengan analisis secara diskriptif, dimana pertumbuhan nilai
investasi sangat berbeda antara sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi
daerah, yang implementasinya dilaksanakan pada tahun 2001. Sehingga pada Model

2, vartabel kapasitas sambungan air bersih dikeluarkan dari model

Pada Model 2, dengan menggunakan variasi kebijakan otonomi daerah dan
kebijakan pemungutan PPN dan PPnBM maka diperoleh Model terbaik dengan
menggunakan pengaruh kebijakan otonomi daerah. Model ini menggambarkan
pengaruh ketersediaan supply listrik, panjang jalan dan supply tenaga kerja terhadap
pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam. Hal ini mengandung arti bahwa :

1. Penambahan panjang jalan dan tidak adanya penambahan luas daratan, akan
menyebabkan nilal investasi akan bertambah.

2. Penambahan kapasitas tenaga listrik yang mampu diprodukst atau dibangkitkan
dan tidak ada penambahan daya tersambung akan menyebabkan penambahan
nilai investasi. Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan kapasitas tenaga listrik
yang akan membuka peluang penambahan daya tersambung untuk investasi yang
baru. Namun apabila tidak ada penambahan kapasitas tenaga listrik yang
diproduksi, disisi lain permintaan daya tersambung semakin banyak, maka
ketersediaan tenaga listrik untuk investasi yang baru akan semakin kecil atau

bahkan tidak ada maka nilai investasi akan semakin berkurang.
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3. Penambahan jumlah tenaga kerja akan menyebabkan para tenaga kerja akan
bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan para pekerja
akan menurunkan standar upahnya sehingga. Penurunan upah pekerja tentunya
akan meningkatkan permintaan tenaga kerja bagi investasi, baik baru maupun
lama unfuk meningkatkan output yang akan diproduksi. Sehingga peningkatan
supply tenaga kerja dapat menyebabkan meningkatnya nilai invstasi di Kota
Batam

4. Pengaruh kebijakan otonomi daerah sangat dirasakan oleh Kota Batam, Terlihat
bahwa kebijakan otonomi daerah signifikan pada taraf nyata 10% dalam
mempengaruhi investasi di Kota Batam. Hal ini disebabkan salah satunya karena
setelah otonomi daerah, maka di Kota Batam terdapat dua lembaga yang sama
sama bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan di Kota
Batam, khususnya dalam menarik investasi. Tidak adanya peraturan perundang-
undangan yang mengatur hubungan keduanya, menyebabkan banyak
kewenangan-kewenangan yang tumpang tindih yang pada akhirnya
menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini sangat mempengaruhi minat

investor untuk menanamkan modalnya di Batam

Dari Model ketersediaan infrastruktur ini, nilai elastisitas terbesar adalah
ketersediaan jumlah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan di Kota Batam dan
terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yaitu sebesar 1,841234 diikuti
oleh panjang jalan dengan elastisitas 0,873726 lalu kapasitas sambungan listrik
sebesar 0,267515. Selengkapnya elastisitas dari masing-masing variabel independen
ini terlihat pada Tabel V.6.

Tabel V.6, Elastisitas faktor-faktor ketersediaan infrastruktur di Kota Batam

Faktor-Fakior Elastisitas
NO . Model
Ketersediaan Infrastruktur .
Terbaik
1. Panjang Jalan 0,873726
2. Kapasitas Sambungan Listrik 0,267515
3 Angkatan Kerja 1,841234

Sumber : Ouiput Fviews Model Terbaik
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Dengan memperhatikan tabel V.6. diatas dapat diketahut bahwa factor ketersediaan
angkatan kerja yang mencari kerja di Kota Batam memberikan kontribusi terbesar
bagi perkembangan Nilai Investasi di Kota Batam. Karena semakin besar supply
tenga kerja akan memudahkan investor untuk mencari tenaga kerja sebagat input

bagi produksinya.

Bagi pemerintah tentunya turut mendukung ketersediaan angkatan kerja yang siap
kerja dengan mempersiapkan segala sesuatunya, seperti memberikan akses bagi
seluruh penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mempersiapkan balai-
balai latihan kerja untuk mendukung para angkatan kerja memiliki spesialisasi dan
keahlian. Untuk memberikan kemudahan akses bagi para investor dalam mencari
kerja, maka pemerintah daerah perlu untuk membertkan informasi yang lengkap
kepada investor terkait angkatan kerja yang tersedia di Kota Batam, misalnya dengan
memberikan informasi curriculum vittae angkatan kerja yang sedang mencari kerja
di Kota Batam melalui website resmi pemerintah daerah. Kepada penduduk angkatan
kerja juga diharapkan dapat mendaftar dan melapor ke instasnsi yang berwenang
agar tercatat sebagai angkatan kerja yang sedang meicari kerja. Partisipasi aktif ini
akan memberikan kemudahan bagi mvestor untuk mencari tenaga kerja bagi

perusahaannya.

Umumnya ketersediaan infrasturktur fisik yang dimiliki daerah dan menjadi
perhatian bagi investor adalah ketersediaan sarana transportasi seperti jalan,
pelabuhan laut dan bandara. Disamping itu, infrastruktur lainnya yang sangat penting
bagi kegiatan produksinya adalah ketersediaan tenaga listrik, air minum dan
sambungan telepon. Dari keenam infrastruktur tersebut ternyata hanya infrastruktur
jalan dan listrik yang mampu mempengaruht nilai investasi di Kota Batam.
Logikanya, keenam infrastruktur tersebut sangat mempengaruhi minat investor untuk
menanamkan modalnya di suatu daerah. Ketersediaan pelabuhan laut dan bandara
sangat penting bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Batam,
sebagal akses untuk keluar masuk dari dan ke Kota Batam, mengingat kondisi

geografis Kota Batam yang terdiri dari banyak pulau,
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Jalan berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Keterbatasan
jaringan jalan dapat menghambat pertumbuhan suatu wilayah sehingga aktifitas
perekonomian dapat terganggu. Daerah dengan standar kehidupan yang rendah
umumnya mempunyai keterbatasan dalam hal akses keluar dan masuk ke daerah
tersebut, begitu juga dengan akses antar fasilitas-fasilitas public yang terdapat di
dalam daerah itu sendiri. Sehingga ketersediaan sarana transportasi harus mampu
melayani tuntutan pembangunan seiring dengan semakin membesamya kota,
meningkatnya jumlah penduduk, berkembangnya industrt dan perdagangan.
Pertumbuhan jalan juga berperan dalam meangsang tumbuhnya wilayah-wilayah
baru yang akan meningkatkan volume lalu lintas yang terjadi. Tumbuhnya daerah-
daerah baru yang akan menjadi kota baru sebagai konsekuens: antisipasi kebutuhan
masyarakat akan perumahan tentukan membutuhkan akses baru guna memberikan

pelayanan terhadap wilayah tersebut.

Manfaat dari peningkatan infrastruktur transportsi berupa peningkatan aksestbilias,
pengurangan waktu tempuh dan biaya pergerakan barang, manusia serta jasa,
Peningkatan transportasi tidak hanya mempengaruhi orang atau kegiatan usaha yang
berhubungan langsung dengan fasilitas transportasi namun juga pada konsumen
barang dan jasa baik berupa pengurangan harga serta peningkatan upah bagi para
pekerja. Data jalan yang digunakan dalam penelitian im menggunakan data yang
dipublikasi oleh BPS berupa data panjang jalan, tetapi tidak merepresentasikan

kualitas jalan tersebut.

Listrik merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, karena hampir
seluruh aktivitas di rumah tangga, perkantoran dan aktifitas masyarakat lainnya
memerlukan energi listrik. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan energi listrik di
masyarakat dari tahun ke tahun selalu meningkat. Selain itu peningkatan produksi
dan investasi turut membutuhkan energi listrik yang memadai baik dari sisi
kuantitasnya maupun kualitasnya. Kecukupan dan kesinambungan pasokan energt
listrik akan menjaga kesinambungan produksi. Keterlambatan pengembangan energi

listrik dapat berakibat fatal dan akan menyebabkan kehilangan kapasitas produkst
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indutr, penurunan nilai ekspor yang pada akhirnya akan memunculkan keengganan

investor dalam melakukan atau menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Namun kondisi di Kota Batam, untuk tetap menjaga pasokan dan kapasitas energi
listrik yang dibangkitkan sebagai akibat keterbatasan PT. PLN sebagi satu-satunya
perusahaan penyedia energi listrik dalam menyediakan energi listrik yang cukup
bagi kegiatan industri maka pemerintah membuat kebijakan penyediaan energi listrik

melalui kerjasama pemerintah dan swasta (public private parinership) .

Kapasitas sambungan air bersih menjadi factor yang tidak signifikan dalam
mempengaruhi investasi di Kota Batam. Hal ini dikarenakan data yang digunakan
untuk merepresentasikan kapasitas sambungan air bersih adalah data publikasi BPS
yang hanya mencatat produksi air bersih yang dihasilkan oleh Perusahaan Air
Minum. Hal ini sedikit mengurangi kesempurnaan dalam penelitian karena selain
mengkonsumsi air bersih yang diproduksi oleh Perusahaan Air Minum, pelaku usaha
maupun masyarakat juga dapat mengkonsumsi air bersih yang diproduksi sendiri,

misalnya air tanah yang langsung diambil dari dalam tanah.

Sedangkan variabel infrastruktur lain yang secara statistic tidak signifikan
menggambarkan pengaruhnya terhadap perkembangan nilai investasi adalah
kapasitas sambungan telepon, jumlah kunjungan kapal dan jumlah pergerakan
pesawat. Variabel sambungan telepon hanya menggunakan kapasitas sambungan
telepon fixed line yang merupakan produksi PT. Telkom. Sedangkan saat ini
perkembangan teknologi informasi khususnya telekomunikast sangat cepat. Hal ini
ditandai perkembangan telepon bergerak (mobile phone) yang pesat tetapi tidak
dapat diketahui secara pasti jumlah penggunaannya dan tidak dapat dipublikastkan
oleh PT. Telkom. Padahal dampak telekomunikasi dapat menjadi penghubung antar
pelaku wusaha, baik yang berada di sentra-sentra produksi maupun pasar,
Telekomunikasi juga dapat juga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan
tingkat kompetisi sehingga pasar menjadi lebih efektif karena akses menjadi lebih
cepat dan mudah, Selain itu, telekomunikasi juga bisa lebih produktif dalam

meningkatkan interaksi aik langsung maupun tidak langsung terhadap fungsi
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produksi dan distribust. Telekomunikasi juga turut mempermudah prodesur dalam
menjalankan usaha dengan mengintegrasikan lingkungan kerja dan dunia lainnya,
karena penggunaan jasa telekomunikasi dapat menjadi barang subtitusi bag: jasa
surat dan perjalanan sehingga lebih efektis dan efisien dalam penggunaan waktu,

energi dan dampaknya.

Sedangkan constanta (C) dapat dijelaskan sebagai faktor endowment (kondisi awal)
di Kota Batam pada saat koefisien variabel independen dalam kondist cateris

paribus.

Sedangkan pengaruh kebijakan pemerintah dengan penetapan Kota Batam sebagai
Kota otonom sebagai bentuk implementasi otonomi daerah, yang penerapannya
mulai dilaksanakan pada tahun 2001, signifikan mempengaruhi nilar investasi di
Kota Batam. Pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memungut PPN
dan PPnBM di Kota Batam dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2003 (PP 63/2003) ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap perkembangan nilai investasi di Batam. Hal ini dikarenakan rentang waktu
observasi yang relatif pendek. Penerapan pemungutan PPN dan PPnBM baru
dilaksanakan pada tahun 2004, sehingga dalam penelitian ini hanya terdapat data tiga

tahun setelah penetapan kebijakan ini,

Secara umum, faktor-fakior ketersedian infrastruktur yang mempengaruhi
perkembangan nilai investasi sesuai dengan hipotesa, kecuali variabel kapasitas
sambungan air bersih pada model 1. Sedangkan pada model 2, dimana variabel air
bersih telah dikeluarkan maka hipotesa yang diajukan yaitu mempunyai hubungan
positif dengan perkembangan nilai investasi. Nilat elastisitas yang lebih tinggi
menunjukkan produktifitas yang lebih tinggi dan kondisi yang ada masih berada
dibawah tingkat optimalnya (under supply). Dengan demikian, ketersediaan
angkatan kerja yang memiliki keahlian dan siap memasuki pasar kerja perlu
dipersiapkan lebih dahulu, menyusul membangun infrastruktur khususnya panjang
jalan dan kapasitas listrik yang telah memberikan nilai elastisitas yang tinggi, yang

pada akhirnya akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di
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Kota Batam. Sedangkan variabel infrastruktur lain yang secara statistik tidak
signifikan mempengaruhi nilai investasi di Kota Batam, juga perlu mendapat
perhatian pemerintah guna menunjang keberlangsungan kegiatan usaha para

investor.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

1. Evolusi yang dialami Kota Batam sejak awal pengembangannya sebagai akibat
dari kebijakan-kebijakan intervensi pemerintah pusat di Kota Batam berupa
kebijakan institusional / kelembagaan yang terkait dengan : (a) Institusi /
lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan
Kota Batam; dan (b) Status wilayah yang diberlakukan di Kota Batam. Sebagai
akibat dari penetapan status wilayah ini, maka diberikan juga fasilitas-fasilitas
fiskal yang melekat pada status wilayah tersebut.

2. Kebijakan institusional yang terkait dengan institusi / lembaga yang bertanggung
jawab terhadap pengembangan dan pembangunan Kota Batam dapat dibedakan
atas dua kondisi, yaitu kondisi pertama dimana peran OPDIPB sebagai institusi
bentukan pemerintah pusat yang khusus menangani pengembangan dan
pembangunan Kota Batam memiliki kewenangan yang sangat besar. Kondisi 1ni
dialami sejak awal pengembangan XKota Batam di tahun 1970 hingga
terbentuknya Pemerintah Kota Batam di tahun 1999 Kondisi kedua dimana
peran OPDIPB sudah mulai mengecil seiring dengan terjadinya penguatan peran
Pemerintah Kota Batam. Kondist ini dialami sejak terbentuknya Kota Batam dan
dimulainya era otonomi daerah, yang mulai dimplementasikan pada tahun 2001.

3. Kebijakan institusional yang terkait dengan status wilayah yang diberlakukan di
Kota Batam sejak awal pengembangannya terdiri dari kebijakan yang
menetapkan Kota Batam sebagai basis logistik dan operasional PN Pertamina,
daerah industri, bonded warehouse, kawasan berikat, tempat penimbunan berikat
hingga akhirnya menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Berkaitan dengan penetapan status wilayah di Kota Batam maka melekat
fasilitas-fasilitas fiskal yang diberikan di Kota Batam. Dalam hal kebijakan
institusional berupa fasilitas fiskal yang diberikan, maka kondisi pengembangan

dan pembangunan Kota Batam dibedakan atas dua kondisi, yaitu kondisi pertama
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dimana seluruh kegiatan di Kota Batam baik kegiatan industri dan investasi
maupun kegiatan kemasyarakatan secara umum menerima dan menikmati
fasilitas pembebasan terhadap pemungutan PPN dan PPnBM. Kondisi ini terjadi
hingga tahun 2003. Kondisi kedua dimana hanya kegiatan industri dan investasi
yang menerima fasilitas pembebasan terhadap pemungutan PPN dan PPnBM,
dan tidak berlaku untuk kegiatan kemasyarakatan secara umum. Kondisi ini
berlangsung sejak tahun 2004 hingpa saat ini,

. Pertumbuhan nilat investasi, pertumbuhan nilai ekspor dan pertumbuhan
ekonomi di Kota Batam sebelum pelaksanaan otonomi daerah maupun sebelum
pelaksanaan pemungutan PPN dan PPnBM menunjukkan angka rata-rata
pertumbuhan pertahun yang lebih besar dibandingkan dengan setelah pemerintah
menetapkan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan pemungutan PPN dan
PPnBM

. Dengan mengacu pada hasil penelitian yang dilalukan oleh Komite Pemantau
Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang bekerjasama dengan The Asian
Foundation pada tahun 2007, yang menyatakan bahwa indikator pengelolaan
infrastruktur fisik daerah sebagai indikator yang paling berpengaruh dalam tata
kelola ekonomi daerah dan penentuan minat investor dalam menanamkan
modalnya di suatu daerah, sinergi dan sejalan dengan hasil analisis kuantitatif
yang menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur fisik daerah di Kota Batam
berupa panjang jalan, energi listrik dan ketersediaan tenaga kerja mempengaruhi
pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam.

Terdapat pengaruh positif dari ketersediaan infrastruktur daerah dan tenaga verja
terhadap nilai investasi di Kota Batam. Ketersediaan infrastruktur fisik daerah
yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam
tersebut adalah ketersediaan kapasitas listrik dan panjang jalan. Selain itu jumlah
penduduk angkatan kerja yang siap bekerja juga menjadi variable yang sangat
mempengaruhi pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam

. Besarnya pengaruh kapasitas listrik terhadap nilai investasi di Kota Batam
tergambar dari rasio kapasitas kapasitas tenaga Istrik yang dibangkitkan dengan
daya listrik yang tersambung, yang bila tumbuh sebesar 1 % maka nilai investasi

(PMA dan PMDN) akan naik atau tumbuh sebesar 0,267515%.
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8. Pengaruh panjang jalan terhadap nilai investasi di Kota Batam terlihat dari rasio
panjang jalan terhadap uas wilayah daratan yang bila tumbuh sebesar 1 % maka
nilai investasi (PMA dan PMDN) akan naik atau tumbuh sebesar 0,873726%.

9. Pengaruh jumlah penduduk yang berusia 15 — 65 (angkatan kerja) yang siap
kerja, terlihat dari rasio jumlah penduduk yang berusia 15 — 65 (angkatan kerja)
yang siap kerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk, yang bila
tumbuh sebesar 1 % maka nilal investasi (PMA dan PMDN) akan naik atau
tumbuh sebesar 1,841234%

10. Memperhatikan hasil analisis kuantitatif, maka ketersediaan angkatan kerja yang
memiliki keahlian dan siap memasuki pasar kerja perlu dipersiapkan lebih baik
dan kemudian menyusul membangun infrastruktur khususnya menambah
panjang jalan dan kapasitas listnk yang telah memberikan nilai elastisitas yang
tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan minat investor untuk
menanamkan modalnya di Kota Batam. Sedangkan vartabel infrastrulktur lain
yang secara statistik tidak signifikan mempengaruhi nilai investasi di Kota
Batam, juga perlu mendapat perhatian pemerintah guna menunjang
keberlangsungan kegiatan usaha para investor

11. Pengaruh Ketersediaan infrastruktur fisik daerah berupa panjang jalan, kapasitas
energi listrik dan ketersediaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan nilai investasi
di Kota Batam dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berupa otonomi daerah,
yang penerapannya mulai dilaksanakan pada tahun 2001. Hal ini tidak berlaku
pada saat pemerintah mengeluarkan kebiakan untuk memungut PPN dan
PPnBM di Kota Batam dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2003 (PP 63/2003), yang mulai berlaku secara efektif pada 1 Jauari 2004.
Pasca penetapan PP ini dan mulai dipungutnya PPN dan PPaBM tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan nilal investasi di
Batam.

12. Seiring dengan hastl penelitian kuantitatif yang menemukan adanya pengaruh
kebijakan Otda terhadap Nilai investasi di Kota Batam, maka yang dibutuhkan
segera adalah /egal certainty yang lebih jelas dan tegas dalam bentuk peraturan

perundang-undangan dari Pemerintah Pusat,
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VI.2. Saran

1. Memperhatikan evolusi yang telah dialami Kota Batam dengan kondisi
perekonomiannya maka untuk menaikkan pertumbuhan nilai investasi
pemerintah harus memperbaiki kerangka institusional dan konsistensi dalam
menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Hal ini untuk memberikan
kepastian hukum yang lebih jelas bagi investor.

2. Perlunya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap
pembangunan infrastrukiur yang lebih terarah sehingga infrastruktur tersebut
mampu menjadi penggerak pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi
seperti pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan peningkatan supply
energi listrik dengan meningkatkan kapasitas energi listrik yang dibangkitkan

3. Perlunya pemerintah untuk mempesiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan
memiliki keahlian, diantaranya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan
pelatihan bagi penduduk angkatan kerja. Dari sini maka diperlukan adanya balai-
balai latithan verja yang mampu menyediakan tenaga-tenaga kerja yang memiliki
keahlian.

4. Memperhatikan hasil analisis kuantitatif yang menunjukkan tidak adanya
pengaruh yang significan terhadap pertumbuhan nilai investasi di Kota Batam
sebagai akibat kebijakan pemerintah memberlakukan pemungutan PPN dan
PPnBM di Kota Batam, maka kebijakan tersebut masih bisa dipertahankan.
Artinya fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM tetap diberikan kepada barang-
barang untuk kepiatan industri yang berorientasi ekspor dan bukan kepada
seluruh barang, termasuk untuk konsumsi masyarakat. Namur hal ini juga harus
sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadikan Kota Batam saat
ini sebagai KPB & PB

5. Dengan statusnya sebagai KPB & PB, maka kebijakan institusional yang perlu
dipertegas adalah hubungan antar institust yang berada di Kota Batam sehingga
pengalaman masa lalu tidak terulang lagi, terutama status QPDIPB yang menurut
PP 46/2007 melebur menjadi Badan Pengusahaan KPB & PB. Namun dalam PP
46/2007 tersebut tidak dinyatakan bahwa institusi OPDIPB dihapuskan.
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6. Konsekuensi dari penetapan Kota Batam sebagai KPB & PB mengharuskan
pemerintah untuk membuat perubahan dalan aspek pelayanan publik dengan
memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih profesional dalam menangani
berbagai proses perizinan investast, yaitu dengan kebijakan one siop service,
bukan lagi one roof service

7. Melihat fenomena yang terjadi selama evolusi yang dialami oleh Kota Batam dan
ditinjau dari berbagai kondisi saat ini serta kecenderungan berbagai bidang
pembangunan yang sedang bergerak di Kota Batam, dan ditunjang dengan
perkembangan ekonomi yang pesat serta letak yang sangat strategis telah
memberikan keuntungan dan kontribusi yang besar bagi perekonomian regional
dan nasional sehingga perlu dipertimbangkan status daerah Kota Batam sebagai
daerah otonomi khusus bidang ekonmomi. Apabila Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Papua diberikan status daerah dengan Otonomi Khusus karena
faktor politik dan sosial masyarakat, maka Kota Batam dan Provinsi Kepulauan
Riau perlu diberikan status daerah dengan otonomi khusus karena faktor

ekonomi,
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Undang-Undang :

¢ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

» Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

¢ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

e Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Xuantan Singingi dan Kota
Batam

e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang

» Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang

¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjung
Pinang ‘

e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau

» Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

¢ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¢ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang

» Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten

Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) :

» Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Tentang Nomor 1
Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

= Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2000
Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

e Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah :

e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Warehouse

o Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977 Tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Warehouse

e Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kota
Administratif Tanjung Pinang di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau

e Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kotamadya
Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau

o Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 Tentang Kawasan Berikat (Bonded
Zone)

o Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 Tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone)

o Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan
Berikat

e Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 Tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

o Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 Tentang Penundaan Berlakunya

Peraturan Pemerintah, Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak
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Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Penundaan Kembali
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Penundaan Ketiga
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Penundaan Keempat
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industni Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penundaan Kelima
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan WNama
Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Karirmum
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Peraturan Presiden :
e Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Dewan Nastonal Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Keputusan Presiden :

o Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Proyek
Pembangunan Pulau Batam

o Keputusan Presiden Nomor Tahun 1971 Tentang Pengembangan Pembangunan
Pulau Batam

o Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau
Batam

e Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1974 Tentang Penunjukan dan Penetapan
Beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Pulau Batam

» Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 Tentang Penetapan Seluruh Daerah
Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse

» Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978 Tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam

¢ Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Hubungan Kerja Antara
Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

¢ Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 Tentang Penambahan Wilayah
Lingkungan Kerja Daerah Industri Puiau Batam dan Penetapannya sebagai
Wilayah Usaha Bonded Warehouse

e Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 Tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industrt Pulau Batam
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978

e Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1989 Tentang Menteri Muda Perindustrian
ditunjuk sebagat Wakil Ketua OPDIPB

¢ Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi
Pembangunan Kawasan Industri

e Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 Tentang Penambahan Wilayah
Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai

Wilayah Usaha Kawasan Berikat
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e Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 58 Tahun 1989

o Keputusan Presiden Nomor 113 Thn 2000 Tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industn Pulan
Batam

e Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau
Batam

e DPeraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

o Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

e Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

o Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Surat Keputusan Menteri :

e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahuni977 Tentang
Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam

e Surat Keputusan Ketua BPN Nomor 9-VIII-1993 Tentang Pengelolaan dan
Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-

Pulau disekitarnya Usaha Kawasan Berikat
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran L1.

Indikator dan Variabel Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah

INDIKATOR

BOBOT

VARIABEL PENILAIAN

Akses  terhadap
lahan usaha dan
kepastian usaha

14,0 %

o Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan status tanah
¢ Persepsi tentang kemudahan perolehan lahan

» Persepsi tentang penggusuran lahan oleh Pemda

e Persepsi tentang kescluruhan permasalahan lahan usaha

Perizinan usaha

8.8 %

» Persentase perusahaan yang punya TDP

¢ Perspst kemudahan perolehan TDP dam rata-rata waktu
perolehan TDP

+ Persepsi tingkat biaya yang memberatkan usaha

» Persepsi bahwa pclayananizin usaha adalah bebas
KKN, efisien dan bebas pungli

» Persentase keberadaan mekanisme pengaduan

» Persepsi  tingkat hambatan izin  usaha
usahanya

terhadap

Interaksi
dengan

usaha

Pemda
pelaku

10,0 %

¢ Kcberadaan forum komunikasi

e Tingkat pemecahan permasalahan dunia usaha oleh
Pemda

s Tingkat Dukungan Pcmda terhadap pelaku usaha
daerah

¢ Tingkat kcbijakan non-diskriminatif Pcmda

» Tingkat kebijakan Pemda yang tidak merugikan pelaku
usaha

e Tingkat konsistensi kebijakan Pemda terkait dunia
usaha

e Tingkat hambatan interaksi Pemda dan pelaku usaha
terhadap kinerja perusahaan

Program
pengembangan
usaha

14,8 %

oTingkat kesadaran akan  kehadiran
pengembagan usaha

s Tingkat partisipasi program pengembangan usaha
oTingkat kepuasan terhadap program pengembangan
usaha

eTingkat manfaat program pengembangan
terhadap pelaku usaha

eTingkat hambatan program pengembangan usaha
terhadap kinerja perusahan

program

usaha

Kapasitas dan
intcgritas Bupati /
Walikota

2,0 %

eTingkat pemahaman kepala daerah tcrhadap masalah
dunia usaha

+Tingkat profesionalisme birokrat daerah

» Tingkat korupsi kepala dacrah

sTingkat ketegasan kepala daerah terhadap korupsi
birokratnya

» Tingkat kewibawaan kepala daerah

Universitas Indonesia
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s Tingkat hambatan kapasitas dan integritas kepala dacrabh

terhadap dumia usaha
Biaya transaksi di 9,9 % | eTingkat hambatan pajak dan retribusi daerah terhadap
daerah kinerja perusahaan
: oTingkat hambatan biaya transaksi terhadap kinerja
perusahaan

o Tingkat pembayaran donasi terhadap Pemda
sTingkat pembayaran biaya informal pelaku usaha

terhadap polisi
Pcngelolaan 35,5 % | «Tingkat kualitas infrastruktur
infrastruktur  fisik sLama perbaikan infastruktur bila mengalami kerusakan
dacrah » Tingkat pemakaian generator

*Lamanya pemadaman listrik

»Tingkat hambatan infrastruktur terhadap kinerja
perusahaan

Keamanan  dan 4,0 % | e Tingkat kejadian pencurian di tempat usaha

resolusi konfhk » Kualitas pcnanganan masalah kniminal oleh Polisi

eKualitas penanganan masalah demonstrasi buruh olch
polisi

o Tingkat hambatan keamanan dan penyelesaian masaiah
terhadap kinerja perusahaan

Peraturan dacrah 1,0 % { ePermasalahan yuridis

sPermasalahan substansi

s Permasalahan prinsip

Sumber : Komite Pemantau Pelaksanaan Otoniomi Daerah (KI*POD)
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Lampiran IL1

Daftar Memorandum RI dan IMF, Tahun 1998 — 2000

ISU YANG

N DITANDATANGANI TERKAIT

o NAMA DOKUMEN TANGGAL OLEH DENGAN

DPIB
2 3 4 5

Memorandum of 31 Okt 1997 | Marte Muhammad
Lconomic and Financial (Mcntern Keuangan RI)
Policies dan

I. Soedradjad

Djiwandono

{Gubernur BI)

2. | Memorandum of 15 Jan 1998 | Soeharto (Presiden RY} | Remove VAT
Ecoromic and Financial Ixemption
Policies

3. | First Supplementary 10 Apr 1998
Memorandum of
Economic and Financial
Policies

4, | Second Supplementary 24 Jun 1998 VAT Exemption
Memorandum of Removed
Economic and Financial
Policies

3. | Memorandum of 29 Jul 1998 i Ginandjar Kartasasmita
Fconomic and Financial (Menteri Negara
Policies (Extended Koordinator Ekonomi,

Agreement) Keuangan dan Industri)

6. | Supplementary 11 Sep 1998 | Girnandjar Kartasasmita
Memorandum of (Menteri Negara
Economic and Financial Koordinator Ekonomi,

Policies (First Review Keuangan dan Industri)
Under The Fxtended
Arrangemeni)

7. | Supplementary 19 Okt 1998 | Ginandjar Kartasasmita
Memorandum of {Menten: Negara
Lconomic and Financial Koordinator Ekonomi,

Policies (Second Review Keuangan dan Industi)
Under The Extended
Arrangement)

8. | Supplementary 13 Nop 1998 | Ginandjar Kartasasmita
Mermorandum of (Menteri Necgara
Economic and Financial Koordinator Ekonomi,
Policies (Third Review Kecuangan dan Industri)
Under The Extended
Arrangement)

9. | Supplementary 16 Mar 1999 | Ginandjar Kartasasmita

Memorandum of
Eeonomic and Financial
Policies (Fourth Review
{nder The Ixtended

{Menteni Negara
Koordinator Ekonomi,
Keuvangan dan Industr)

Universitas Indonesia

Analisis dampak..., Grandy Regel Tuerah, FT Ul, 2008.



Arrangement)

10. | Suppiementary 14 Mci 1999 | Ginandjar Kartasasmita | Study on Batam
Memorandum of {Mentcri Negara Free-Trade
Feconomic and Financial Koordinator Ekonomi, | Area to FExtend
Policies (Fifth Review Keuangan dan Industri) | to Barelang
Under The Extended
Arrangement)

1. | Supplementary 22 Jul 1999 | Ginandjar Kartasasmita | Study on
Memorandum of (Menteri Negara Barelang Tax
Economic and Financial Koordinator Ekonomi, | Free Area to be
Policies (Sixth Review Keuvangan dan Industni) | Completed by
Under The Ixtended 31 August 1999
Arrangement)

12. | Memorandum of 20 Jan 2000 | Kwik Kian Gie Comprehensive
Economic and Financial {Menteri Negara Study on
Policies (Medinm Term Koordinator Ekonomt, | Barelang as A
Strategy and Policies for Keuangan dan Tax Free Area.
1999/2000 and 2000) Industrt), Bambang Batam VAT

Sudibyo (Menteri Collection fo be
Keuangan) dan Sjahril | Start by 1 April
Sabirin (Gubernur BI) | 2000

13. | Memorandum of 17 Mei 2000 | Kwik Kian Gie VAT Collection
Economic and Financial {Mcnteri Negara Implementation
Policies Koordinator Ekonomi, | Deffered

Kevangan dan
Industri), Bambang
Sudibyo (Menteni
Keuangan) dan Sjahril
Sabirin (Gubernur Bl)

14, | Memorandum of 31 Jul 2000 | Kwik Kian Gie The VAT on
Economic and Financial (Mcntern Negara Batam Island
Policies Koordinator Ekonomi, | Will be

Keuangan dan Implemented
Industri), Bambang on I January
Sudibyo (Menteri 2001
Kenangan) dan Anwar
Nasution (Deputi
Senior Gubernur BI)

15. | Memorandum of 07 Sep 2000 | Rizal Ramli (Menteri A Decision Will

Feonomic and Financial
Policies

Negara Koordinator
Perckonomian) dan
Anwar Nasution
(Deputi Senior
Gubcrnur Bank
Indonesia)

be Taken by
December 2000
on
Restructuring
The Tax Status
of Batam Island
to Enhance
GOI Revenues,
inciuding
Through
Implementation
of A VAT

Suntber : Muliono, Heri. (2001). Merajut batam masa depan. Jakarta : LPP3ES

Universitas Indonesia

Analisis dampak..., Grandy Regel Tuerah, FT Ul, 2008.



Lampiran 11.2,
Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 15 Januari 1998

MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES, 15 Januari 1998
IL. The Policy Framework
A. Macroeconomic Policies

Fiscal Policy
10. On the revenue side, the government has already announced increase in excises on alcohol
and tobacco, which will effectively raise revenuefron: these itens by 80 percent and 10 percent,
respectively. These excises will be increased further on July 1, 1998 to reflect exchange rate
and price development. In addition, effective April 1, 1998, the government will remove all
VAT exemption (apart from those on capital goods or those explicitly mandated by law);
these include, inter alia electricity for private companies, taxis, soybean food for cattle, sugar,
personal goods, medical equipment and other machinery and capital equipment. All VAT
exemplion arrangement will be reviewed regularly. With regard to ather 1axes, a 5 percent
local sales tax on gasolinewiil be introduced on April I, 1998 and the number of goods subject
te the fuxury sales rax will be increased. The government will also shortly increase rhe
proportion on the market value of land and buildings assessable for tax to 40 percent for
plantations and foresiry property.

Sumber : Muliono, Heri. (2001). Merajut batam masa depen. Jakarta : LP3ES

Lampiran IL3.
Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 24 Juni 1998

SECOND SUPPLEMENTARY MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL
POLICIES, 24 Juni 1958
MATRIX - STRUCTURAL POLICY COMMITMENTS

Policy Action Target Date Status
Fiseal Issues
Remove VAT exemption arrangenents April 1, 1998 Done

Sumber : Muliono, Heri. (2001). Merajut batern masa depan. Jakarta : LP3ES
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Lampiran 11.4.
Bagian dari Memorandum antara RT dan IMF, 14 Mei 1999

SUPPLEMENTARY MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES
Fifth Review Under The Extended Arrangement, 14 Mei 1999

HI. Structural Fiscal Reforms
13. We have embarked on a comprehensive inter-departemental review of the tax incentive

regime, as committed in the last MEFP. However, another two months will be needed for the
report o be completed. On the basis of the review, we intend to prepare a sustainable
package of incentives {accelerated depreciation, extended period of loss carry forward and
reduced dividend tax), based on the prevailing income tax law, for new investment in well
defined sectors or activilies; lis package will, in due course, replace the decreeissued in
January 1999 for new investments in 22 industrial sectors. In addition, and based on
Batam’s experience as a free trade area, we are considering extanding free trade and port
status to the entire Barelang area (comprising 42 island) under law No. 3 of
1970.However, we need to be assured that this measure will not undermine revenue
potential through leakages. Therefore, in consultation with the IMF and World Bank, a
JSeasibility study (which is a prereguisite for submitting a proposal to Parliament}) will be
undertake and completed within tive months.

Sumber : Muliono, Heri. (2001). Merajur batam niasa depan. Jakaria : LP3ES

Lampiran ILS.
Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 22 Juli 1999

SUPPLEMENTARY MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES
Sixth Review Under The Extended Arrangement, 22 Juli 1999
IL. Structural Fiscal Reforms

Tax Reform
&, We have launched two government siudies 1o review aspects of the fiscal inceniive framework.

One study, on the tax free status of the Barelang area {Batam and surrounding istands), will
complete its work by August 31. Another study, 1o completed by October 31, will develop a
possible successor package to the Jannary 1999 decree on the tax holidays to be implemented
by the start of the 2000/2001 fiscal year, Based on ihese stuclies, and in consultation with the
IMF, we will be prepared to take appropriate measures to preserve medinm-term revenue
potential

Box 1. Tax Reform Agenda
Policy Action Status / Target Date

Free Trade Zone
Review the tax free status of the island of Batam, Rempang | Bosed on Feasibilily study to be
dan Galang, based on the feasibility study being undertaken | completed by August 31, 1999

Sumiber : Muliono, Heri. (2001). Merajur batant masa depan. Jakarta : LPIES

Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Grandy Regel Tuerah, FT Ul, 2008.



Lampiran IL6.
Bagian dari Memorandum antara RI dan IMF, 20 Januari 2000

MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES, 20 Januari 2000
Medium-Term Strategy and Policies fo 1999/2000 and 2000

Box 1. Fiscal Reform Agenda
Policy Action Status / Target Date

Free Trade Zone
Initiate a comprehensive study on wheather the island of | Immediate
Batan, Rempang and Galang should be a tax free area;
defer any plans pending completion of the study.

Start collecting VAT from Batam Aprif 1, 2000

Sumber : Muliono, Heri. (2001). Merajut batam masa depan. Jakarta : LP3ES

Lampiran 1L.7.
Bagian dart Memorandum antara RI dan IMF, 17 Mei 2000

MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES, 17 Mei 2000

First Review

HI. Structural Fiscal Reforms

6. The fiscal reform agenda is being implemented as envisaged. Consistent wilh the approved

budget; we expect pariiament to approve the amendments to the VAT law, the Tax Procedire
{mw, and certain other tax laws by July 2000, Other tax reforms affecting the tax privileges for
the Integrated Economic Development Zones (KAPETs); the rationalization of import tariffs on
capital goods, and the imposition of a flat 3 percent duty on all exemied poods with non-zero
rates have been implemented. Regarding the collection of VAT from Batam island, sve have
deffered its implementation to ensure that the necessary institusional framework for tax
collection is in place, and 1o secure u wide consensnus for this measure

Sumber : Muliono, Iferi. (2001). Merajut batam masa depan. Jakarta : LP3ES

Lampiran IL.8.
Bagian dari Memorandum antara Rl dan IMF, 31 Juli 2000

MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES, 31 Juli 2000
Il Macroeconomic Policies
4. The delayed budgetary measures remain importan! for medivm-term fiscal sustainability and

we have taken the following decision; (i) the VAT on Batam island will be implemented on
Jannary 1, 2001, giving sufficient time to prepare for effective, implementation and to
ensure that bonafide exporters are not effected; and (i) the first adjusiment under a medium-
term program for petroleum prices will be implenented in October, supported by protection
Jor poor consumers

Sumber : Mulione, {leri. (2001). Merafut batam masa depan. Jakarta : LP3ES
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Lampiran 1111,
Faktor, Variabel dan Indikator Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2005

Faktor Bobot | Variabel Bobot | Indikator
Kelembagaan 15% | Kepastian 40% ¢ Konsisiensi Peraturan
Hukum » Penegakan Keputusan Peradilan
e Kecepalan Aparat Keamanan
¢ Pungutan Liar di Luar Birokrasi
Aparatur dap 18% ¢ Respon Pcmda terhadap
Pelayanan Permasalahan Dunia Usaha
¢ Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha
¢ Informasi Potcnsi Ekonomi Daerah
¢ Penyalahgunaan Wewenang Oleh
Aparal
Kebijakan 23% s Kcjelasan Tarif
Daerah dan » Kejelasan Prosedur
Perda * Proses Perumusan Perda
+ Kebijakan Kcienapakerjaan
Kepemimpinan 19% s Kepemimpinan Kepala Dacrah
Lokal » [Inisialif Kepala Daerah
s Hubungan Kepala Daerah dengan
Pengusaha
Keamanan, 27% | Keamanan 61% = Kemanan Usaha
Politik dan » Keamanan Masyarakat
Sosial Buduya = Dampak Unjuk Rasa
Politik 18% » Hubungan Eksckulif-Legislatif
‘ s Hubungan Antar Partai Politik
Sesial Budaya 21% ¢ Keterbukaan Masyarakat lerhadap
Dunia Usaha
» Kelerbukaan Masyarakat
icrhadapTenaga Kerja dar Luar
Dacrah
» Etos Kerja Masyarakal
+ Kemudahan Memperoleh Hak
Penguasaan Tanah
» Polensi Konflik di Masyarakal
Ekonomi 23% | Potensi 78% s PDRB Perkapita
Daerah Ekonomi * Periumbuhan Ekonomi
s Indeks Kemahalan Konstruksi
Struktay 22% ¢ Perlumbuhan Sckior Primer
Ekonomi » Perlumbuhan Sekior Sekunder
¢ Pertumbuhan Scktor Tersier
Tenaga Kerja 18% | Ketersediaan 27% + Tenaga Kerja Usia Produktif
Tenaga Kerja ¢ Tenapa Kerja Pencari Kerja
Kualitas Tenaga | 49% s Produktivitas Tenaga Kerja
Kerja e Pendidikan Tenaga Kerja
Biaya Tenaga 24% » Biaya Tenaga Kerja Formal
Kerja » Biaya Tcnaga Kerja Aktual
Infrastrukiur 17% | Ketersediaan 57% » Keiersediaan Jalan Darat
Fisik Infrastruktur e Kelcrsediaan Pelabuhan Laut
Fisik e Ketersediaan Pelabuhan Udara
» Ketersedinan Sambungan Telepon
¢ Ketersediaan Supplay Listrk
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Kualitas 43% Kualilas Jalan Daral
Infrastruktur Kualitas Pelabuhan Laut
Fisik Kualitas Pelabuban Udara
¢ Kualitas Sambungan Telepon
» Kualitas Tegangan Listrik

Sumber : Komite Pentantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2005
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